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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Singkawang Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksananaan Undang-undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja
sebagai dokumen Perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang
merupakan alat untuk mendukung suskesnya pencapaian sasaran pembangunan deerah
dan harus terjalin keselarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja
PerangkatDaerahyangmemuat tujuan, sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam satu
tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran
2024 yang menggambarkan rencana target capaian kinerja, pagu dana Indikatif, dan
prakiraan maju serta sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan
kegiatan tahun anggaran 2024. Renja merupakan penjabaran operasional tahunan dari
dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Perangkat Daerah, dan harus terjalin
keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti Rencana pembangunan
Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan sebagaimana tercantum dalam
RKPD tahun anggaran 2024 serta harus bersinergi dengan prioritas Pembangunan
Nasionaldan Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu pula Renja juga merevieu hasil

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun 2022 dan tahun 2023).

Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun
Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke 2 (dua) dari periode Renstra
DISPERKIMTA Tahun 2023-2026. Dalam Renja Tahun 2023 penyusunan program dan
kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun
2023-2026 yang menjadi acuan/pedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tujuan ke - 3 .  Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan

Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
Sasaran ke-1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.
Sasaran ke-2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

Sasaran Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan, permukiman dan

Pertanahan Kota Singkawang pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut :
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1) Meningkatnya rumah Layak Huni.
Indikator Sasaran : Persentase Rumah layak Huni.
Dengan kebijakan antara lain:

» Penanganan, Penyediaan dan fasilitasi Rumah layaa huni bagi korban Bencana dan
terdampak Relokasi Program Pemerintah sebagai Upaya Pemenuhan SPM bidang
Perumahan Rakyat, dan

» Pembangunan, Peningkatan Lingkungan Perumahan yang layak, sehat, aman, yang
didukung prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan Perumahan

yang memadai sebagai penunjang fungsi hunian.
2) Meningkatnya Penanganan Luas kawasan Permukiman Kumuh.

Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh
dibawah 10 Ha.

Dengan kebijakan antara lain:

» Perencanaan, Penataan dan Peningkatan infrastruktur perumahan permukiman
kumuh, sehingga tetap terjaga kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman,
terutama prasarana sarana dasar (PSD) dan Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU)
lingkungan perumahan permukiman kumuh menjadi layak huni, sehat, aman,
harmonis dan berkelanjutan sebagai tempat tinggal, tempat hunian dan tempat
berkarya dan produktif.

» Peningkatan akses rumah tangga bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
terhadap kondisi rumah yang tidak layak huni (RTLH) terutama yang berada pada
deliniasi kawasaan permukiman kumuh dan diluar Kawasan Permukiman Kumuh
dengan memberikan Bantuan Stilimulasi Rumah Swadaya (BSRS) terhadap Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga dapat mencegah tumbuh dan berkembangnya

slump area (kumuh baru).

» Pencegahan luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh
dengan pembangunan/ Peningkatan dan Pemeliharaan terhadap Prasarana Sarana
dan Utilitas Umum (PSU) terutama terhadap nfrastruktur perumahan permukiman di
luar kawasan permukiman kumuh yang teridentifikasi berpotensi menjadi kawasan
permukiman kumuh baru, dilakukan upaya pencegahan/peningkatan infrastruktur
PSU perumahan permukiman pada kawasan permukiman berpotensi slump area
(kumuh baru) agar tidak memicu meluas dan bertambahnya kawasaan permukiman

Kumubh.
3) Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan.
Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Dengan kebijakan antara lain:
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> Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendaliaan Pemanfaatan Ruang yaitu

Pengelolaan, Pengendalian, Pemanfaatan Penggunaan Tanah sesuai kewenangan
yang dilimpahkan.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan
salah satu Dinas Pengampu/Pengemban yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib
yang bekaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Pemerintahan Waijib bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Pemerintahan Wajib bidang Pertanahan.

Harapan kami, semoga Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan,
Permukiman dan pertanahan dapat mencapai sasaran yang menjadi pioritas Pembangunan
pada RKPD Tahun 2024 dan dapat mencapai target pada Renstra DISPERKIMTA Tahun
2023-2026 sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan sebagaimana tercantum
pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)/Perubahan RPD Kota Singkawang
Tahun 2023-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunaan Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran
2024 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang ini masih terdapat
kekurangan dalam penyajian data, kelengkapan data maupun akurasi data, untuk itu kritik
dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Singkawang, Juli 2023

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

S P'mbrna Utama Muda
NIF. 19700105 199703 1 006

. Tahun 2024




Al 1

DAFTAR IS]

Halaman

KATA PENGANTAR . .. e e

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN . . .. e et e
1.1. Latar Belakang .......ccccviiiiiiiiiee e
1.2, Landasan HUKUM ..o e
1.3, MaKSUd dANTUJUBN ...cooiuiiiiieeiiiiee ettt

B Y [ (=Y 1 1= L 1] = T

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
RENSIIAL ¢ e e e e e

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............cccccccevvvvviinnnnns

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD................cccccciiiiiiiininnn,

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.................ccc.ccovevvieennnnne.

TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.............cccccoceiiiiiiiiinnie e,
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah......................

3.3. Program dan Kegiatan ...........ccoouuieiiiiiiiiieeiiiiieee e

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PENUTUPR .. e e e e e e e e rnnenes

LAMPIRAN

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2024

25
65
68
90

94

94
97
99

107

129

iv



BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berpedoman pada kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi
sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya,
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap
kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap
penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh
Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat
Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun

program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan..

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah,adalah

sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal
RKPD.

2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD,serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

3. Rumusan program/kegiatan didalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas
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pertimbangan urutan urusan pelayanan Wajib / Pilihan urusaan pemerintahan daerah
yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-
masing Perangkat Daerah.

4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program
dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.

5. Program dan kegiatan yang irencanakan memuat tolok ukur dan target capaian
kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran dan total kebutuhan dana yang

menunjukkan prakiraan maju tahun n dan n+1.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki
kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022, sehingga dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya
disebut RPD sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024. RKPD Kota
Singkawang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun kedua dari
Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam
Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan
dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPIJIMD/RPD, Renstra Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Renja Perangkat Daerah
merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD,RKA-SKPD,KUA-PPAS, dan RAPBD.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kota Singkawang terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA). yang mempunyai Tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan
pertanahan, dan merupakan salah satu Dinas pengampu/pengemban yang menangani
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar dibidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman serta urusan Wajib Pertanahan yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar. Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan
Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas
Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang,
terakhir pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan
Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
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Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan,
Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun
2021 Nomor 67. Serta di ikuti pula dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor
061/486/setda.or-a Tahun 2021. Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-
Subtansi dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman Dan

Pertanahan Kota Singkawang

. Dokumen Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kota Singkawang mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang merupakan
penjabaran operasional tahun ke 2 (dua). Disamping itu, Renja DISPERKIMTA harus
terintegrasi dengan prioritas dan fokus Pembangunan Daerah tahun 2024, terjalin
keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Perubahan RPD
Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan sebagaimana tertuang dalam RKPD
tahun anggaran 2024, serta bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan
Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu penyusunan Renja bepedoman pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen
perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional, maka RKPD Kota Singkawang Tahun 2024 berpedoman pada
RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, RPJMD Perubahan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pada lingkup
pemerintah daerah, RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyempurnaan
Rancangan RENJA (Rencana Kerja) PD menjadi RENJA Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Singkawang, dengan
Rentra dan Renja Perangkat Daerah dan dengan dokumen perencanaan lainnya dalam
kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan system keuangan

adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1
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1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nomor 47,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 22);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah(Berita NegaraRepublikindonesiaTahun2017 Nomor1312);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018
Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi,
Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
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1.3.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimatan Barat Tahun 2021 Nomor1);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang

Tahun 2016 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang nomor 51);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022
(Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota
Singkawang Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Singkawang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor
13);

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2023- 2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota

Singkawang adalah :

1.

Menjabarkan arah Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Singkawang untuk periode 1 tahun yaitu tahun 2024, yang merupakan landasan dan
sekaligus tolak ukur kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Singkawang dalam arti menggambarkan capaian kinerja yang disusun mengacu pada
RKPD tahun berkenaan.

Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran/dana untuk memenuhi pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Singkawang selama satu tahun berjalan tahun 2024.

Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun
sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan
salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Perangkat
Daerah sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan

sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota

Singkawang adalah :

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2024



Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Sebagai Dokumen
Perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Singkawang.
Mendeskripsikan tentang program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan
langsung oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
dalam menciptakan kepastian dan perencanaan program kegiatan kerja Dinas dalam
periode 1 tahun (tahun 2024) sehingga terwujudnya efesiensi dan efektifitas dalam
Perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.

Merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Tahun Anggaran 2024 dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. Sistematika Renja

Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

dibagi menjadi 5 bab dengan penyajian sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja

1.4. Sistematika Renja
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT
DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3.  Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

PENUTUP

LAMPIRAN — LAMPIRAN

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Tahun 2024



BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RECANA KERJA
SKPD TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1), mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat
Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PerangkatDaerah
tahun-tahun sebelumnya.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun
lalu dan evaluasi Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 (tahun Berjalan) Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan pada (Lampiran Tabel 2.1 Form Tabel-C.29 Rekapitulasi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun
2023 tahun berjalan sebagai berikut :

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2024



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Tabel 2.1 (Form Tabel T-C.29.)

Pemerintah Kota Singkawang

Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Hasil
Program dan ) )
P((sluaran Realisasi Ezapl;:?
enstra ;
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Pe?ae:é]iat Target Renja Program dan Tingkat
Kod ) . . o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah Keg|atan.sld Realisasi
ode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun Tingkat tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tah (n-2) Tahun | Realisasi (%) (n-1) Tahun %
ahun 2021 (n-2) Tahun 2022 (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023
1 2 3 " 5 6 7 8= (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4)
URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN
04. RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DISPERKIMTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN )
Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan
04. | o1. PEMERINTAHAN DAERAH 1. Pemerintah Daerah 400 % - - - 100 100 25,00
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,
4. 1.|2.01 . 4 % - - - 1 1 25,
g 0 Y dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah £ dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 00 ° 00 00 S
01 |Sub kegiatan Penyusunan Dokumen 1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen - - 2 1 11,11
Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)
Sub Koordinasi dan P Dok Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
ub Roorainasi dan Fenyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1
RKA-SKPD
02 1) Dokumen) 5  Dokumen - - - 1 1,0 20,00
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
03 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5 Dokumen - - - 1 10 20,00
1) Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)

Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen




Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil

04 Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 5 Dokumen 1 1,0 20,00
. o 1) Dokumen)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
05 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5 Dokumen 1 1,0 20,00
s 1) Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)
Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
. o Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
06 |Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 25  Dokumen 5 5.0 20,00
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1) dan Ikntisar Realisasi Kinerja SKPD (5 Dokumen)
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, 25 Dokumen 5 50 20,00

PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN) Dokumen

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Hasil
Program dan
Realisasi
Keluaran Realisasi 1sast
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kode ) i ) o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
Ur“i)a”/rs':f’l‘:;‘gn Lli"rusz’:” n:’/eKmerimtta:an Indéka;tormKlne/rE\ P:o?r:moR?nsttra Daerah) Tahun (n-3) | daerah tahun | (; 5) Tahun R Tll'ngk'atu/ tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
aerah Dan Program/Kegiatal (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun 2092 ealisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4)
07 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 16 Dokumen 5 50 31,25

Perangkat Daerah

Daerah (5 Dokumen)
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Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan

04. | 01. | 2.02 400 % - 100 100 25,00
Daerah 1. Perangkat Daerah
01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan 144 orang/48 Bulan - | 36 Orang/12 Bulan 36 Orang/12 25,00
ASN X Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD (1
02 5 Dokumen - 1 1 20,00
Pelaksanaan Tugas ASN D Dokumen)
03 |sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan 1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 5 Dokumen B 1 1 20,00
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD (1 Dokumen)
04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 5 Dokumen R 1 1 20.00
Akuntansi SKPD D Akuntansi SKPD (1 Dokumen) !
Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun
05 |Keuangan Akhir Tahun SKPD 1) 1 Dokumen 5 Dokumen - 1 1 20,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
06 |Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1) Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 8  Dokumen - 2 2 25,00
Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2
04. | 01. (2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 1. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik 400 % - 100 100 25,00
pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Dareah
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD (1 Dokumen)
01 |Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan 1) 4 Dokumen - 1 1 25,00
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik
03 . o o Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang 4 Laporan 1 1 2500
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian 1 Milik Daerah SKPD (1 Dokumen) '
Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Usulan Penghapusan Aset yang
_ tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada 4 Laporan 1 1 2500
SKPD
05 |sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan [ 1) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 48 Laporan 12 12 25,00

11




Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

06

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

4 Laporan

25,00

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Hasil
Program dan . .
Keluaran Realisasi Real|§a5|
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja | perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kode ) i ) o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan Indikator Kinerja Pr.ogram Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun (n-2) Tahun TI»ngk»«':lt tahun (n-1) 2023 [ Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Realisasi (%) (n-1) Tahun o
Tahun 2021 | (n-2) Tahun 2022 (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023
1 2 3 2 5 6 7 8= (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat
04.| 01. | 2.06 Daerah Daerah 400 % - - - - 100 100 25,00
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
o1 Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi 1 Disediakan 2 Paket R } R R 1 1 25.00
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
ang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan yang
02 | serlengkapan kantor ) ) ) ) 2 2 25,00
periengkap 1) 8 Paket
Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang disediakan
100 100 25,00
2) 400 %
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah disediakan
03 T:n s;gla an Penyediaan Peralatan Rumal R . R R 1 1 25.00
99 1) 4 Paket
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Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

05 enggandaan 1 1 25,00
pengg 1) 4 Paket
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan
06 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan 2 Dokumen 1 1 25.00
peraturan perundang-undangan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Sub Kegiatan R " t koordi id Koordinasi dan Konsultasi SKPD
09 |Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan 12 12 25.00
konsultasi ke Dalam dan luar daerah
1) 48 Laporan
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis
Sub Kegiatan Penat h Arsip Di ) pada SKPD
10 :da ;g;[&){n enatausahaan Arsip Dinamis 1 1 25.00
p 1) 4 Dokumen
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem
X . Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem
11 : f - 1 1 25,00
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1) 4 Dokumen
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Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi
P((:Iuaran Realisasi Capaian
enstra ;
. Renja . .
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Perangkat Target Renja Program dan Tlngkat.
Kod ) i ] o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | qaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
ode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun Tingkat tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
i i - (n-2) Tahun isasi
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun 2022 Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 Tahun 2022 2023
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
04. | 01. | 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 1. Gl RENpEEEET JEEa el Ig UREe 400 % - - - - 100 50 12,50
. Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
01 |Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan - - - - 12 12 25,00
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
02 |sumber daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan - - - - 12 12 25,00
1)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
04 |Umum Kantor 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 48 Laporan - - - 12 12 25,00
Umum Kantor yang Disediakan
- Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 400 % 100 100 25,00
Kantor yang disediakan
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
04. | 01. | 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400 % - - - - 100 100 25,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
S.Ub Keglatag Penyediaan Jgsa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan ) L
01 |Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipefihara dan 1 Unit/12 bul 1 1 100,00
9 1) dibayarkan Pajaknya n ulan : ° ° : :
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak X
02 |5 -~ 1) opangen yang bip 4 d 19 Unit . ; ; : 4 4 21,05
Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya . .
09 1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Unit 1 1 25,00
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yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung

10 1) 320 Unit 80 80 25,00
Bangunan Lainnya Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi
URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN
04 RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Rumah Layak Huni Ba_gl Korban
PERUMAHAN Bencana dan terdampak Relokasi Program 0
o | @2 1 pemerintah yang ditangani 4 & gug A 250
Persentase Pendataan,
inventarisasi/indentifikasi dan DED
Perumahan Permukiman terdampak Bencana
2 dan terdampak Relokasi Program Pemerintah 100 % 50 50 50,00
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Cakupan Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 0
o || @2 || 200 Relokasi Program Kabupaten/Kota 1. Relokasi Program Kabupaten/Kota 400 % 100 100 25,00
Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik
Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah
06 | \husus 1) Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik 4 Dokumen 1 1 25,00

Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
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Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi
Keluaran Realisasi ealisast
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kode v Bid v o intah ndik Kineriap R (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | qaerah tahun Tingk Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
ru;an Ih T)ng Prusan /eKmer.mtta an n CI) a;tor me/”Ka r.otgramo fnsttra Daerah) Tahun (n-3) | daerah tahun | (h.2) Tahun | g I"”g ?to/ tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
aerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun 2022 ealisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023
1 2 3 " 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
104| 02 2 03. 1 g 400 % - - - - 100 100 25,00
Program Kabupaten/Kota - Kabupaten/Kota
104| 02 2 | 03. 01 |sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban| 1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 24 Unit Rumah - - - - 6 6 25,00
Bencana yang Terehabilitasi
Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering
Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus
02 |Korban Bencana atau Relokasi Program 1) Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang 4 Dokumen - - - - 1 1 25,00
Kabupaten/Kota Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban
R Bencana Kabupaten/Kota atau yangTerkena
05 beserta PSU bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kot n 24 UnitR h 2 2 833
Relokasi Program Kabupaten/Kota 1) relokasiFrogram Kabupaten/totayang nitRuma B ) ) B '
Terbangun
Persentase Lingkungan Perumahan yang
sehat dan aman yang didukung Prasarana,
Sarana, dan Utilities Umum (PSU)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
1. 04 | 05 SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1. 79,27 % ° o = = 78,52 78,52 99,05
Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas
Umum (PSU) Lingkungan Perumahan
2. (perumahan Pengembang yang sudah 60 % 15,00 15,00 25,00
menyerahkan aset PSU) yang
Cakupan Perencanaan,
. Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana
1. | 04| o5 |2.01 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU 1). dan Utilites Umum (PSU) Lingkungan 400 % - ; ; - 100,00 100 25,00
Perumahan BT
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Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU

Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU

01 4 Dok - - - - 1 1 25,00
Perumahan D Perumahan oxumen
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan
dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang .
02 Menunjang Fungsi Hunian D Menunjang Fungsi Hunian 80 Lokasi/Paket - ° ° : 33 33 41,25
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
ub Regiatan Kaor |r|a5| an sinkronisasi Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan
dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Sinkronisasi Penvediaan PSU Perumahan
03 | 4an utilitas Umum Perumahan D 4 4 Laporan ° ) ) ° 1 1 25,00
Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi . .
. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU
dalam Rangka Penyediaan Prasarana, P h T ifikasi dari P b
05 |sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 1) Perumahanyang erveriiikasi dari Pengembang 4 Laporan - - - - 1 1 25,00
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian
. . Kegiatan Tahun lalu (n-2) target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan ) )
Keluaran Realisasi Realisasi
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja | pgrangkat Target Renja Program dan Tingkat
q _ . . o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan Indikator Kinerja Pr.ogram Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun (n-2) Tahun Tl'ngk'atD tahun (n-1) 2023 [ Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun 2022 Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Berkurangnya Luasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
04.| 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1 10 Ha 67,31 % - - - - 15,08 15,08 22,40
Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak
Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh 92,25 % - - - - 25,00 25,00 27,10
2 dengan Luas di Bawah 10 Ha
Keglatap PRI ELET) (RS Kavyasan Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan
PEHHIIHIET (ST G (LS 6l el infrstruktur Kawasan Permukimannya
04.| 03 | 2.03 10 (Sepuluh) Ha 1. y 8,63 Ha - - - - 2 2,00 23,17
Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi
MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh
2. 400 % - - - - 100 50,00 12,50
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(dengan luas dibawah 10 Ha)

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak
(Site Plan) dan Detail Engineering Design

Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) danDetail
Engineering Design (DED)

01 | (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman | 2 Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 12 Dokumen 4 4 8
Kumuh
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak
02 |Layak Huni 1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 80 Unit 17 17 21,25
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
* mendapatkan bantuan Rehabilitasi pada 80 Unit/KK 17 17 21,25
Kawasan Permukiman Kumuh (DAK+DAU)
Jumlah Fasiltasi/Monitoring Rumah Rumah Tidak
L k Huni MBR d t bant i
. ayal ! _unl. yang mendapat bantuan 4 Dokumen/Kegia 1 1 25,00
Rehabilitasiu (DAU) tan
Jumlah Rumah Tidak Laya.il.< ani MBR yang 20 Unit 17 17 85,00
mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang 5
60 0 0 0,00
mendapat bantuan Rehabilitasi (DAK) Unit
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan Pengendalian Penyelenggaraan
04 9 Y 99 1) 9 Y 99 4 Laporan 1 1 25,00

Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
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Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Hasil
Program dan . )
Keluaran Realisasi F(l:ealls.am
) (Renstra Renja ) apa|a2 )
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Perangkat Target Renja Program an Tingkat
) i ] o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | qaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun Tingkat tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
i i - n-2) Tahun isasi
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun ( 2)022 Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
Sub Kegiatan Pelaksanaan ~ Pembangunan Luas Permukiman Kumuh Yang diRemajakan/
Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Dipugar
06 1) 8,94 Ha - - - - 2 2 22,37
Persentase Luas Area Pencegahan
Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi
PROGRAM PERUMAHAN DAN Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas
an || @a KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1 dibawah 10 Hayang ditangani - % i ) ) i PoTar 20100 25100
5 Pgrsentase Berquangnya.]umlah Unit Rumah 0,04 o0 . _ _ . 157 157 3925,00
Tidak Layak Huni
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan
Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Permukiman Kumuh Pada Daerah
04.| 04 |2.03 1. 20 Ha - - - - 5 5 25
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk
Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar
Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di .
01 _ 1). i » 99 Unit - - - - 18 18 18,18
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan X
* 880 Unit - - - - 18 18 2,05
baru (DAK+DAU)
Jumlah Fasiltasi/Monitoring dan BOP Rumah
Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan
" Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAU) 4 Dokumen - - - - 1 1 25,00
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Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan

“ baru (DAU) 32 Unit 1 1 3,13
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan .
848 Unit 0 0 0,00

baru (DAK)

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Hasil
Program dan
Realisasi
Keluaran Realisasi .
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Perangkat Target Renja Program dan Tingkat
) ) _ o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan Indikator Kinerja Pr.ogram Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun ) Tah TI»“Qkf':\t tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) (n-2) Tahun [ Reglisasi (%) (n-1) Tahun o
Tahun 2021 (n-2) Tahun 2022 (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023
1 2 3 2 5 6 7 8= (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4)
BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA Persentase Sengketa Tanah Garapan yang
10 | 04 TANAH GARAPAN 1 difasilitasi 400 % A A o A 100 100 25,00
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah CakupaniSensketaianahlGarapantyans
Garapan dalam . .
10 | 04 | 201 1. difasilitasi/ditangani 400 % - - - - 100 100 25,00
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian
02 Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan 4 1 1 25.00
Kabupaten/Kota. 1) dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen/Lapor i ) ) ° '
an Berita Acara
- Jumlah Dokumen Pendampiangan Hukum 4 Dokumen/Lapor - - - - 1 1 25,00
(Litigasi/Non Litigasi) an Berita Acara
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI . i
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH Persentase Penyelesaian Masalah Ganti
10 | 05 UNTUK PEMBANGUNAN 1. Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan 400 % o 5 - - 100 100 25,00
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Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk

10 | 05| 201 pembangunan oleh Pemerintah Daerah 1. Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti 400 % 100 100 25,00
Kabupaten/Kota. Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
02 |Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 4,00 100,00
Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman
# yang terdampak Pembangunan 400 % 100 100,00 25,00
- Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah 4 Dokumen 1 1,00 25,00
Jumlah SK Tim Verifikasi, Persiapan dan
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah (3 SK Walikota) 1 Dokumen 1 1,00 100,00
Jumlah Pengumuman dimedia cetak mengenai
- Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh 1 Dokumen 1 1,00 100,00
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan
10 | 08 KOSONG 1. Kebijakan Pemanfaatan 400 % 100,00 100 25,00
Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan s "
Tagah Kosong Cakupan Inventarisasi/terdata dan kebijakan
10 [ 08 | 202 1. Pemanfaatan Tanah Kosong 400 % 100 100 25,00
01 [Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong 1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong 4 Dokumen 1 1 25,00
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Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi
Keluaran Realisasi i
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kode U /Bid U P intah Indik Kineria P R (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | qaerah tahun Tingk Perangkat daerah Keglatan‘s/d Realisasi
rusan/Bidang Urusan emer.mta an ndikator Kinerja rogram enstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun (n-2) Tahun ing gt tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 5022 2022 Tahun 2022 2023
1 2 3 " 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Draft Peraturan (Perda/Perwako)
- Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun 1 Dokumen 1 1 100,00
Jumlah Dokumen Survey Lapangan dalam
- keperluan Pemanfaatan Tanah Kosong 1 Dokumen 0 - - 1 1 33,33
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi
10 | 09 MEMBUKA TANAH 1. Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka 400 % - 100,00 100 25,00
Tanah Negara (IMTN)
Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data
. . . Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah
10 | 09 | 201 Kegiatan Penertiban 1zin Membuka Tanah 1) 400 % - 100 100 25,00
Negara
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan
01 |Pemberian Izin Membuka Tanah. 1) Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin 4 Dokumen 4 4,00 100,00
Membuka Tanah
Jumlah Dokumen Pengukuran Pertanahan (
- Pendataan PTSL) 4 Dokumen 1 1,00 25,00
- Jumlah Dokumen Pemetaan Pertanahan 4 Dokumen - 0,00 0,00
Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian
02 |Tanah Negara. 1) Pemanfataan Tanah Negara 4 Dokumen 1 1,00 25
Jumlah Dokumen Database SKT/SPT yang
- terinput pada Aplikasi SIPETA 1 Dokumen 1 1,00 100
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Jumlah Lahan yang dilaksanakan/difasilitasi

- bantuan operasional Pendaftaran Tanah Sismatis 3.260 Persil 0 0,00 0
Lengkap (PTSL)
Persentase Luas Wilayah Yang Sudah
10 | 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 1. Terpetakan 400 % - 100,00 100,00 25,00
Kegiatan Penggunaan Tanah yang
Hamparannya dalam satu Daerah
10 | 10 | 201 1. Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah 400 % - 100 100 25,00
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan Laporan/Dokum
01 |Perencanaan Penggunaan Tanah 1) Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 8 en 4 4,00 50,00
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan 2 Kelurahan 1 1,00 50,00
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian
o Kegiatan Tahun lalu (n-2) target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan . .
Keluaran Realisasi Real|§a5|
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kod ) . . o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
ode Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan Indikator Kinerja Pr.ogram Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun ) Tah Tlf"gk?t tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun (n-2) Tahun | Realisasi (%) (n-1) Tahun (o6)
Tahun 2023 -2026 2022 2022 Tahun 2022 2023
1 2 3 2 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Dokumen Pengukuran dan Pemetaan
- Bidang Tanah 1 Dokumen 1 1,00 100,00
Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota tentang
- Pengadaan Tanah Skala Kecil 1 Dokumen 1 1,00 100,00
Jumlah Software Informasi Pertanahan yang Software/Aplika
- dilaksanakan pemutakhiran pemeliharaan 1 si 1 1,00 100,00
(berkala)
Jumlah Perserta Sosialisasi yang memahami
- Kebijakan Pertanahan 500 Orang 0 0,00 0,00
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Jumlah Perserta Penyuluhan yang memahami
Hukum Pertanahan

- 200 Orang 0,00 0,00
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
i o untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai
iUb Kegiatan iertr)leta?n ﬁn? Nilai Tanah Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan
02 ewenangan Kabupaten/Kota 1) Pelayanan Pertanahan Lainnya 4 Dokumwn 1,00 25,00
Jumlah Nilai Lahan Wilayah Administrasi
- kelurahan di Kota Singkawang yang 19 Kelurahan 9,00 47,37
terinventarisasi
Jumlah Luas Tanah wilayah Administrasi
- Kelurahan yang terpetakan 22 Kelurahan 0,00 0,00
Jumlah Konsolidasi dan Penataan/Pengamanan
- Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah 4.000 M 0 0
Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi kegiatan
- Pertanahan 1 Dokumen 0 0
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1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam NPSK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang
di kaji si sesuaikan dengan tugas dan fungsi perrangkat Daerah serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dalam lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017 Indikator yang digunakan untuk
mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah indikator kinerja pembangunan
daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berkenaan. Untuk
mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan
formula yang di disajikan dalam tabel Lampiran peraturan menteri Dalam Negeri N0.86
Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan
jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata
cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Lampiran indikator dapat
diperbaharui oleh Pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Adapun capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi/Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 yang mana
baru dimulai pada tahun 2023 ini, maka menguraikan evaluasi Capaian Renstra tahun
2018-2022 seperti pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2024
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Tabel 2.2 (Form Tabel. T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

SPM Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Standar
NO Indikator Nasional IKK Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1) Tahun (n-2) | Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n) Tahun (n+1)
Catatan
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023. TW .II 2023 2024 Analisis KET
1 2 3 4 7 8 % 10 11 @ 13 14 15 16 17
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar
A. Bidang Perumahan Rakyat
| Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
: . ; ) ) SPM PerumahanRakyat
Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak hunibagi Permen PUPR No:
korban bencana Kab/Kota 2OPRII018
0 : 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0% 100%, 1009 100,00% 100,00%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat terkena relokasi program Pemerintah 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0% 100% 0% 100,00% 100,009 g:r’wm::'puz‘;‘gasgakya‘
Daerah Kab/Kota 29/PRT/M/2018
3|Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)
% 91,75% 92,25% 97,97% 98,03% 91,42% 97,91% 97,919 98,03% 97,97% Permendagrig6/2017
IKU - DISPERKIMTA
4 |Persentase Rumah Layak Huni 2023-2026
u y u 91,75% 92,25% 97,97% 98,03% 91,42% 91,42% 97,91%] 91,91% 98,03%
Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban
5 |Bencana dan terdampak Relokasi Program - - 100% 100% - - 100% 100% 100% RENSTRA
Pemerintah yang ditangani
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Persentase Pendataan, inventarisasi/indentifikasidan
6 DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan
terdampak Relokasi Program Pemerintah - - 50% - 30% 50% -
RENSTRA
Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman
7 lyang didukung Prasarana, sarana dan UtilitasUmum - - 78,52% - 78,31% 78,31% -
(PSU) RENSTRA
Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
8 Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang
sudah menyerahkan aset PSU)yang - - 15% - 0% 15% -
ditingkatkan/dipelihara RENSTRA
Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) PERUBAHAN
9 |Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang - - 39,43% 55,47% - 0% 39,43% 55,47% RENSTRA
ditangani
SPM Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Standar
NO Indikator Nasional IKK Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1) Tahun (n-2) | Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n) Tahun (n+1)
Catatan KET
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023. TW .II 2023 2024 Anelisis
1 2 3 4 7 8 s 10 11 @ 13 14 15 16 17
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar
B |Bidang Kawasan Permukiman
Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan IKU DISPERKIMTA
10 Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang . . 47,74% . . 35,02% 47,74% _
ditangani
11|Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni IKU DISPERKIMTA
pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas - - 26% - - 0% 26% -
dibawah 10 ha yang ditangani
12 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan IKU DISPERKIMTA

Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar
Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang

12,5%

0%

12,5%
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13

Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah
Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha

12,5%

0%

12,5%

IKU DISPERKIMTA

Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah

1,57%

0%

1,57%

14 Tidak Layak Huni RENSTRA
Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman
. 15,06% - 0% 15,06% -
15(Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha ’ ’ ’ RENSTRA
16|Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di % 21,05% 24,47% 17,64% 21,05% 24,47% PZrE}SSf?g”

Kawasan Perkotaan

17

Persentase Penanganan Luasan Kawasan

IKU - DISPERKIMTA

i 2023-2026
Permukiman Kumuh 50,08% 65,14% 35,02% 50,08% 65,14%
Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh
18 H H H 50,08% 65,14% 35,02% 50,08% 65,14% PERUBAHAN
(dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani RENSTRA
19 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan
Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar 5.4% 10,81% 5.4% 5.4% 10,81% PERUBAHAN
RENSTRA

Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang
ditangani
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Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
N Indikator SPM Stan(Tar IKK Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n) Tahun (n+1)
ot
astona Catatan KET
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023. TW .II 2023 2024 Analisis
1 2 iG] 4 7 8 8 10 11 12 (8] 14 15 16 17
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar
C[Bidang Pertanahan
T Pertanahan
IKU - DISPERKIMT

20|Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan - -|  100% - - - 100%) 100% - A 2023-2026
Persentase Sengketa Tanah Garapan yang

21|difaslitasi/ditangani - - 100% - - - 100%| 100% - RENSTRA
Persentase Penyelesaian Masalah Ganti

22|Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan - - 100% - - - 0% 100% - RENSTRA
Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan

23|Kebijakan Pemanfaatan - - 100% - - - 100% 100% - RENSTRA
Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data

24 Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara _ R 100% R } } 100%) 100% R RENSTRA
(IMTN)
Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum

25[Adat/ Kas Desa - - 100% - - - 100% 100% - RENSTRA

26|Persentasen Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan - .| 34.61% - - - 15,38%] 34,61% - RENSTRA
Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang

27|dipelihara - - 100% - - - 100% 100% - RENSTRA
Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan

28|yang difasiltasi ditangani/diselesaikan - - 100% - - - 100%| 100% - RENSTRA
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IKU - DISPERKIMT

29|Persentase Penyelesaian sengeketa tanah garapan 100% 100% 100% 100% 100% A 2023-2026
Persentase Sengketa Tanah Garapan yang
30|difaslitasi 100% 100% 100% 100% 100% PERUBAHAN
RENSTRA
Persentase Penyelesaian Masalah Ganti
31|Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan 100% 100% 0% 100% 100% PERUBAHAN
RENSTRA
Persentaae Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum
32[Adat/ Kas Desa - 36,84% - - 36,84% PERUBAHAN
RENSTRA
Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah
33[kosong yang sudah di inventarisasi - 33,33% - - 33,33% PERUBAHAN
RENSTRA
Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data
34|Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara 79,77% 84,82% 76,39% 79,77% 84,82% PERUBAHAN
(IMTN) RENSTRA
35|Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan % 12% 4,99% 7% 12% PSg“SB/T-\SAAN

30




Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA (IKU)
TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2018-2022

INDIKATOR REALISASI TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN AKHIR
SASARAN
No KINERJA BERIO
STRATEGIS DE
UTAMA (IKU)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 29?2
1. | Meningkatnya persentase | 9947 | 8968 | 9051 | 91,17 | 9142 | 97,01 | 90,48 | 91,23 | 91,25 | 91,75 | 92,25
rumah layak Rumah .
Layak Huni
huni % % % % % % % % % % %
2. Menurunnya Persentase
luas 4477 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 52,20 | 57,33
luas kawasan ! 50 55 85,01 85,34 85,67
kawasan % % % % % %
kumuh permukiman % % % % %
kumuh yang
ditangani
3, | Meningkatnya 1. Persentasge
penanganan gekr(‘)yrﬁ:ﬁ(sa'a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
konflik pertanahan % % % % % % % % % %
pertanahan
1. Indikator Persentase Rumah Layak huni.
Tabel 2.3 pada tahun 2022 Persentase Rumah layak huni sebesar 97,91%, dan
melebihi target akhir periode Renstra, dengan formulasi/rumusan jumlah rumah layak
huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2022 dikalikan
100% (dengan jumlah rumah layak huni sejumlah 58.451 unit rumah dan jumlah
seluruh rumah 59.700 unit rumah), terjadi peningkatan persentase rumah layak huni
sebesar 6,49% jika dibandingkan pada tahun 2021, data jumlah rumah didapat dari
reviu/updating Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2022.
2. Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani. Tabel 2.3
Pada tahun 2022 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani
sebesar 57,33% maka belum mencapai target akhir periode renstra, kawasan
permukiman kumuh yang tertangani dengan luasan 76,02 ha. Dan dengan
formulasi/rumusan (Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi
Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha) x 100%).
Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan
(berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi
bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali
Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan
pada tahun 2022 merupakan target akumulasi sebesar 85,67%, sehingga target
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terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi
relatif rendah, sedangkan rencana target Penanganan luas kawasan permukiman
kumuh sampai akhir periode Renstra/RPIJMD masih mengacu pada angka semula
dengan target akumulasi sebesar 85,67% serta belum dilakukan revisi terhadap target
pada dokumen Renstra, disisi lain penyusunan revisi Renstra dan RPJMD sudah
berlalu. dan perlu adanya penyesuaian kembali/revisi terhadap rencana target pada
periode Renstra mendatang.

Jika dihitung berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor
600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A  Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha
(0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km2. Sampai
dengan tahun 2022 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang
yang tertangani sejumlah 10,33 Ha (17,64%) dan masih terdapat sebesar 48,24 ha atau
82,36 % yang belum tertangani pada tahun 2022 terhadap SK terbaru.

3. Persentase penyelesaian konflik pertanahan.
Tabel 2.3 pada tahun 2022 tercapai 100% jika dibandingkan dengan Target Akhir

Periode Renstra tahun 2022. Maka dapat mencapai target.

» Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan.
A. Urusan Pemerintahan Bidang Perumhan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1) Program Pengembangan Perumahan.

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kejadian Bencana alam sulit di prediksi, berdasarkan indeks

kebencanaan Kota Singkawang termasuk kategori sedang, Kejadian bencana Alam di kota singkawang

relatif sering terjadi pada waktu tertentu, potensi kejadian bencana antara lain; cuaca ekstrem, angin

puting beliung, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan, yang mengakibatkan kerusakan ringan,

sedang/berat rumah warga masyarakat, untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana pada tahun

berjalan, maka secara rutin dianggarkan melalui program pengembangan perumahan, program tersebut

merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan, serta dalam rangka

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

Hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Bencana yang tidak bisa diprediksi mengakibatkan persiapan untuk administrasi Korban
Bencana tidak dapat disiapkan dari awal dan di sisi lain dinas terkait menunggu terbitnya
SK Korban Bencana dari Pemerintah. Terbitnya SK Korban Bencana sebagai acuan untuk
memulai kegiatan menjadi salah satu faktor penting, sedangkan warga yang terdampak
bencana harus ditangani sesegera mungkin.

2. Pada Tahun 2022 ada Peristiwa kejadian bencana (bencana alam tanah longsor) yang
terjadi pada triwulan Il dan dilakukan penanganan dengan target 5 unit rumah dan realisasi

fisik 100% sejumlah 5 unit rumah/Kepala keluarga, namun pada sisi penyerapan anggaran

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
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tidak maksimal karena tingkat kerusakan rumah akibat bencana tanah longsor kategori
rusak ringan, dan pagu anggaran estimasi pada kondisi tingkat rusak berat.

3. Pada Tahun 2022 dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyedian rumah layak huni
bagi masyarakat terkena relokasi program Kabupaten/Kota dengan target 2 unit
rumah/Kepala Keluarga, dan realisasi fisik 100% sejumlah 2 unit rumah/Kepala
keluarga, namun dari sisi penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan 1 unit
rumah terdampak pembangunan Gerbang Selatan yang di biayai dari APBD Kota
Singkawang dan sisanya 1 unit rumah terdampak pelebaran jalan di kelurahan
setapuk kecil pada saat dalam proses pemberian bantuan tidak mau menerima
bantuan relokasi dari pemerintah.

4. Masih kurangnya perhatian/kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya
membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar
keselamatan bangunan dan bagi penghuninya. Tujuannya yaitu mengurangi
dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya banjir
dan angin puting beliung.

2) Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Kurangnya data Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana
Sarana dan Utillitas umum (PSU) diantaranya Perumahan permukiman yang
terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data untuk Pemanfaatan
Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan
Perumahan Permukiman. Pada tahun 2022 Pendataan PSU telah dilakukan yang
difokuskan pada lingkungan perumahan yang dibangun oleh
Pengembang/Developer, akan tetapi Disperkimta khususnya bidang perumahan
rakyat belum dapat membuat dokumen standar yang harus dipenuhi dari satu
kawasan yang dibangun oleh pengembang perumahan. Kawasan yang dimaksud
adalah termasuk rumah dan PSU yang harus disediakan pengembang dan untuk
penentuan standar perkawasan diperlukan koordinasi lintas OPD seperti ke bidang
penataan ruang Dinas PUPR kota Singkawang untuk mengetahui pembagian zona
dari setiap wilayah di kota singkawang.

2. Pada saat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan adanya nama
lokasi (gang/Jalan) yang tidak sesuai dilapangan ketika verifikasi perencanaan
pembangunan/peningkatan PSU terutama pada Pekerjaaan
pembangunan/peningkatan jalan Lingkungan serta adanya penolakan dari warga
setempat saat pekerjaan fisik akan dilaksankan terkait lahan/tanah yang akan
dilalui rencana pembanguan PSU Perumahan (Jalan lingkungan perumahan dan
saluran drainase lingkungan perumahan).

3. Pelaksanaan serah terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari

pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang mengalami
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kendala. Kendala yang dimaksud adalah kesulitan dalam menemukan sertifikat
PSU yang dimiliki oleh pengembang atau tidak adanya kejelasan mengenai
keberadaan sertifikat tersebut. Telah dilakukan konfirmasi ke BPN Kota
Singkawang dan dinyatakan bahwa sertifikat PSU yang dimaksud sudah berada di
tangan pengembang sendiri.

4. Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD)
yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan
Perumahan Permukiman dengan pembangunan/peningkatan Prasarana Sarana
dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang
sehat dan aman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase
dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan
Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti
terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya
agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan
kuantitas infrastruktur yang berkualitas. Adapun Komponen PSU Perumahan yang
dilaksanakan oleh DISPERKIMTA sesuai Tugas dan Fungsi berfokus pada jalan
dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan, dan
beberapa komponen PSU lainnya seperti Akses Air minum, Sanitasi, PJU,
RTNH/RTH sebagian berada pada Tusi OPD lainnya (lintas OPD) sehingga
diperlukan sinkronisasi dan Koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan
Perencanaan dan Pembangunan PSU Perumahan.

3) Program Kawasan Permukiman.

1. Pada Program Kawasan Permukiman kegiatan penataan dan Peningkatan
Kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha dan kegiatan
Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.
Dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, maka
pada tahun 2020 telah dilaksanakan review baseline kawasan permukiman kumuh
dan ditetapkan melalui SK Wali Kota, sehingga mulai tahun 2021 telah ditetapkan
penanganan permukiman kumuh dengan delineasi baru dan dengan
ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A
TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas
58,57 Ha, maka menjadi prioritas dasar penanganan yang akan ditangani mulai
pada tahun 2021 hingga tuntas, dan DISPERKIMTA melaksanakan Program
Kawasan Permukiman yang merupakan upaya penataan dan peningkatan,
pencegahan/pemeliharaan kualitas infrastruktur permukiman kumuh di kota
singkawang secara terpadu dan berkelanjutan terutama Prasarana dan Sarana
dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
Permukiman Kumuh sehingga menjadi lingkungan hunian yang layak, sehat,

aman, produktif dan berkelanjutan.
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- Berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor
600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah
58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504
Km2. Sampai dengan tahun 2022 luasan perumahan dan permukiman kumuh
di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 10,33 Ha (17,63 %) dan masih
terdapat sebesar 48,24 ha atau 82,36 % yang belum tertangani terhadap SK
terbaru.

2. Tidak tercapainya target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan RPJMD
serta pada Dokumen Perjanjian Kinerja dengan target secara akumulasi sebesar
85,34% pada tahun 2021, sedangkan realisasi secara akumulasi tercapai 52,20%
disebabkan adanya penambahan luasan kawasan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di Kota Singkawang sesuai SK Wali Kota terbaru tanggal 29
September 2020, vyaitu : SK Wali Kota Singkawang Nomor
600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.

- Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah
ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman
kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai
formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020),
sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2022 merupakan target
akumulasi sebesar 85,67%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya
SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah.

3. Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas
daerah diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0% sebagaimana upaya
strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh
diperkotaan dan mendukung gerakan nasional program Kota tanpa kumuh
(Kotaku) Gerakan 100-0-100 (100% air minum layak, 0% permukiman kumuh dan
100% akses sanitasi layak), dan dari aspek pendanaan memerlukan anggaran
yang cukup besar untuk dapat mencapai target tersebiut yang akan diupayakan
melalui sumber dana APBD, APBD Provinsi dan APBN serta keterlibatan
swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).

4. Pada tahun 2022 dilaksanakan Penataan dan Peningkatan Kualtas Permukiman
kumuh dengan total 13 paket pembangunan/pemugaran/peningkatan jalan
lingkungan yang dilaksanakan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas
Perkimta, dari hasil evaluasi hanya terdapat 4 paket jalan lingkungan yang masuk
dalam delineasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sedangkan 9

paket jalan lingkungan merupakan usulan pokir pada sasaran di luar kawasan
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delineasi kumuh sebagai upaya pencegahan terhadap potensi tumbuh dan
berkembangnaya kawsan kumuh baru.

5. Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan penataan dan peningkatan kualtas
permukiman kumuh dengan sasaran kegiatan lokasi kawasan permukiman kumubh,
adapun pekerjaan vyaitu Peningkatan Jalan di RT/RW.005/003 dan
RT/RW.007/002 di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, namun tidak
berdampak signifikan terhadap pengurangan luasan (Ha) perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, secara penghitangan data yang dilakukan tim KOTAKU
terhadap Peningkatan Jalan hanya mengurangi sedikit indikator kekumuhan,
sedangkan indikator pengurangan kumuh yang dilakukan Tim KOTAKU yang
berdampak lebih besar terhadap pengurangan kumuh di Kelurahan Kuala yaitu
kepada kegiatan Pembangunan/Pemugaran/Peningkatan Saluran lingkungan.

» Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebegai berikut :
A. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
1) Program Pengembangan Perumahan.

Pada tahun 2022 untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang

menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat yang terdampak bencana, maka

dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan rencana target 5 unit rumah dan

Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana

atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 2 Unit rumah maka total

rencana target 7 unit rumah. Pada tahun 2022 di triwulan Il ada kejadian bencana
alam (tanah longsor) yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah 5 unit rumah
masyarakat, adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Mengupayakan terbitnya SK Korban Bencana sesegera mungkin dalam rangka
mempercepat dan mempermudah pelaksanaan penganggulangan rumah
terdampak korban bencana serta memeriksa kelengkapan berkas dan kesiapan
penerima bantuan dalam menerima bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk
memperlancar administrasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan.

2. Penanganan rumah bagi korban bencana pada tahun 2022 mengacu pada Surat
Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 653/425/PERKIMTA.PERUM-
A/ITAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban
Bencana Tanah Longsor RT.032. RW.013 Kel. Pasiran Kec. Singkawang
Barat dan RT.001, RW.001 Kel. Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Tahun
Anggaran 2022, dengan target 5 unit dan realisasi sejumlah 5 unit rumah/Kepala
keluarga maka capainnya 100% yang dibiayai anggaran APBD tahun 2022.

3. Penanganan rumah bagi masyarakat yang terdampak/terkena relokasi program
pemerinatah pada tahun 2022 dengan target 2 unit rumah/Kepala keluarga dan
realisasi 2 unit maka capaian 100%, sejumlah 1 unit rumah dibiayai anggaran
APBD tahun 2022 berdasarkan SK Wali Kota Singkawang Nomor : 653/200
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/PERKIMTA.PERUM-A /TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Rumah
Khusus Bagi Warga Terdampak Proyek RT.065 RW.010 Kelurahan Sedau
Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2022, dan 1 unit rumah warga
yang terdampak pelebaran jalan di kelurahan setapuk kecil menggunakan biaya
swadaya dari warga tersebut.

. Melakukan pemetaan awal terhadap kondisi eksisting yang ada dengan
melaksanakan kegiatan/sub kegiatan identifikasi, pendataan, nventarisasi dalam
rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat adapun upaya

yang dilakukan melalui kegiatan/sub kegiatan yaitu:

1). Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 109.208.800 realisasi
Rp.106.192.015 (97,24%) ouput pekerjaan penyusunan dokumen
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota, target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan

capaian 100%.

2). Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan,
pagu anggaran Rp. 109.208.800 realisasi Rp.106.192.015 (98,61%) ouput
pekerjaan penyusunan dokumen Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai
Lokasi Relokasi Perumahan, target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan

capaian 100%.

3). Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah
Khusus, pagu anggaran Rp. 259.208.800 realisasi Rp.255.610.780

(98,61%) target 2 dokumen realisasi 2 dokumen dan capaian 100%..

. Mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi
pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap
pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya
sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya, tujuannya yaitu
mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam,
misalnya angin puting beliung dan banjir.

. Persentase Rumah Layak Huni tercapai 97,91% dan melebihi target sebesar
92,95% dengan capaian 106,13%, data Persentase Rumah Layak Huni tersebut
diperoleh  dari review/updating Dokumen Rencana Pengembangan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan
salah satu dokumen master plan (rencana induk) sehingga terjadi perubahan
data jumlah rumah di Kota Singkawang, dokumen tersebut disusun pada tahun
2022 dan dianggarkan melalui APBD tahun 2022 dan DPA DISPERKIMTA tahun
2022.

. Pada tahun 2022 melaksanakan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Rumah

Tidak Layak Huni yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengajukan
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permohonan perbaikan rumah, memudahkan pihak Kelurahan/Kecamatan

menginput permohonan usulan warga dan memudahkan Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan dalam memverifikasi dan mendata jumlah RTLH

yang diajukan.

8. Menyiapkan Dokumen Pendataan Rumah Tidak Layak Huni baik yang berada di
dalam  delineasi kawasan kumuh sesuai SK Wali Kota No.
600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh maupun di luar kawasan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

9. Mengupayakan kegiatan pendataan/updating jumlah Rumah Tangga Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun anggaran berikutnya dan
meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan
intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang akurat.

10.Pada Tahun 2022 adanya bantuan penanganan RTLH dari anggaran APBN
melalui/dilaksanakan oleh Balai Prasarana Pelaksana Penyediaan Perumahan

Kalimantan | (BP2P) sejumlah 25 Unit sejumlah 25 Unit yang tersebar di 4

Kecamatan (11 unit rumah di Singkawang Utara, 7 unit rumah di Singkawang

Tengah, 4 unit rumah di Singkawang Timur dan 3 unit rumah di Singkawang

Barat), serta dari DAU-APBD tahun 2022 sejumlah 39 unit yang pelaksanaanya

dari bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Singkawang berdasarkan SK Wali

Kota Nomor 400/407/SETDA.KESRA-C Tahun 2022 Tentang Penerima Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD TA. 2022, maka total sejumlah

64 unit penanganan RTLH yang rumahnya di rehabilitasi menjadi rumah layak

huni.

- Penanganan rumah tidak layak huni yang dikenal dengan Bantuan Stimulan
Rumah Swadaya (BSRS) untuk kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dan untuk kegiatan dari Dana
APBN terhadap kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Singkawang
tetap menjadi perhatian serius/salah satu prioritas dari Pemerintah Kota
Singkawang agar tetap berkelanjutan dan berkesinambungan hingga tuntas
kota dari RTLH, upaya penanganan berdasarkan skala Prioritas dan
dilaksanakan secara bertahap melalui Sumber Dana APBN dan APBD
sesuai kemampuan keuangan daerah guna meningkatkan kualitas rumah
sehat, sederhana dan layak huni dalam rangka Perbaikan kualitas
Perumahan/Rumah bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

11.Penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) merupakan salah satu prioritas

Pemerintah Kota Singkawang melalui DISPERKIMTA pada tahun 2022 telah

mengajukan usulan sejumlah 1.249 Unit Rumah RTLH yang terverifikasi dalam

usulan agar dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi prioritas

penanganan pada tahun 2022 serta tahun berikutnya.
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2) Program Peningkatan Prasarana Sarana dan utilitas Umum (PSU).

1. Pada Program Peningkatan Prasarana Sarana dan utlitas Umum (PSU).
Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Prasarana Sarana Utilitas
Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD Kota Singkawang
pada tahun anggaran berikutnya dengan pola yang melibatkan pihak ke 3 yang di
dalamnya terdapat tenaga ahli sehingga dapat tersedia/update data yang di
harapkan serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta
meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data
yang Akurat.

2. Hearing dan koordinasi dengan warga untuk mendapatkan solusi serta surat
Kesepakatan/Persetujuan warga terkait tidak keberatan atas Lahan/Tanah yang
akan dibangun, atau lokasi pelaksanaan tidak dikerjakan, digeser pada APBD
Perubahan dan Memverifikasi dan memastikan dari awal setiap usulan terkait
lokasi pembangunan Jalan/Drainase Lingkungan terutama pada lahan tanah
yang dilalui tidak bermasalah terhadap pemilik lahan agar pada saat pelaksanaan
fisik tidak terjadi penolakan.

a.. Memverifikasi dan memastikan dari awal setiap usulan terkait lokasi
pembangunan Jalan/Drainase Lingkungan terutamapada lahan tanah yang
dilalui tidak bermasalah terhadap pemilik lahan agar pada saat pelaksanaan
fisik tidak terjadi penolakan.

b. Mengusulkan pergeseran/rasionalisasi anggaran program kegiatan pada
APBD Perubahan.

3. Menghubungi pengembang perumahan untuk mengejar keberadaan sertifikat
PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut.

4. Melakukan investigasi dan verifikasi terhadap sertifikat PSU yang dimiliki oleh
pengembang perumahan dan mengecek apakah sertifikat tersebut sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPN Kota Singkawang dalam
mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas
sertifikat tersebut.

6. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serah terima
aset PSU dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang
untuk menghindari kendala yang sama di masa yang akan datang.

7. Melakukan pembinaan kepada pengembang perumahan dalam hal pengelolaan
sertifikat PSU yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta
prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta adanya penanganan/pembangunan
yang berkelanjutan terhadap infastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum
(PSU) perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yamg sehat dan aman

seperti pembangunan/peningkatan Jalan lingkungan perumahan dan drainase
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lingkungan Perumahan yang tersebar di 5 kecamatan dengan target 3.252M’/34
paket Jalan lingkungan Perumahan dan 2.489 M’/21 Paket Saluran Drainase
lingkungan Perumahan dengan realisasi panjang Jalan lingkungan Perumahan
3.253,13M'/34 Paket (100%) dan realisasi panjang Saluran Drainase Lingkungan
Perumahan 2.489M'/21paket (100%). Dengan pagu anggaran Rp. 6.444.813.800
realisasi Rp. 6.182.030.569,59 (95.92%) melalui Program Peningkatan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

9. Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum/Infrastruktur
Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan
dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah
(APBD Kota Singkawang) maka Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar
(PSD) dan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan seperti Jalan
dilingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase di lingkungan
Perumahan juga di upayakan diusulkan setiap tahunnya ke Pemerintah Provinsi
pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melaui Musrenbang,
dan yang belum terakomodir dan tertangani pembangunan sarana dan
prasarananya dan akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

3) Program Kawasan Permukiman.

1. Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang
cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai
kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan
permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang
telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber
dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas
kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani
Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus
berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian
peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat dan Pemerintah Pusat, bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program
secara bertahap dan berkelanjutan,

2. Dengan adanya SK Wali Kota Singkawang terbaru yaitu SK Wali Kota
Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 maka pada
periode mendatang perlu adanya penyesuaian/revisi target rencana penanganan
Luasan Permukiman Kumuh pada dokumen perencanaan strategis Renstra
Diperkimta dan RPJMD terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) karena
pada rencana target dan realisasi capaian Kinerjanya dihitung secara akumulasi
sehingga berpengaruh menjadi relatif rendah

Adapun perspektif capaian diuraikan sebagai berikut :
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a. Semula target penanganan pada dokumen Renstra terhadap SK lama yaitu
SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang
Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha
dengan rencana target penanganan sampai akhir periode sebesar 85,67%
yang terdapat pada Dokumen Renstra/RPIJMD tahun 2018-2022, namun
dalam perjalanannya pada tahun 2020 dilakukan review baseline kawasan
permukiman kumuh dan ditetapkannya SK terbaru yaitu SK Wali Kota
Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, maka
terdapat 2 SK Walikota yang menjadi acuan, dan total luasan Kawasan
permukiman kumuh menjadi bertambah sebesar 132,6 Ha, sedangkan
rencana target Penanganan luas kawasan permukiman kumuh sampai akhir
periode Renstra/RPIJMD masih mengacu pada angka semula dengan target
akumulasi sebesar 85,67% serta belum dilakukan revisi terhadap target pada
dokumen Renstra, disisi lain penyusunan revisi Renstra Perubahan dan
RPJMD Perubahan Tahun 2018-2022 sudah berlalu.

b. Jika dihitung dari total luasan permukiman kumuh pada rencana semula target
(SK lama) yang akan ditangani selama 5 tahun sejak 2018-2022 adalah
sebesar 38,08 Ha atau 40,90% (target akhir 85,67% - dikurangi kondisi awal
44,17% = 40,90%), dan tercapai sebesar 42,88 Ha atau 141,62% maka sudah
melebihi dari target semula sebesar 85,67% terhadap luasan permukiman
kumuh dengan mengacu pada SK lama.

c. Jika dihitung dari total luasan permukiman kumuh pada rencana semula target
(SK lama tahun 2016) yang akan ditangani selama 5 tahun sejak 2018-2022
adalah sebesar 30,28 Ha atau 40,90% (target akhir 85,67% - dikurangi kondisi
awal 44,17% = 40,90%), dan pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 32,55
Ha atau 88,73% dengan capaian 107,49% terhadap target 85,67% dengan
mengacu pada SK lama.

d. Jika dihitung sesuai target akhir periode tahun 2022 secara akumulasi
persentase (%) kawasan permukiman kumuh yang ditangani adalah sebesar
85,67% dengan mengacu pada 2 SK Wali kota (SK lama tahun 2016 +
ditambah SK baru tahun 2020) terhitung mulai sejak tahun 2021 hingga
sekarang tahun 2022 dengan total luasan 132.60 Ha, dan realisasi secara
akumulasi tercapai sebesar 76,02 Ha atau 57,33% dengan capaian 66,92%
maka belum mencapai target akhir periode Renstra.tahun 2022.

3. Melakukan pemetaan dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, mengusulkan pendanaan yang bersumber dari APBN (Promenade 1) dan

APBD (pembangunan dan peningkatan jalan/saluran) di lokasi permukiman

kumuh sesuai SK Wali Kota Singkawang Tahun 2020.
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4. Melakukan Koordinasi dengan Tim KOTAKU dan POKJA PKP dalam hal
perencanaan Kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan
kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga Kegiatan yang
dilaksanakan dapat tercapai maksimal sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, POKJA PKP
merencanakan pembentukan Forum PKP.

6. Pokja PKP bekerjasama dengan Tim Akademisi dari Universitas Tanjungpura
dalam hal perbaikan, pengelolaan dan Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara (KPP) terhadap bangunan fisik Promenade Kuala Simpang yang
sudah dibangun di RT/RW.010/003 Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang
Barat agar dapat memperpanjang umur bangunan dan memfungsikan bangunan
sesuai peruntukannya.

7. Mengusulkan secara berkelanjutan melalui Sumber Dana APBN  untuk
Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikenal dengan Program
KOTA-Ku yang sasarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh
yang telah ditetapkan. Penaganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
berkolaborasi dengan Program KOTAKU (Sumber Dana APBN) bersinergi
dengan tenaga Pendamping/Fasiltator Tim KOTAKU bersama Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan serta bersama Kelompok Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang merupakan Wadah bersama agar
lebih fokus, terarah dan terpadu dalam arti bersinergi dan terintegrasi dalam
rangka Penataan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.

8. Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Keterpaduan dengan bersinergi pada Program
Pemerintah Pusat yang menjadi Prioritas yaitu Penataan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh Kegiatan Infrastruktur Berbasis
Masyarakat (IBM) KOTA-Ku dan sasarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi
kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bersifat Swakelola Oleh
masyarakat yang dalam pelaksanaannya langsung melibatkan Pemberdayaan
masyarakat melalui LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang dibantu
KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dalam Pelaksana fisik Pembangunan,

Pemaanfaatan dan Pemeliharaannya juga di kelola oleh LKM.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Hambatan dan kendala sebagai berikut :
1) Program Sengketa Tanah Garapan.
Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Fasilitasi

penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Layanan
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2)

3)

4)

Pengaduan Masalah Pertanahan, namun sampai saat ini masih terjadinya Konflik,

Perkara dan Permasalahan Pertanahan di Kota Singkawang dikarenakan:

a) Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan mengenai hukum/kebijakan
pertanahan dikarenakan peserta rapat/sosialisasi masih kurangnya pemahaman
masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota
Singkawang ;

b) Masih  kurang pahamnya masyarakat Kota  Singkawang dalam
pemanfaatan/pengelolaan tanah/lahan sesuai peruntukannya;

c) Proses fasilitasi penyelesian sengketa tanah garapan melalui mediasi, kendala
yang sering terjadi adalah tidak hadirnya para pihak yang bersengketa

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk

Pembangunan.

Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk

Pembangunan, Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan

Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/, adapun kendala pada kegiatan tersebut

adalah:

a) Pengadaan Tanah SMP Negeri 03 Singkawang;

- Belum adanya peraturan yang mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil (< 5
Ha).

- Proses Pengadaan Tanah terkendala karena pemilik lahan meninggal dunia
sehingga untuk proses selanjutnya harus turun waris alas hak tanah.

b) Pengadaan Tanah JI. Lingkar Barat (By Pass) Kota Singkawang
- Waktu pelaksananan kegiatan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun

2022, sehingga waktu penyelesian pengadaan tanah relatif singkat;
- Kurangnya informasi data pemilik lahan/tanah yang terdampak Pembangunan
untuk kepentingan umum Pemerintah Daerabh.

Program Pengelolaan Tanah Kosong.

Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong pada Sub Kegiatan Sub Kegiatan

Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, adapun kendala pada kegiatan tersebut

adalah:

a) Banyaknya tanah terlantar (tanah kosong) yang tidak produktif berbanding
terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat untuk pertanian/perkebunan
dan lainnya sebagainya.

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.

Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi

dan Sinkronisasi Pemberian 1zin Membuka Tanah, adapun kendala pada kegiatan

tersebut adalah:

a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam pengelola pertanahan
dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi

Pertanahan.
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5)
1)

Program Penatagunaan Tanah.

Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, adapun kendala pada kegiatan

tersebut adalah:

a) Pemilik lahan/tanah tidak mengetahui batas-batas lahan/tanahnya dan
lahan/tanah tidak memiliki patok batas.

b) Pada Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota,
adapun kendala Ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi harga jual

lahan/tanah miliknya sendiri.

Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebegai berikut :

1)

2)

3)

Program Sengketa Tanah garapan.

Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Fasilitasi

penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan.

a. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan
dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat,
baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.

b. Mefasilitasi dengan memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian
konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat
diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum.

c. Memfasilitasi dengan Informasi Lahan akan kebutuhan warga terhadap
tanah/lahan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan
Peninjauan di lapangan melihat melihat kondisi dan mengambil titik koordinat
pada lahan/tanah sebagai bahan yang di sampaikan kepada Dinas yang
membidangi Tata Ruang untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang
sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk

Pembangunan.

a Belum Peraturan Daerah (RAPERDA)/ Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang
Pengadaan Tanah Skala Kecil (£ 5 Ha);

b Proses pengadaan tanah SMP Negeri 03 Singkawang dilanjutkan pada Anggaran
tahun 2023 dengan skema anggaran mendahului dan memproses dokumen
turun waris.

¢ Penyusunan kegiatan pengadaan tanah JI. Lingkar Barat (By Pass) Kota
Singkawang dilanjutkan pada anggaran awal tahun untuk memaksimalkan waktu
pelaksanaan Pengadaan Tanah.

d. Koordinasi ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang, OPD terkait dan juga
berkoordinasi kepada Kelurahan, RT/RW dan Masyarakat setempat.

Program Pengelolaan Tanah Kosong.

a. Melakukan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota

Singkawang yang nantinya dan akan dimanfaatkan dengan bentuk
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dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat/pengusaha/investor
untuk pengelolaan/pemanfaatan tanah kosong tersebut sehingga dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD Kkota
Singkawang.
4) Program Pengelolaan Tanah Negara.
a. Melakukan penempatan aparatur sesuai keahlian dan kemampuannya serta
melakukan Bimtek atau pelatihan bagi aparatur bidang pertanahan.
5) Program Penatagunaan Tanah.
a. Menghadirkan pemilik lahan dan pemilik lahan/tanah yang berbatasan dengan
lahan/tanah yang dimohon/diukur.
b. Mencari data daftar harga nilai jual lahan/tanah atau data objek pajak

lahan/tanah.

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan merupakan Perangkat Daerah
Pengampu yang menangani Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pertanahan. Untuk Pencapaian Kinerja
Aspek Pelayanan Umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Singkawang antara lain pada aspek pelayanan umum dalam Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Aspek Pelayanan Umum Bidang pertanahan
Tabel 2.4 dan 2.5 sebagai berikiut :

Tabel 2.4
Capaian Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022

Tahun
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
1. | Rasio rumah layak huni 0,2044 | 0,2060 | 0,2070 | 0,2072 | 0.2432
2. | Rasio permukiman layak huni 0,9874 | 0,9986 | 0,9987 | 0,973 | 0.9757
3. | Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) 89,68 90,51 91,17 91,42 97.91
4 Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau 94,06 98,69 99,53 99,60 99,63
" (%)
5. | Persentase permukiman yang tertata (%) 67,53 69,56 69,80 69,96 70,29
6. | Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) 0,029 | 0,023 | 0,017 | 0,109 | 0.0957
7 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan 80,63 | 84,68 | 88,73 | 52,20 | 17,64
" | perkotaan (%)
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang 75,96 | 76,50 | 77,35 | 78,27 | 79.31
8. | didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU) (%)
9. | Persentase rumah layak huni (%) 89,68 90,51 91,17 91,42 97.91
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10. ditangani (%)

Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang

80,63

84,68

88,73

52,20 | 57,33

Sumber : Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023

Pada Tabel 2.4 Capaian ketersediaan rumah layak huni di Kota Singkawang relatif

meningkat setiap tahun. Adapun beberapa kendala umum yang dihadapi dalam

penanganan rumah tidak layak huni yaitu belum adanya penyusunan dokumen
database jumlah rumah, Rumah Layak Huni (RLH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kumuh dan belum optimalnya penataan,

perencanaan,

pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur Prasarana Sarana Ultilitas

Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang tidak layak huni

Tabel. 2.5
Capaian Aspek Pelayanan Umum
dalam Bidang Pertanahan Kota SingkawangTahun 2018-2022

TAHUN
; Ket
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022

1. |Persentase luas lahan bersertifikat(%) 59,31 59,58 61.26 56.10 62.92  [Sumber ATR/BPN Kota
SIngkawang

2. [Persentase Penyelesaian kasus tanah E'SPEIRKlMT/I*( M?IT(faS"taSi

enyelesalan Konfli
Negara(%) n/a 100 100 100. 100 |sengketa Pertanahan, dan

Lintas OPD

3. |Penyelesaian izin lokasi(%) n/a 100 100 n/a n/a  |Berada di Dinas Penanaman
Modal

Sumber: Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, tahun 2023

Pada Tabel 2.5 Persentase luas lahan bersertifikat setiap tahun dari tahun 2018-2022

mengalami peningkatan.Upaya masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya perlu didorong

agar semua lahan yang dimiliki masyarakat, dan swasta dapat teregistrasi dengan baik. Hal

tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan

lahan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan sumber data ATR/BPN Kota Singkawang, bahwa Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

merupakan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan yang direvisi kembali pada Peraturan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas

dan fungsi dalam memberikan Izin Lokasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam

rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.
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A. Capaian Kinerja dan Analisis Bidang Perumahan Rakyat

Standar pelayanan minimal berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 dan terakhir sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal.SPM Maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melaksanakan

pelayanan Dasar yaitu SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu :

» Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat, Capaian SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat.
Adapun Salah Satu SPM yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
(Lampiran Il Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Standar Pelayanan
Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara

secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang
selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :
a) Jenis Pelayanan Dasar

b) Mutu Pelayanan Dasar

¢) Penerima Pelayanan Dasar.

(1) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa

kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

(2) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar

hidup secara layak.

(3) Penerima Pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar (setiap rumah tangga) yang memenuhi

Kriteria.
Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas :
1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota..

2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Capaian Pelayanan Dasar SPM Sub urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, ada 2 (dua) Jenis SPM Pelayanan
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dasar Urusan Perumahan Rakyat seperti pada (Tabel 2.7 dan 2.8) dengan Pencapaian sebagai
Berikut :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN

Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 2.7

MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021

BATAS
TARGET
NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU
CAPAIAN
CAPAIAN
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah | Jumlah Warga Negara korban Setiap
yang layak huni bagi korban | bencana yang memperoleh rumah 100% tahun
bencana Kab/Kota layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang | Jumlah Warga Negara yang terkena Setiap
layak huni bagi masyarakat yang | relokasi akibat program Pemerintah 100% Tahun
terkena relokasi program | Daerah Kab/Kota yang memperoleh
Pemerintah Kab/Kota fasilitasi penyediaan rumah layak huni
Tabel 2.8
Target Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat
JENIS PELAYANAN TARGET | BATAS WAKTU
NO FORMULASI
DASAR CAPAIAN CAPAIAN
1. Penyediaan dan Jumlah unit rumah korban bencana Setiap Tahun/
rehabilitasi rumah yang ditangani pada tahun maksimal
yang layak huni ‘ penyelesaian
_ Jumlah total rencana unit rumah selama 3 tahun
bagi korban korban bencana yang akan ditangani X 100% 100% untuk satu
b Kab/Kot
encana ab/rota pada tahun n kejadian bencana
2. Fasilitasi Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Setiap
. Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Tahun/Rencana
penyediaan rumah ot B . u
an/atau Bangunan + Ruma angga
; kebutuhan dan
yang layak huni Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah .
; ) ) rencana aksi
bagi masyarakat Tangga Penerima Penyediaan Rumah
yang terkena Layak Huni
relokasi program Jumlah Total Rumah Tangga Terkena X 100%
Pemerintah Relokasi Program Pemerintah Daerah yang 100%
Kab/Kota Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan
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1. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban

Bencana Kabupaten/Kota

merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota,

Pengertian :

a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak
huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.

b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban
bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.

¢) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi
struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang
sama.

d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang
mengalami rusak ringan dan sedang.

e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan
memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi
ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

1 Jenis Pelayanan :

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Kabupaten/kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1) Pada Saat Pasca bencana.

2) Surat Penetapan Bencana dari Bupati/Walikota.

3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banijir, kekeringan, angin
topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.

Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang
bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada
lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan
kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh

bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur

. Jenis Pelayanan Dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota,

Pengertian :
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak
huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumabh.

“Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api,
bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan
Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat
Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.

Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal
dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian
yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada

masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan :

1)

2)

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program
Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi, dalam pelaksanaan program:

Pengembangan Kawasan Sterategis Provinsi (KSP);

Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau

Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung

Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau

Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan

“tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
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Tabel 2.9.

Realisasi Capaian Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat

Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
No JENIS PELAYANAN DASAR Daerah Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
INDIKATOR 2022 2021 2020 2019 2018
1. Penyediaan dan rehabilitasi 100 %
rumah layak huni bagi korban ) 100 % 0% 0% 0% 0%
bencana Kab/Kota. setiap Tahun
2. Fasilitasi penyediaan rumah 00
layak huni bagi masyarakat 100 % . 0 0 . .
yang terkena relokasi program | getiap tahun 100 % 0% 0% 100 % 0%
Pemerintah Kab/Kota.
(Tabel 2.3) Realisasi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021.
Tabel 2.10.
Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat
REALISASI
REALISASI TAHUN
No | JENIS PELIVANAN FORMULASI TAHUN
DASAR 2022 DATA DATA DATA
PERHITUNGAN PERHITUNGAN PERHITUNGAN
TAHUN 2021 TAHUN 2020 TAHUN 2019
1. | Penyediaan dan Jumlah unit rumah korban
rehabilitasi rumah yang bencana yang ditangani pada
layak huni bagi korban tahun
bencana Kab/Kota
Jumlah total rencana unit
rumah korban bencana yang
akan ditangani pada tahunn 100 %
100% . 0 Unit 0 Unit 0 Unit
| Ui Rumah | %% | Rumah | % | Ruman | 0%
2. | Fasilitasi penyediaan Rumah Tangga Penerima
rumah yang layak huni Fasilitasi Penggantian Hak 100 % 0 0 0 0 30 Warga 100%
bagi masyarakat yang Atas Penguasaan Tanah o Terdampak
terkena relokasi program dan/atau Bangunan + Rumah (2 Unit/KK
Pemerintah Kab/Kota Tangga Penerima Subsidi
Uang Sewa + Rumah Tangga
Penerima Penyediaan Rumah
Layak Huni
Jumlah Total Rumah Tangga X
Terkena Relokasi Program 100%
Pemerintah Daerah yang
Memenuhi Kriteria Penerima
Pelayanan

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Tahun 2024

o1



Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

Kejadian Bencana ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Daerah sesuai Ketentuan dan

Peraturan Perundangan yang berlaku. Adapun uraian realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan

Rakyat sebagai berikut :

a.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota
Berdasarkan tabel 2.8, 2.9 dan 2.100 diatas menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota pada tahun 2022 dengan
capaian 100%, Pada tahun 2022 terdapat 5 unit rumah warga akibat kejadian bencana tanah
longsor (alam) dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi
rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor
653/425/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi
Korban Bencana Tanah Longsor beralamat di Tanjung Batu Harapan RT.001 RW.001 Kel. Sedau
Kec. Singkawang Selatan berjumlah 2 unit rumah dan di JI. Ayani Gg. Batu Mas RT.032 RW.013
Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat berjumlah 3 unit rumah Tahun Anggaran 2022, dengan
anggaran APBD-P Tahun 2022 serta dalam DPPA SKPD DISPERKIMTA dengan Program
Pengembangan Perumahan pagu dana Rp. 121.997.100 dan realisasi anggaran Rp. 24.827.800
(20.35%) dengan realisasi fisik 100% sejumlah 5 unit rumah/Kepala Keluarga dengan pagu

anggaran tahun 2022 sebagaimana tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Tahun 2022

REALISASI
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN | A\NGGARAN .
(RUPIAH) (RUPIAH) %
1. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 721.517.400 558.708.010 | 77.44%

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 477.626.400 467.994.810 97.98 %
Kabupaten/Kota

1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana

atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota 109.208.800 106.192.015 97.24 %

2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi

. 109.208.800 106.192.015 97.24 %
relokasi perumahan

3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat,

rumah susun dan rumah khusus 259.208.800 255.610.780 98.61 %

2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah

Korban Bencana atau Relokasi Program 243.891.000 90.713.200 37.19%
Kabupaten/Kota
1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana 121.997.100 24.827.800 20.35%
2. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi
korban bencana atau relokasi program 121.893.900 65.885.400 54.05 %
Kabupaten/Kota
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Sedangkan pada Tahun 2018-2021 capaian 0% (Tabel 2.9, dan 2.10) di karenakan tidak
ada peristiwa Kejadian Bencana Alam yang di tetapkan oleh Kepala Dearah sejak tahun
2018-2021.Pada tahun 2021 terdapat 6 unit rumah warga akibat kejadian bencana
kebakaran rumah akibat konsleting Listrik/human error (non alam) dan diberikan bantuan
yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang
ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/409/PERKIMTA.PERUM-
A/TAHUN 2021 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana
Kebakaran RT.026. RW.010 Gang 70 Kel. Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Tahun
Anggaran 2021, dengan anggaran APBD-P Tahun 2021 serta dalam DPPA SKPD
DISPERKIMTA, namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam
kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error
bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk
dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan
rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2021 tidak tercapai (0%).

Demikan juga pada Tahun 2020, terdapat 2 rumah warga akibat kejadian kebakaran dan
diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga
tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang  Nomor
653/397/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2020 Tentang Penerima Bantuan Pembangunan
Rumah berupa uang bagi Korban bencana kebakaran Rt. 025 Rw. 005 Gang sayur
Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan
anggaran APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp. 70.000.000. dengan target 2 Unit rumah (Rp.
35.000.000 Per unit Rumah) anggaran tersebut berada pada Pejabat Penata Usaha
Keuangan Daerah (PPKD) di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Untuk
pelaksanaan penanganan fisiknya melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kota Singkawang dengan target 2 unit rumah warga yang difasilitasi
penyediaan/rehabilitasi rumah akibat kejadian bencana kebakaran dan terealisasi 2 unit
rumah namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori
Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan
peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam
penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin),
dengan demikian capaian SPM Tahun 2020 tidak tercapai (0%).

. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Kab/Kota.

Berdasarkan tabel 2.9 dan 2.10 diatas pada tahun 2022 Capaian SPM 100%, untuk
pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi
program Pemerintah Kab/Kota di anggarkan pada APBD Induk Tahun 2022 dan APBD-P
Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar Rp.
121.893.900 dan realisasi anggaran Rp. 65.885.400 (54.05%) dengan realisasi fisik 100%
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dimana target 2 unit rumah dan terealisasi 2 unit rumah, namun dalam penyerapan
anggaran 1 unit rumah di biayai anggaran APBD dan 1 unit rumah menggunakan biaya
swadaya dari warga yang terdampak relokasi program pemerintah.

Sedangkan pada tahun 2018, 2020 dan 2021 menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan
rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah
Kab/Kota dengan capaian SPM 0%.

Pada tahun 2019 tabel 2.9 dan 2.10 Capaian SPM Penyediaan rumah yang layak huni
bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota tercapai 100%
dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan kuala Kecamatan
Singkawang Barat dengan penerima manfaat layanan sejumlah 30 WTP (warga
terdampak) 30 unit rumah/Kepala Keluarga yang direlokasi dengan rincian 13 WTP
diberikan dana santunan Kerohiman dan 17 WTP dana pembangunan rumah baru yang
semula berada dipermukiman Kumuh Kel.Kuala (bertempat tinggal/berdiam di bantaran
sungai), adapun Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 dan Realisasi Rp. 645.606.000,00
(24%), dengan Kegiatan :

1) Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena Dampah Proyek Pemerintah di
Kelurahan Kuala dari Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 hanya terealisasi Rp.
645.606.000,00 atau sebesar (24%).

Tabel 2.12

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018-2022 (Bidang Perumahan Rakyat)

Realisasi
Target
9 Target
. . Daerah
No Jenis Indikator (RPIMD) Renstra
2022 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 KET
2022
) . Permendagri
1. Rasio rumah layak huni 0.230 0.2200 0.2044 0.2060 0.2070 0.2072 0.2432
86/2017
Cakupan  ketersediaan 89.68 90.51 91.17 91.42 97.91 | permendagri
2. ) 92,25% 91,75%
rumabh layak huni % % % % % 86/2017
3. Cakupan layanan rumah 94,06 98,69 99,53 99,60 99,63 Permendagri
layak huni yang terjangkau 99.42% 97,42%
% % % % % 86/2017
4. Cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang 7596 | 7650 | 7735 | 7827 | 7931 | permendagi
didukung prasarana, 79.81% 78,81% 86/2017
saranadan utilitas umum % % % % %
(PSU)
Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2023
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Capaian Kinerja terkait pada bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

1.

Indikator Rasio Rumah Layak Huni

Tabel 2.12 Rasio rumah layak huni tahun 2022 tercapai 0,2432 yang diperoleh dari perhitungan
jumlah rumah layak huni 58.451 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun
2022 sejumlah 240.327 Jiwa.

Pada Tahun 2021 Rasio rumah layak huni tahun 2021 mencapai 0,2072.

Rasio rumah Layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2072, yang diperoleh dari perhitungan
jumlah rumah layak huni 49.604 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun
2021 sejumlah 239.377 Jiwa.

Pada tahun 2020 Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2066, yang diperoleh
dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.363 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota
Singkawang tahun 2020 sejumlah 238.438 Jiwa..

Pada tahun 2020 Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2066, yang
diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.363 Unit dibagi dengan jumlah
penduduk di Kota Singkawang tahun 2020 sejumlah 238.438 Jiwa..

Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun 2019 mencapai 0,2066, yang diperoleh
dari perhitungan jumlah rumah layak huni 48.909 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota
Singkawang tahun 2019 sejumlah 237.429 Jiwa. peningkatan rasio tersebut dikarenakan adanya
perubahan/konsolidasi data penduduk (sumber data penduduk tahun 2019 dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang).
Indikator ketersediaan rumah layak huni

Tabel 2.12 Cakupan Ketersediaan rumah layak huni tahun 2022 tercapai 97.81% yang diperoleh
dari perhitungan jumlah rumah layak huni 58.451 Unit dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota
Singkawang tahun 2022 sejumlah 59.700 unit rumah

Pada tahun 2021 Cakupan Ketersediaan rumah layak hun di Kota Singkawang mencapai. 91.42%
yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.3604 Unit dibagi dengan jumlah

seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2021 sejumlah 54.261 unit rumah.

. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Pada Tabel.2.12 Tahun 2022 tercapai 99.63% dan

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas
umum (PSU).

Pada Tabel.2.12 Tahun 2022 tercapai 79.31%

B. Capaian Kinerja dan Analisis Bidang Kawasan Permukiman

Capaian Indikator Kinerja terkait pada Bidang Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh bidang

Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tabel 2.13 sebagai berikut :
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Tabel 2.13

Capaian Indikator Kinerja (Pada Bidang Kawasan Permukiman)

Realisasi
Target Target
- Daerah R
No Indikator (RPJVMD) | RENSU@ 1 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 KET
2022 2022
1. Persentase luasan
permukiman kumuh 44,77 80,63 84,68 88,73 6,03 17,64 Permendagri
; 85.67% 85.67%
Dikawasan % % % % % % 86/2017
Perkotaan
Persentase Permendagri
2 Lingkungan 0,0062% 0,0062% 0,0811 0,0285 0,0225 0,017 0,109 0,0957
) 86/2017
Permukiman Kumuh
Persentase 67,32 69,46 69,80 69,80 70,29 Permendagri
3. | Permukiman yan 75.56% 75.56%
Tertata o % % % % % et
. . Permendagri
4. | Rasio Permukiman | ¢ 9900 0,9900 0,9720 | 09874 | 09986 | 0,9987 | 0,9725 | 0,9767 ’
Layak huni 86/2017

Sumber: Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2023

1)

Indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan.

Dengan pengertian luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman
kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Defenisi Operasioal Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan
melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni
dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya
dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali
serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai
tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat dan di kawasan
Perkotaan, di kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.

Tabel 2.13 pada Tahun 2022 | Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di
kawasan Perkotaan sebesar 10,33 Ha (17,64%) terhadap SK terbaru, yaitu SK Wali Kota
Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57.
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2)

Tabel 2.13 pada Tahun 2021 Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di
kawasan Perkotaan sebesar 3,53 Ha (6,03%) terhadap SK terbaru. Jumlah total luasan
perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang berdasarkan SK terbaru, yaitu SK
Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang
sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504
Km2. Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota
Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,02 %) dan masih terdapat sebesar 55,04
ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru.

Pada Tabel 2.11 capaian Tahun 2020 terkait indikator Persentase luasan kawasan
permukiman kumuh di kawasan Perkotaan sebesar 62,69 Ha (88,73%) terhadap SK lama
(Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016) dengan
Jumlah luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani
seluas 65,69 Ha (88,73%) dari jumlah total 74,02 Ha luasan perumahan dan permukiman
kumuh di Kota Singkawang (Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor
600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman
Kumuh). Dan masih terdapat sebesar 8,34 Ha (11,27%) luas Permukiman Kumuh yang
belum tertangani, maka dengan demikian terjadi peningkatan penanganan sebesar 4,05%
pada Tahun 2020 jika dibandingkan pada Tahun 2019 dengan luas 62.69 Ha (84.68%).

Indikator Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh.

Dengan rumusan persamaan yaitu Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dibagi luas
Wilayah dikalikan 100%

Tabel 2.13 Capaian Tahun 2022 sebesar 0,0957% berdasarkan luas Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhperkotaan berdasarkan SK Walikota
Singkawang Nomor : SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-
A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di

Kota Singkawang sejumlah 58,57 Ha.

Tabel 2.11 Capaian Tahun 2021 sebesar 0.017% berdasarkan luas Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhperkotaan berdasarkan SK Walikota
Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha) atau sebesar 0,017%

dari luas wilayah Kota singkawang 50.400 Ha

Capaian Persentase lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2020 sebesar 0.0017%
berdasarkan luas Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuhperkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-
C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sejumlah 74,03 Ha) atau sebesar 0,017% dari luas wilayah Kota singkawang
50.400 Ha,
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3)

Perhitungan data Capaian Persentase Lingkungan Permukman Kumuh pada Tahun 2019
secara akumulasi tercapai 0,0285% sedangkan pada Tahun 2018 tercapai 0,0811 % dari

luas wilayah Kota singkawang.

Persentase Permukiman Yang Tertata

Pengertian Persentase Permukiman yang tertata dengan rumusan persamaan yaitu luas
area permukiman tertata (Ha) dibagi luas area permukiman keseluruhan (Ha).

Tabel 2.13 Pada Tahun 2022 Persentase Permukiman yang tertata sebesar 70,29% dari
Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2021 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.470,68 Ha (69,96%)
dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2020 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.467,15 Ha (69,80%)
dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2019 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.460,61 Ha (69,46%)
dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2018 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.457,11 Ha (69,32%)
dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

C. Capaian Kinerja dan Analisis Pelayanan Bidang Pertanahan

Seiing dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah

menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang

diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi:

1.

2.

Izin Lokasi

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan

Maksimum dan Tanah Absentee

Penetapan Tanah Ulayat

Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
Izin Membuka Tanah

Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota

Urusan Wajib Dasar yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan menjadi

tugas fungsi khususnya Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

yang baru terbentuk pada tahun bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota
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Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) yang mempunyai
Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat, Kawasan

permukiman dan pertanahan.

Adapun upaya mewujudkan kebijakan pertanahan meliputi : upaya meningkatkan
pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan
penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian, dan meningkatkan tertib
administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Upaya yang dilakukan oleh Bidang
Pertanahan yaitu melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang sebagian besar memiliki
keterkaitan terhadap rangkaian proses perizinan, maka bersifat lintas OPD yang tidak terlepas dari
peran keterlibatan/keterkaitan OPD teknis lainnya dan intansi Vertikal lainnya antara lain: Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Singkawang dan instansi Vertikal BPN/ATR serta Kejaksaan Negeri dalam
rangka meningkatkan koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan Program kegiatan dan keterkaitan
proses perizinan, integrasi data base/informasi ketersedian data, serta Fasilitasi Penanganan Konflik ,

Sengketa dan Perkara Pertanahan, dengan program dan kegiatan

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Tahun
2018-2020) kegiatannya diantaranya mencakup Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan
dan pemanfaatan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin
kepastian hukum serta Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui
kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, serta fasilitasi Penanganan kasus

konflik Perkara sengketa Pertanahan dengan kegiatan diantaranya :

Kegiatan Fasilitasi I1zin Lokasi
Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan

Kegiatan Penyusunan peraturan daerah Tentang Pertanahan

a0 o

Kegiatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Pada Tahun 2020 tidak terdapat kegiatan PTSL.

Pada tahun 2019 ditargetkan 1.000 persil lahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
yang difasilitasi memperoleh bantuan sertifikasi lahan/Tanah melalui sumber dana APBD
Tahun 2019, masing-masing Penerimaa manfaat memperoleh Bantuan Rp. 250.000 Per
Persil. Dengan mekanisme penerima manfaat sesuai data usluan dari Kelurahan yang telah
deverifikasi yang selanjutnya proses penerbitan sertifikat lahan/tanah oleh kantor ATR/BPN
dan terealisasi 801 Persil Tanah Masyarakat melalui kegiatan Pendaftaran tanah sistematis
lengkap (PTSL) pada Tahun 2019

e. Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan .
Pada tahun 2018-2020 penyelesaian konflik pertanahan saat ini kegiatan Pengaduan layanan
masalahan Pertanahan dalam memberikan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah
Pertanahan kepada masyarakat, antara lain : berupa Alih Fungsi Lahan dan informasi lahan

bagi masayarakat yang ingin mengubah peruntukan lahan dari alas hak yang ada baik

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2024



SKT/SPT maupun Sertifikat serta bagi masyarakat yang ingin membeli suatu bidang tanah
namun ingin mengetahui terlebih dahulu peruntukannya secara Rencana Tata Ruang. Konflik
pertanahan yang disampaikan pada bidang pertanahan sampai saat ini hanya berupa
tembusan dari pemohon, meskipun demikian bidang pertanahan tetap melakukan fungsinya

dengan melaksanakan survey lapangan ke lokasi yang dimohon.

2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (Tahun 2018-2020)

pengembangan/penyediaan Sistem informasi/data Base Pertanahan. Dengan kegiatan antara lain::

a.

e.

Inventarisasi Tanah Kosong dalam upaya penyediaan data base yuridis, fisik maupun sosial
yang berkaitan dengan tanah kosong sehingga kedepan dapat dijadikan indikator dalam
penyelesaian masalah tanah kosong./Pemanfaatan Tanah Kosong

Inventarisasi Aset Pemda dengan tujuan penyediaan data base aset pemda dalam bentuk
Geografis Informasi Sistem (SIG) dengan harapan akan tersedianya aset pemda yang lebih
akurat baik secara letak dengan adanya kepastian titik koordinat, luas wilayah maupun kondisi
eksiting dengan cara pemetaan pada bidang tanah. Sistem Penyediaan data base yang
akurat ini akan mempermudah dalam upaya pemberian ljin Pemakaian Tanah Aset Pemda.
Pengadaan tanah (Aset) bagi Kepentingan Pembangunan. Pemakaian Aset Tanah Hak
Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah, Pada Tahun 2018 telah diprogramkan kegiatan
pembuataan sistem informasi pertanahan yang handal berupa suatu sistem program dimana
liin Pemakaian Tanah dapat dilakukan secara online dengan kelengkapan Prosedur dan
Manual ljin Pemakaian Tanah Aset. Hal ini diharapkan akan mempermudah kepada
masyarakat umum yang ingin memakai Aset Pemda serta Aset Pemda yang ada dapat
memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada PAD Kota Singkawang, namun dikarenakan
anggaran yang tidak maksimal maka dialihkan/pergeseran pada APBDP tahun 2018
diprioritaskan pada penyediaan perangkat penunjang sehingga kegiatan penyediaan sistem
data base tersebut diusulkan kembali pada tahun anggaran 2019..

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi ljin Pemanfaatan tanah Serta Norma, Standar,
Pedoman dan Manual (NSPM)

Peningkatan Aparatur Dalam Pengelolaan sistem Informasi Pertanahan.

» Adapun program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021-2022, dan capaian tahun 2022

sebagai berikut :

1.

Program Penelolaan Tanah Ulayat (Tahun 2021) dengan indikator Cakupan Terdatanya
Jumlah Tanah Ulayat/ Kas Desa, target 100% realisasi 100% maka capaian 100%., dengan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum
Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sedagkan pada tahun 2022 program tersebut
tidak dilaksanakan dan tidak masuk dalam Renja dan DPA Disperkimta Tahun 2022.

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan Indikator Kinerja Program
(outcoame) Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi target 100% realisasi 100%

maka capaian 100%
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3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan,
dengan indikator Kinerja Program (outcome) Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/

Santunan Tanah untuk pembangunan, target 100% realisasi 50% maka capaian 50%.

4. Program Penetapan Tanah Kosong dengan indikator Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah

Kosong, target 100% realisasi 100%.

5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dengan indikator Cakupan Terdatanya/ Tertib
Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara, target 100% realisasi
96,19% Dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian 1zin Membuka Tanah,

dengan realisasi PTSL tahun 2022 sejumlah 353 persil.

6. Program Penatagunaan Tanah, dengan indikator Cakupan Luasan Wilayah yang sudah
Terpetakan, target 15,38% realisasi sebesar 15,38%, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dan Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona

Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.
Adapun capaian kenerja IKK pada bidang pertanahan (tabel 2.14 dan 2.15) sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2022 Lahan Bersertifikat atau 62,82% (34.607,14 Ha) berdasarkan sumber Data
BPN kota singkawang), sedangkan Tahun 2021 sebesar 56,61%. (28.273,72 Ha)..

- Pada Tahun 2020 tercapai 30.021,91 Ha Lahan Bersertifikat atau 59,58% Luas lahan
bersertifikat di Kota Singkawang pada tahun 2018 mencapai 45,42% dengan perhitungan
luas lahan bersertifikat 59,31% vyaitu 26.590,79 Ha dibandingkan luas lahan yang
seharusnya bersertifikat yaitu 50.400 Ha. Berdasarkan sumber data Badan Pertanahan

Nasional Kota Singkawang (ATR/BPN Kota Singkawang).

- Pada Tahun 2019 tercapai 30.021,91 Ha Lahan Bersertifikat atau 59,58% Luas lahan
bersertifikat di Kota Singkawang .Luas lahan bersertifikat di Kota Singkawang pada tahun
2018 mencapai 45,42% dengan perhitungan luas lahan bersertifikat 59,31% yaitu
26.590,79 Ha dibandingkan luas lahan yang seharusnya bersertifikat yaitu 50.400 Ha.
Berdasarkan sumber data Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang (ATR/BPN Kota

Singkawang).

2. Pada tahun 2022 terdapat 4 kasus Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi
Mediasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui
Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan terkait Tapal
Batas Singkawang — bengkayang diwilayah Kecamtan Singkawang Timur, serta batas
Gerbang Timur, Utara dan Selatan, dengan realisasi (100%). Sesuai tugas pokok dan fungsi
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam melayani

pengaduan masalah pertanahan seperti konflik/sengketa tanah antara lainnya sebagai berikut

¢ Mengumpulkan data/dokumen yuridis;

o Mengambil data fisik lapangan antara lainnya pengambilan titik koordinat pada lokasi
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pengaduan/ permasalahan, dokumentasi lokasi konflik/ sengketa;

melaksanakan pengkajian atas laporan pengaduan konflik/ sengketa; dan
merekomendasikan penyelesaian masalah pertanahan.

Pada Tahun 2021 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang
difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui
Bidang Pertanahan melalaui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan di
Kelurahan Semelagi Kecil berupa tanah eks. Polindes eks. Balai Desa yang merupakan
aset Kelurahan Kecamatan Singkawang Utara dengan masyarakat setempat, dan pemilik
sertifikat tersebut telah menghibahkan 2 (dua) bidang tanah eks Balai Desa dan Tanah eks
Polindes untuk Pemerintah Kota Singkawang..Dalam penanganan masalah ini Bidang
Pertanahan telah melakukan pengumpulan dokumen yuridis serta mengambil bukti fisik
berupa penetapan titik koordinat, untuk realisasi capaian kinerja sudah dilaksanakan
sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Bidang Pertanahan
dalam menangani konflik pertanahan telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi,

dengan persentase capaian kinerja 100%.

Pada tahun 2020 berdasarkan surat masuk dari Bidang Aset Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang meminta Dinas PERKIMTA untuk menjadi tim dalam menangani
masalah tanah aset milik Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang terletak di lokasi
RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, yang sebagian tanahnya disenyalir terjadi tumpang
tindih penguasaan oleh masyarakat setempat, selanjutnya menangani konflik Fasilitasi
penyelesaian perkara ke Kejaksaan Negeri Kota Singkawang selaku Jaksa Pengecara
Negara, karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam

penyelesaian status hukumnya.

Pada tahun 2019 terdapat 1 permohon yang terdaftar dalam kasus Tanah Negara pada
DISPERKIMTA khususnya menjadi tugas dan fungsi Bidang Pertanahan, dan masih dalam
proses penyelesaian kasus, sengketa, perkara dan konflik Pertanahan dan kasus yang
terdaftar tersebut telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi, dengan persentase
capaian kinerja 100%. Untuk penyelesaian selanjutnya sudah disampaikan ke Walikota
Singkawang melaluai Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, karena memerlukan
kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status
hukumnya.

Capaian tahun 2022 terkait penyelesaian izin lokasi Berdasarkan sumber data ATR/BPN Kota
Singkawang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang lzin Lokasi merupakan urusan dan tugas
Kementerian ATR/BPN dan yang direvisi kembali pada Peraturan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019
tentang Izin Lokasi, bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas dan fungsi dalam

memberikan Izin Lokasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
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21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam rangka penanaman

modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.

Sedangkan tahun 2021 terkait Izin Lokasi (dimulai sejak Tahun 2020 pengajuan izin lokasi di
Kota Singkawang telah melalui sistem OSS (Online Single Submission), sejak Tahun 2019
DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan (memfasillitasi Penyelesian 1zin Lokasi)
DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan bagian dari Tim Teknis yang memberikan
jawaban pertimbangan dan untuk melengkapi pertimbangan Teknis dari Kantor Agraria dan
Tata Ruang / BPN Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melalui Tim

Teknis) dan selanjutnya disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk

ditindaklanjuti proses perizinannya, dan pada Tahun 2021 terkait penerbitan izin lokasi
melalui Tata Ruang/BPN Kota Singkawang.
Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja IKK pada Bidang Pertanahan tahun 2018- 2022
No Indikator Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 KET
Luas Lahan Sumber data dari
1 % 59,31% 59.58% 61,26% 56,61% 62,92%
Bersertifikat ATR/BPN
Penyelesaian Kasus
2 % 100 % 100% 100% 100% 100% Lintas OPD
Tanah Negara
Lintas OPD, dan Tahun
. 2020 Merupakan Tim
Penyelesaian izin
3 okasi % 100% 100% 100% n/a n/a Teknis Pelayanan
okasi Perizinan dan Non
Perizinan
Tabel 2.15
Data pendukung Pelayanan Bidang Pertanahan s/d Tahun 2022
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Updating Sistem 146 Persil 263 Persil 2 Kecamtan 1.102 Persil 353 Persil
Pendaftaran Tanah Kec. Sinak Kec. Sinak
(SKTISPT) ec. Singkawang ec. Singkawang
barat tengah
2. Pendaftaran Tanah 811 Persil 1.102 Persil 353 Persil
sistematsi lengkap (PTSL)
dengan bantuan opersional
3. Inventarisasi HPL 285 Persil
4. Penyelesaian masalah 1 1 1 4
pertanahan garapan
(fasiitasimediasi dan Kasus Kasus Kasus Kasus
rekomendasi)
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No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5. Penerbitan Surat )
rekomendasi Izin Lokasi
6 Penerbitan Surat
rekomendasi Izin Membuka - - -
Tanah Negara
7. Penerbitan Surat Peringatan
Pelanggaran Pemanfaatn - - -
(TKD, Tanah Umum)
8. Penerbitan Izin Lokasi - - -
(buah)
9. Penerbitan IPT (buah) - - -
10. Penerbitan Izin Membuka - - -
Tanah (buah)
1. Penerbitan Izin Konsolidasi - - -
Tanah (buah)
12. Inventarisasi Tanah Kosong - 2.500 Ha 657 Ha 1 Kec. 5 Kec.
Singkawang Singkawang
13. Inventarisasi Tanah - - 1 Kec.
Ulayat/.Kas Desa Singkawang
Timur
14. Pemetaan Bidang Tanah - - 3 kelurahan 1 kelurahan
15. Zonasi Nilai Tanah (ZNT) - - 5 kelurahan 2 kelurahan
16 Penyusunan Draft - Raperda
Rancangan Perda Pemanfaatan
Tanah
Kosong/terlantar
Dan raperda
IMTN
17. Penyusunan Draft - Draft Peraturan | Draft Perwako
Rancangan Perwako Walikota IMTN
(PerWako)
Tentang
Pemakaian Aset
Tanah Hak
Pengelolaan
Milik
Pemerintah
Daerah
18. Informasi Lahan (pemohon) - 2 12 - 1
19. Patok Tapal Batas/Tanda 17 Patok
Batas Wilayah Administrasi
Kota Singkawang -
bengkayang (wilayah kec.
singkawang Timur)
20. Aplikasi SIPETA dan 1 Aplikasi

pemeliharaan

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2023.
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1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan,

Permukiman, dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

1.

10.

11.

Belum optimalnya akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) terkait penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan
terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang sebagai upaya pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.

Belum optmialnya fasilitasi/penyediaan rumah susun/rumah khusus bagi masyarakat yang
terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, sebagai upaya pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.

Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat (identifikasi
Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial
sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering
Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah) yang
merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM.

Belum Tersedianya NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) Penanganan
penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah
Kota singkawang serta SOP pelaksanaannya.

Belum tersedianya updating basis data/database @ PSU lingkungan perumahan kawasan
permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni yang vaild dan update.

Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pengembangan/pengingkatan Infrastruktur
Prasarana Sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan kawasan permukiman dan
permukiman kumuh serta sinergi, integrasi dan keterpaduan dokumen RP3KP antar sektor/
lintas OPD.

Belum optmalnya Pelaksanaan pembangunan/peningkatan PSU di wilayah Perumahan yang
dibangun oleh pengembang/Developer karena belum optimalnya Penyerahan Aset Fasum dan
Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang.

Masih terbatasnya ketersediaan data base Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) vyang valid dan update sehingga menyulitkan dalam
perencanaan/ penanganannya maupun sebagai pertimbangan kebijakan.

Masih terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah
layak huni dan terjangkau, belum tuntasnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di
Kota Singkawang.

Belum optimalnya keterpaduan dan sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kawasan
permukiman yang tertata baik dan berkelanjutan dan hingga terwujudnya kuantitas dan kuaalitas
infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak huni, selaras,
seimbang, terpadu dan berkelanjutan.

Belum optmalnya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu
wilayah. Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan

Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2024



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Perumahan Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan
sesuai prioritas kemampuan APBD, serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana
APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui
Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.

Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan
permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak huni sebagai akibat
pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah
satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan
pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian, jasa dsb.), peningkatan
jumlah penduduk perkotaan berdampak pada kecenderungan pembangunan permukiman yang
sporadis dan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan akan berdampak menurunkan
kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan adanya kawasan perkotaan tidak inklusif dan
tidak layak huni.

Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan /
Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana utilitas Umum
(PSU) Kawasan permukiman dan Permukiman Kumuh sesuai standar pelayanan minimal
perkotaan.

Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas permukiman serta permukiman kumubh,
adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi
Slum area (kumuh) baru. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin
berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk/Jumlah Rumah Tangga sehingga
berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik. Jumlah rumah tangga
MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) cenderung meningkat serta belum
seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan
kawasan permukiman yang memadai sehingga dapat memicu meluasnya permukiman kumubh.
Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga
lingkungan perumahan permukiman agar tidak kumuh, serta belum optimalnya fasilitasi
keterlibatan/peran aktif masyarakat dan pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara
swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan
infrastruktur kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.

Belum optimalnya Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan
Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan
terdampak bencana.

Masih kurangnya penguatan/pembaharuan kebijakan yang ada tentang pencegahan dan
peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Perda No 8 Tahun 2018 terkait
pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
perlu dilakukan reviu/revisi mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat
ini).

Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialiasi dan fasilitasi pelayanan keluhan masyarakat

akan permasalahan pemanfaatan ruang kota/informasi lahan terkait bidang pertanahan di kota
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

singkawang.

Masih terjadinya konfilik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang
terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum
optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah
termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait
penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta
belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk
kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.
Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah
bekas hak serta tanah garapan.

Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin
membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk
perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara.

Belum optimalnya fasilitasi dan peningkatan pemahaman/ keinginan masyarakat untuk
menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
standar operasional prosedur.

Belum optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan
serta aktifitas didalamnya.

Belum optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang
wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat
dikelola optimal guna memudahkan akses investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta
aturan yang mengikatnya.

Belum tersedianya regulasi/perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah
Kota Singkawang.

Belum optiminya (belum tuntasnya) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota
Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).

Belum tersedianya regulasi tata kelola pertanahan, diperlukan perumusan terhadap
Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.

Belum optimalnya (belum tuntasnya) inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang
menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait,
serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN
terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.

Belum tersedianya regulasi/kebijakan Peraturan Daerah (perda/perwako)
pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.

Belum optimalnya Penatagunaan Tanah, belum tersedianya regulasi Perda RDTR di wilayah
perkotaan.

Belum optmimalnya penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang
handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisir, pengelolaan arsip

pertanahan, serta pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib sesuai
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2.4

kewenangan pemerintah daerah.

33. Belum terlaksananya penertiban kepemilikan tanah masyarkat tanah kelebihan maksimum dan
absente serta belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah yang mengaturnya.

34. Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan lintas Dinas/Instansi terkait
maupun instansi vertikal dan sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

35. Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya (ahli
tofografi bidang pertanahan arsitektur/teknik sipil di bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman), serta masih kurangnya pemahaman aparatur terkait ketentuan peraturan/kebijakan
hukum dibidang pertanahan.

36. Belum optimalnya pemahaman aparatur, pola pikir/mindset dan budaya kerja, menyusun
rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta mengoptimalkan pelayanan
publik dan inovasi Daerah.

37. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi
kinerja dan pelayanan publik yaitu; gedung kantor (ruangan kerja), fasilitas dan peralatan kerja
kantor serta sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

kedinasan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen RKPD Kota Singkawang tahun 2024 ini memuat arah kebijakan dan prioritas
pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Singkawang, program dan kegiatan dalam

rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan
pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran
pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk

tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dengan tema :

“Mempercepat Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”,” yang di jabarkan Dalam 7 Prioritas

Nasional (PN) yaitu :

1. PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan berkadilan.

2. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.

4. PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.

5. PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

» Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan
perencanaan pembangunan pusat dan provinsi.Perencanaan pembangunan kota merupakan

penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang
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ditetapkan untuk tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dan

RKPD Provinsi Kalimantan Barat yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung
pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui
5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja
keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

didukung dengan kerjasama industry dan talenta global,

2. Pembangunan Infrastruktur,melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah
perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi,menyederhanakan segala bentuk regulasi denganp endekatan
OmnibusLaw, terutama menerbitkan Undang-Undang. Pertama Undang-Undang Cipta
Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan
kerja,memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang,dan menyederhanakan

eselonisasi;dan

5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDAmenjadi
daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi

kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia :

Untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dan dalam upaya
pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 pada
RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan

daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4. Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pembangunan Perekonomian Yang

Merata

5. Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Adapun tema pembangunan pada RKPD Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang
dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota

Singkawang tahun 2024 ditetapkan dengan tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur
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Yang Berkontribusi Pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi serta

Suksesnya Pemilu 2024”

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas
pembangunan nasional, RKPD Provinsi, RPD Kota Singkawang Tahun 2023 — 2026, maka :

I. Rancangan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024, yaitu :

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter;

2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan
sektor strategis melalui penguatan daya saing;

3) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, pengembangan wilayah dan
lingkungan hidup yang berkelanjutan;

4) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan
publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi;

5) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan

berbudaya.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas
pembangunan daerah Kota Singkawang dimaknai sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter;

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
Peningkatan kualitas pendidikan;

Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga,;

a o o p

Peningkatan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif

perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah.

2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan
sektor strategis melalui penguatan daya saing;

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

a. Peningkatan daya saing daerah melalui penerapan inovasi daerabh;

b. Peningkatan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan
pengentasan kemiskinan;

c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan
UKM;

d. Peningkatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan

perikanan;

3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
a. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan;

b. Peningkatan sampah yang dikelola;
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C.

Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar;

d. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi.

4) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik

yang berbasis inovasi dan teknologi informasi;

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

a.
b.

Peningkatan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraanpemerintah daerah.

5) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya.

Diarahkan pada upaya mewujudkan:

a0 oo

Peningkatan pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik;
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;

Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
Peningkatan pengembangan kelestarian budaya

Il.Program Perangkat Daerah yang menjadi prioritas :

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)

Program penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau danbermutu;

Program optimalisasi akses dan kualitas pendidikan;

Program peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi;

Program  peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam
pembangunan;

Program peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

Program peningkatan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencanadan Kesehatan
Reproduksi;

Program peningkatan daya saing dan investasi daerabh;

Program penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan;

Program peningkatan day saing koperasi dan UMKM;

Program peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri;

Program optimalisai sector ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi;
Program peningkatan produksi, kualitas produksi pertanian dan perikanan;

Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat;

Program pengembangan sector pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan;

Program pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

Program optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan danpengendalian tata
ruang;

Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan;

Program peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar;

Program peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi

Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan

melalui berbagai program/kegiatan pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku
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ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Singkawang. Dengan
keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi
Kalimantan Barat dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Singkawang

akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Adapun Telaahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024
menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah bagi Dinas Perumahan kota singkawang terkait pada

prioritas sebagai berikut :
Rancangan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024 yaitu :

1) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, pengembangan wilayah dan
lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Dengan arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas
pembangunan daerah Kota Singkawang dimaknai pada :

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata

Diarahkan pada upaya mewujudkan :
1. Peningkatan Kualitas Penataan ruang dan penataan bangunan.
2. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar.

Dengan Program Prioritas :

20). Program peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar;
a. Penyedian Utilitas dan sarana prasrana publik
1. Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
b. Pengembangan dan penataan kawasan
1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Adapun review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024

(dapat juga dilihat pada Lampiran Form T-C.31) sebagai berikut :
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Dinas Peruamhan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Tabel, 2.15 (Form Tabel T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No q 4 a p —— g q A
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan q " - N Target Capaian | Kebutuhan Dana i
U B0 ' ekl Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 pal U @t ean B ' lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 pal uty / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN 48.904.840.875 48.904.840.875
Sekretariat Dinas Per Per dan Per 9.186.799.999 9.186.799.999
1 1 PROGRAM PENUNJANG DISPERKIMTA 1 :::\s::'t::e:::Ias:ia::rannerintah 100% 9.186.799.999| 1 PROGRAM PENUNJANG DISPERKIMTA 1 :::\s::'t::eSflllas::\a:::lnerintah 100% 9.186.799.999
PEMERINTAH DAERAH LG -186.799- PEMERINTAH DAERAH g +186.759.
Daerah Daerah
Kegiatan Perencanaan, sakupan Doku;nen Kegiatan Perencanaan, (;akupan Doku;nen
1| 1 Penggangaran dan Evaluasi DISPERKIMTA AL VAR, 100% 110.000.000| 1 Penggangaran dan Evaluasi Kinerja DISPERKIMTA 1 erencanaan, Fenganggaran, 100% 110.000.000
.. dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dok P 2 Dokumen Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Dok P 2 Dokumen
1) Dokumen Perencanaan Perangkat |  DISPERKIMTA | 1) ~umianbokumen Perencanaan | o .o /Renja 20.000.000{ 1) 8 v DISPERKIMTA q) oumahDokumen Perencanaan | - ponia/Renja 20.000.000
Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah Perubahan) Perubahan)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumiah Doku.men RK_A’S'_(PD dan 1 Dokumen Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Doku-men RK_A’S'_@D dan
2) DISPERKIMTA 2) Laporan Hasil Koordinasi 5.000.000] 2) DISPERKIMTA 2) Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen (RKA) 5.000.000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan J;(’:L)az Dofumen P:ru.liahan RKAY 1 Dokumen Sub Kegiatan Koordinasi dan J;:(T:lf;‘;umin Perub:ha.r; 1 Dok
3) Penyusunan Dokumen Perubahan |  DISPERKIMTA | 3) dan taporan Hasi (Perubahan 5.000.000| 3) Penyusunan Dokumen Perubahan DISPERKIMTA 3) -7 dan Laporan Hast okumen 5.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan (Perubahan RKA)
RKA-SKPD RKA) RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2 Sub Kegiatan Koordinasi dan DISPERKIMTA 2 JLumIah D:ku.:'nKen DdF‘.A—S!(PD dan 1 Dokumen 5.000.000| 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan DISPERKIMTA 2 JLumIah D:ku.lmKen DdP.Ais!(PD dan 1 Dok DPA 5.000.000
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD aporan Hasil Roordinasi (DPA) o Penyusunan Dokumen DPA-SKPD aporan Hasl] Roordinasi okumen (DPA) B
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan JSL:(':II;Z Doliumen P:rullnlahan DPA 1 Dokumen Sub Kegiatan Koordinasi dan g&liiggzumin Perub:ha.rl\ 1 Dok
5) Penyusunan Dokumen Perubahan |  DISPERKIMTA | 5) can Laporan Hasi (Perubahan 5.000.000| 5) Penyusunan Dokumen Perubahan DISPERKIMTA 5) ->KPD dan Laparan Hasl okumen 5.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan (Perubahan DPA)
DPA-SKPD DPA) DPA-SKPD
Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Sub Kegiatan Koordinasi dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja . - dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian SKPD dan L: Hasil Sub Kegiatan Koordinas dan SKPD dan L: Hasil
6) o P P DISPERKIMTA | 6) an Laporan Hasi 8 Laporan 40.000.000| 6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |  DISPERKIMTA 6) an Laporan Rast 8 Laporan 40.000.000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No . . . ) _— : . . :
Urusan/Bidang Urusan Pemer'mtahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD,
- RFK, PERJANKIN, Realisasi 8 Laporan 40.000.000 - SPM, RFK, PERJANKIN, Realisasi 8 Laporan 40.000.000
PERJANKIN) PERJANKIN)
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah L. Evaluasi Kineri Sub Kegiatan P Dok Jumlah L: Evaluasi Kinerj:
ub Kegiatan Penyusunan Dokumen
7) Dokumen Evaluasi Perangkat DISPERKIMTA |7) ~ man taporan tvaluasi Kinerja 5 Laporan 30.000.000| 7) &' v DISPERKIMTA 7) umianhLtaporan EvaluasiKinerja 5 Laporan 30.000.000
Daerah Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah
- Jumlah Laporan LAKIP/LKT 1 Laporan 7.000.000 - Jumlah Laporan LAKIP/LKT 1 Laporan 7.000.000
- Jumlah Laporan PMPRB 1 Laporan 6.000.000 - Jumlah Laporan PMPRB 1 Laporan 6.000.000;
Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Jumlah Laporan Evaluasi
) Struktural dan FungslonaI/Ju'mIah 1 Laporan 5.500.000) : Jabatén Struktural dan 1 Laporan 5.500.000
Laporan Standar Kompetensi Fungsional/Jumlah Laporan
Jabatan Standar Kompetensi Jabatan
- Jumlah Laporan SPIP 1 Laporan 6.000.000 - Jumlah Laporan SPIP 1 Laporan 6.000.000;
- Jumlah Laporan Inovasi Daerah 1 Laporan 5.500.000 Jumlah Laporan Inovasi Daerah 1 Laporan 5.500.000;
,, Cakupan Pelaksanaan N . . Cakupan Pelaksanaan
.. n Kegiatan Administrasi Keuangan L. .
DISPERKIMTA 2 Administrasi Keuangan 100% 4.595.184.703 DISPERKIMTA 2 Administrasi Keuangan 100% 4.595.184.703
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan lah i 12 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan lah i 12
| 14 Yy j DISPERKIMTA 1) JUT a Orang yang menerima 36 Orang/' 4.099.197.459| 1) ! 8| VS j DISPERKIMTA 1 JurT a Oranlg yang menerima 36 Orang/. 4.099.197.459
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil . . . . Jumlah Dokumen Hasil
i : " - . Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi X o .
2) Administrasi Pelaksanaan Tugas DISPERKIMTA 2) Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 425.987.244] 2) Pelaksanaan Tugas ASN DISPERKIMTA 2) Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 425.987.244
ASN Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Cakupan Jasa administrasi Cakupan Jasa administrasi
keuangan yang disediakan keuangan yang disediakan
) (Pengelola Keuangan Pengelola 1 Dokumen 425.987.244 R (Pengelola Keuangan Pengelola 1 Dokumen 425.987.244

Barang, Panitia Pengadaan, PPK,
PPTK, PPHP dan Operator
Aplikasi )

Barang, Panitia Pengadaan, PPK,
PPTK, PPHP dan Operator
Aplikasi )

74



Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan Pelaksanaan :}um at DOE“’"ES
3) Penatausahaan dan DISPERKIMTA 3) dan Pengujian/Verifikasi 1 Dokumen 25.000.000| 3) Penatausahaandan DISPERKIMTA 3) Pena ziusa vaar\f.kanA K 1 Dokumen 25.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD engujian/Verifikasi Keuangan
Sub Kegiatan Koordinasi dan inasi Sub Kegiatan Koordinasi dan inasi
4) € ) DISPERKIMTA Jumlah Dokumen Koordinasi dan | ) oo\ oo 10.000.000{ 4) 8 _ DISPERKIMTA 4y Jumlah Dokumen Koordinasidan| ) o0 oy 10.000.000,
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
h DISPERKIMTA 5 1L 15.000.000] 5. DISPERKIMTA 5 1 Laporan 15.000.000:
Akhir Tahun SKPD ) Koordinasi Penyusunan Laporan aporan ) Tahun skPD ) Koordinasi Penyusunan Laporan P
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan lokasi . L . Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan . . L N Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pentin,
Indikator Kinerja Program / Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8
Daerah dan Program / Kegiatan L E! / Kegi 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan L & / Keg 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/ Sub Kegiatan Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Semesteran SKPD dan Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan ) ) Penyusunan Laporan Keuangan o
7) . DISPERKIMTA 7) Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan 10.000.000| 7) . DISPERKIMTA 7)  Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan 10.000.000:
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran K Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran K
SKPD euangan SKPD euangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
Kegiatan Administrasi B
e.ghla an Administrasi Barang Caku‘p?n PeI‘aksanaan » Kegiatan Administrasi Barang Milik Caku-pa-n Pe!aksanaan »
3 Milik Daerah pada Perangkat DISPERKIMTA 3 Administrasi Barang Milik 100% 35.000.000] 3 DISPERKIMTA 3 Administrasi Barang Milik 100% 35.000.000|
Daerah pada Perangkat Daerah
Daerah Daerah pada Perangkat Dareah Daerah pada Perangkat Dareah
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah R Kebutuh Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah R Kebutuh
1) Perencanaan Kebutuhan Barang DISPERKIMTA 1) Jumian Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 5.000.000| 1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik | DISPERKIMTA q) -umanRencana febutuhan 1 Dokumen 5.000.000
I Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
Milik Daerah SKPD Daerah SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan JBumIah IL\:"IJ'T;” Ha;lldPen:ala.ln U Keiatan Koordinsi dan ;umlah ’L\;s.;l).ir;n Ha:IdPen;_I‘aua_r
S P Ul {t 1 I
2) Penilaian Barang Milik Daerah DISPERKIMTA g) Sorang MilicDaerah dan Hasil | o0 oan 3.500.000{ 2) 2° "€8 " DISPERKIMTA g) oarans MilikDaerah dan Hast 1 Laporan 3.500.000
SKPD Koordinasi Penilaian Barang Milik Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian Barang
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Usulan Jumlah Laporan Usulan
DISPERKIMTA . Penghapusan Aset yang tidak 1 Laporan 16.500.000) DISPERKIMTA . Penghapusan Aset yang tidak 1 Laporan 16.500.000
bisa digunakan (Rusak bisa digunakan (Rusak
sedang/Berat) pada SKPD sedang/Berat) pada SKPD
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
3) Penyusunan Laporan Barang Milik DISPERKIMTA 3) Penyusunan Laporan Barang 12 Laporan 5.000.000| 3) Penyusunan Laporan Barang Milik DISPERKIMTA 3)  Penyusunan Laporan Barang 12 Laporan 5.000.000
Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Sub Kegiatan Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan
L DISPERKIMTA 1 Laporan 5.000.000] 4 . DISPERKIMTA 4 1 Laporan 5.000.000;
Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD P ) Milik Daerah pada SKPD ) Barang Milik Daerah pada SKPD P
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Kegiatan Administrasi

Cakupan Administrasi

Kegiatan Administrasi Kepegawaian

Cakupan Administrasi

B DISPERKIMTA 4 Kepegawaian dan Disiplin 100% 1.536.570.829| 4 DISPERKIMTA 4  Kepegawaian dan Disiplin 100% 1.536.570.829
Kepegawaian Perangkat Daerah R Perangkat Daerah R
Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Kegiatan Pendidikan dan #umlathegFawm ?erdasarkan
ugas dan Fungsi yan,
3) Pelatihan Pegawai Berdasarkan DISPERKIMTA 1) Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 48 Orang 200.000.000] 3) Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas DISPERKIMTA 1) Megngikuti Peniid?kangdan 48 Orang 200.000.000;
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan dan Fungsi Pelatihan
Kegiatan Administrasi Umum i i Kegiatan Administrasi Umum i i
€ DISPERKIMTA LT (T TN 100% 1536.570.820| 5 % DISPERKIMTA g GBI G ] 100% 1.536.570.829
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan
g ve Jumlah Paket Komponen Instalasi Sub Kegiatan Penyediaan komponen Jumlah f’a.ket- Komponen
komponen instalasi L . - Instalasi Listrik/Penerangan
1) ... DISPERKIMTA 1) Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 30.226.691| 1) instalasi listrik/penerangan bangunan DISPERKIMTA 1) 1 Paket 30.226.691
listrik/penerangan bangunan o Bangunan Kantor yang
Kantor yang Disediakan kantor A
kantor Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan N . Jumlah Paket Peralatan dan
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan
2) peralatan dan perlengkapan DISPERKIMTA 2) Perlengkapan Kantor yang 2 Paket 578.158.981| 2) DISPERKIMTA 2)  Perlengkapan Kantor yang 2 Paket 578.158.981
dan perlengkapan kantor
kantor Disediakan Disediakan
Cakupan Peralatan dan Cakupan Peralatan dan
- Perlengkapan Kantor yang 100% 578.158.981 - Perlengkapan Kantor yang 100% 578.158.981

disediakan

disediakan

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No q 4 q p Y : 5 A
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan lokasi . L . Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan . " L N Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pentin;
Indikator Kinerja Program / Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8
Daerah dan Program / Kegiatan L 8! / Kegi 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan L 8! / Keg 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ATK Perkantoran R Jurnlah_ Pak.et Alat Tulis Kantor 1 paket 78.158.981 ATK Perkantoran R Jumlah. Pak.et Alat Tulis Kantor 1 paket 78.158.981
yang disediakan yang disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan ) 2
kantor - Perlengkapan Kerja Perkantoran 1 Paket 500.000.000 Peralatan dan Perlengkapan kantor - Perlengkapan Kerja Perkantoran 1 Paket 500.000.000
yang disediakan yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
3) € Y DISPERKIMTA 3) Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 106.030.697| 3) € v DISPERKIMTA | 3) JumiahPaket Peralatan Rumah 1 Paket 106.030.697
Peralatan Rumah Tangga Tangga yang disediakan Rumah Tangga Tangga yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan barang Jumlah Paket Barang Cetakan Sub Kegiatan Penyediaan barang Jumlah Paket Barang Cetakan
4) DISPERKIMTA 4) dan Penggandaan yang 1 Paket 54.353.459| 4) DISPERKIMTA 4) dan Penggandaan yang 1 Paket 54.353.459
cetakan dan penggandaan o cetakan dan penggandaan Lo
Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Sub Kegiatan Penyediaan bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
5) bacaan dan peraturan perundang- DISPERKIMTA 5) dan Peraturan Perundang- 1 Dokumen 9.801.000| 5) bacaan dan peraturan perundang- DISPERKIMTA 5) dan Peraturan Perundang- 1 Dokumen 9.801.000
undangan Undangan yang Disediakan undangan Undangan yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyelenggaraa
ul gi i .v ggar: n. Jumlah Laporan !’enyelenggaraa.n Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
6) Rapat koordinasi dan konsultasi DISPERKIMTA 6) Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 600.000.000| 6) o A DISPERKIMTA 6) Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan 600.000.000;
koordinasi dan konsultasi SKPD L .
SKPD SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Jumiah Dokumen
DISPERKIMTA 1 Dokumen 4.000.000| 7) DISPERKIMTA 7)  Penatausahaan Arsip Dinamis 1 Dokumen 4.000.000

Dinamis pada SKPD

Arsip Dinamis pada SKPD

Dinamis pada SKPD

pada SKPD
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Sub Kegiatan Dukungan

Jumlah Dokumen/Aplikasi
Dukungan Pelaksanaan Sistem

1 Dokumen dan

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan

Jumlah Dokumen/Aplikasi
Dukungan Pelaksanaan Sistem

8) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan DISPERKIMTA 8) N ) ; o 154.000.000| 8) Sistem Pemerintahan Berbasis DISPERKIMTA 8) N ) okumen dan 1 Apli| 154.000.000
. . Pemerintahan Berbasis Elektronik| 1 Aplikasi . Pemerintahan Berbasis
Berbasis Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD X
pada SKPD Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem
DISPERKIMTA - . . . 1 Dokumen 4.000.000 DISPERKIMTA - N . 1 Dokumen 4.000.000
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis
pada SKPD Elektronik pada SKPD
DISPERKIMTA _ Jumlah Aplikasi Sstem informasi 1 Aplikasi 150.000.000) DISPERKIMTA . Jumlah Aplikasi Sstem informasi 1 Aplikasi 150.000.000
Leader Monitoring (SILEMON) Leader Monitoring (SILEMON)
Kegiatan Penyediaan Jasa Cakupan Penyediaan Jasa N - . Cakupan Penyediaan Jasa
N N N Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang N
7 Penunjang Urusan Pemerintahan DISPERKIMTA 7 Penunjang Urusan 100% 911.748.645 ; DISPERKIMTA 7  Penunjang Urusan 100% 911.748.645
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jasa i Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat i
1) 8 v ! DISPERKIMTA 1) Jumlah Laporan Penyediaanjasa | -, oo o 4.253.004] 1) 8 v ) DISPERKIMTA 1) ‘lumlahlaporanPenyediaantasa | ;oo 4.253.004
surat menyurat Surat Menyurat menyurat Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sub Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2) komunikasi, sumber daya air dan DISPERKIMTA 2) Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 351.906.576] 2) komunikasi, sumber daya air dan DISPERKIMTA 2) Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Laporan 351.906.576
listrik Listrik yang Disediakan listrik dan Listrik yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3) DISPERKIMTA 3) Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 555.589.065 DISPERKIMTA 3)  Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 555.589.065
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
Disediakan Disediakan
Cakupan Penyediaan Jasa Cakupan Penyediaan Jasa
- Pelayanan Umum Kantor yang 100% 555.589.065 - Pelayanan Umum Kantor yang 100% 555.589.065
disediakan disediakan
PTT/T Kontrak-J
/Tenaga onvr? as.a ) Jumléh Orarfg Jasav Pendukung 16 Orang/12 PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Jumléh Orar?g Jasal Pendukung
- Pendukung Administrasi/Teknis DISPERKIMTA - Administrasi/teknis Perkantoran 474.522.240) - L h ) DISPERKIMTA - Administrasi/teknis Perkantoran | 16 Orang/12 Bula 474.522.240
fcadi Bulan Administrasi/Teknis Perkantoran -
Perkantoran yang disediakan yang disediakan
. Jumlah Paket Makanan dan Jumlah Paket Makanan dan
Makanan dan Minuman . 1 Paket/12 . "
- Rapat/Tamu DISPERKIMTA - Minuman Tamu/Rapat yang Bul 81.066.825| - Makanan dan Minuman Rapat/Tamu DISPERKIMTA - Minuman Tamu/Rapat yang 1 Paket/12 Bulan 81.066.825
ulan

disediakan

disediakan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No 9 5 q 5 il q A A
Bid P tah T t C P D Indikatif u Bid: u Py tah T t C Kebutuhan D i
Urusan/Bidang Urusan emer'm ahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan arget Capaian | Pagu Dana Indikati rusan/Bidang Urusan emer.m ahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan arget Capaian ebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Pemeliharaan Barang Cakupan Pemeliharaan Barang Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Cakupan Pemeliharaan Barang
8 Milik Daerah Penunjang Urusan DISPERKIMTA 8 Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 788.295.822| 8 Daerah Penunjang Urusan DISPERKIMTA 8  Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 788.295.822
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan [e] i | atau L: Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan [e] i | atau L:
Y . ,J DISPERKIMTA 2) _per?smna @ aL{ apangan yéng . 337.587.125| 2) " y . DISPERKIMTA 2) _perésmna @ aL_‘ apangan yz.ang 5 Unit 337.587.125
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak 5 Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya Lapangan dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Perorangan Jumlah Kendaraan Perorangan
. Dinas atau Kendaraan Dinas 1 unit /12 Bulan 50.000.000 - Dinas atau Kendaraan Dinas 1 unit /12 Bulan 50.000.000
Jabatan yang Dipelihara dan B Jabatan yang Dipelihara dan N
) i (12 Kali) ) ) (12 Kali)
dibayarkan Pajaknya dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Dinas 4 unit/ 12 Jumlah Kendaraan Dinas 4 unit / 12 Bl
uni uni ulan
- Operasional atau Lapangan yang . 282.074.625 - Operasional atau Lapangan yang . 282.074.625
- Bulan (60 Kali) - (60 Kali)
dipelihara dipelihara
Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas
R O.peraslonal at.au Lapangan yang 4 Unit 5.512.500 R Qperaslonal at'au Lapangan yang 4 Unit 5.512.500
dibayarkan pajak dan dibayarkan pajak dan
perizinannya perizinannya
Sub Kegiatan Jumiah Gedung Kantor d Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor d
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung umiah Ge u_ng antor dan . Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung umiah Ge u_ng antor dan .
. DISPERKIMTA 3) Bangunan Lainnya yang 1 Unit 363.599.197| 3) . DISPERKIMTA 3) Bangunan Lainnya yang 1 Unit 363.599.197
Kantor dan Bangunan Lainnya o . R Kantor dan Bangunan Lainnya o . L
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan JGUrrlllah S:rana dan P;asarana Sub Kegiatan JGUn;Iah S;rana dan P;asarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana e. ung Kantor atau Bangunan . Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan e. ung Kantor atau Bangunan .
4) DISPERKIMTA 4) Lainnya (Peralatan gedung 80 Unit 87.109.500| 4) DISPERKIMTA 4)  Lainnya (Peralatan gedung 80 Unit 87.109.500
dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau
. Kantor) yang . Kantor) yang
Bangunan Lainnya L ” L Bangunan Lainnya L > L
dipelihara/direhabilitasi dipelihara/direhabilitasi
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang
Terverifikasi

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang
Terverifikasi

Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemer'mtahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAI
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 16.281.208.450|
Persentase Rumah Layak Huni Persentase Rumah Layak Huni
PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA Bagi Korban Bencana dan o0 a PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA Bagi Korban Bencana dan 100% 522.907.748
* PERUMAHAN SINGKAWANG terdampak Relokasi Program ° *  PERUMAHAN SINGKAWANG terdampak Relokasi Program B
Pemerintah yang ditangani Pemerintah yang ditangani
Pend Penyedi ﬁakup:r\ Penddata:‘ar:‘ PR Kegiatan Pendataan Penyediaan dan :akup:.n Per:‘dataRanh PR
dan Rehabilitasi Rumah Korban KOTA 1 Renyeh :anb anB ehabill :SI 100% a Rehabilitasi Rumah Korban Bencana KOTA 1 Renyeh |:anb anB ehabil :SI 100% 187.907.748
Bencana atau Relokasi Program SINGKAWANG uma . orban Bencana atau atau Relokasi Program SINGKAWANG uma . orban Bencana atau ) )
Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Identifikasi Lahan- KOTA ::mla_l;kDokET‘en Data N al Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan KOTA :;nmla.?:okfrr}:en bata P ial
) lahan Potensial sebagai Lokasi enti l, ast a' an yang. otensia 1 Dokumen 1) Potensial sebagai Lokasi Relokasi enti I_ ast a. an yang- otensia 1 Dokumen 25.000.000
. SINGKAWANG Sebagai Lokasi Relokasi SINGKAWANG Sebagai Lokasi Relokasi
Relokasi Perumahan Perumahan
Perumahan Perumahan
Jumlah Dokumen data Rumah Jumlah Dokumen data Rumah
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat KOTA ang Terkena Bencana Sub Kegiatan Pendataan Tingkat KOTA ang Terkena Bencana
) g san Ting vang 1 Dokumen 2) i 2an Ting ) Yane 1 Dokumen 22.000.000
Kerusakan Rumah Akibat Bencana SINGKAWANG Kabupaten/Kota berdasarkan Kerusakan Rumah Akibat Bencana SINGKAWANG Kabupaten/Kota berdasarkan
Tingkat Kerusakan Rumah Tingkat Kerusakan Rumah
Sub Kegiatan Pendataan Rumah KOTA Jumlah Dokumen Data Rumah Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa KOTA Jumlah Dokumen Data Rumah
) Sewa Milik Masyarakat, Rumah 1) Sewa Milik Masyarakat, Rumah 1 Dokumen 3) Milik Masyarakat, Rumah Susun dan 1) Sewa Milik Masyarakat, Rumah 1 Dokumen 92.907.748
SINGKAWANG SINGKAWANG
Susun dan Rumah Khusus Susun, dan Rumah Khusus Rumah Khusus Susun, dan Rumah Khusus
Identifikasi Perumahan di Lokasi KOTA :-urla.h DokL;men Data. !:un'l:ah di Identifikasi Perumahan di Lokasi yang KOTA iur:la‘h Dokt:amen Data. :urr:(ah di
) yang Berpotensi Terkena Relokasi ) oxasl yéng erpotensi Terkena 1 Dokumen 4) Berpotensi Terkena Relokasi Program ) © asly.ang erpotensi Terkena 1 Dokumen 12.500.000
SINGKAWANG Relokasi Program SINGKAWANG Relokasi Program
Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data Bakal Jumlah Dokumen Data Bakal
Pendataan dan Verifikasi Calon Calon Penerima Rumah bagi Pendataan dan Verifikasi Calon Calon Penerima Rumah bagi
Penerima Rumah bagi Masyarakat KOTA Masyarakat yang Terkena Penerima Rumah bagi Masyarakat KOTA Masyarakat yang Terkena
) g sy ) asyarakatyang 1 Dokumen 5) g sy ) asyarakatyang fe 1 Dokumen 11.500.000
yang Terkena Relokasi Program SINGKAWANG Relokasi Program yang Terkena Relokasi Program SINGKAWANG Relokasi Program
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Sub Kegiatan Identifikasi

Jumlah Dokumen Data Rumah di

Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan

Jumlah Dokumen Data Rumah di

" " KOTA . N KOTA
6) Perumahan di Lokasi Rawan 1) Lokasi Rawan Bencana 1 Dokumen 12.500.000] 6) di Lokasi Rawan Bencana 1) Lokasi Rawan Bencana 1 Dokumen 12.500.000
SINGKAWANG SINGKAWANG
Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan i Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Capaian | Kebutuhan Dana i
U B0 ' ekl Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 pal U @t ean B ' lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 pal utu / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. Jumlah Dokumen Data Bakal N Jumiah DOklfmSl’\ Data Baka-I
Sub Kegiatan Pendataan dan KOTA Calon P ima R b bagi Sub Kegiatan Pendataan dan KOTA Calon Penerima Rumah bagi
7) Verifikasi Penerima Rumah bagi 1) [elon renerimafuman bagl 1 Dokumen 11.500.000|7) Verifikasi Penerima Rumah bagi 1) Korban Bencana 1 Dokumen 11.500.000
SINGKAWANG Korban Bencana Kabupaten/Kota SINGKAWANG
Korban Bencana Kabupaten/Kota D Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
yang Terverifikasi P
Terverifikasi
Kegiatan Pembangunan dan Cakupan Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan dan Cakupan Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban ilitasi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ilitasi
2 L KOTA 2 Rehabilitasi Rumah Kc?rban 100% 335.000.000 ; KOTA 2 Rehabilitasi Rumah chrban 100% 335.000.000
Bencana atau Relokasi Program SINGKAWANG Bencana atau Relokasi Program atau Relokasi Program SINGKAWANG Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah KOTA . JKurglah R“m;h Korban Bencana & Unit Rurmah 105.000.000] 1) S0P Kegiatan Rehabiltasi Rumah bagi KOTA L :(“'E'ah R“m:h Korban Bencana 6 Unit Rumah 105.000.000
) bagi Korban Bencana SINGKAWANG ) Ka upat.er\/ ota yang nit Rumal .000. ) Korban Bencana SINGKAWANG ) Kabupaten/Kota yang nit Ruma .000.
Terehabilitasi Terehabilitasi
Sub Kegiatan Pembangunan KOTA Jumlah Rumah bagi Korban . Sub Kegiatan Pembangunan Rumah KOTA Jumlah Rumah bagi Korban )
2) R 1) Bencana Kabupaten/Kota yang 2 Unit Rumah 115.000.000| 2) . 1) Bencana Kabupaten/Kota yang 2 Unit Rumah 115.000.000
Rumah bagi Korban Bencana SINGKAWANG bagi Korban Bencana SINGKAWANG
Terbangun Terbangun
Jumlah Rumah Tangga bagi :(um;ah RBumah Tangga bagi
I . . - . N orban Bencana
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi KOTA Korban Bencana Kabupaten/Kota 1 Rumah Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi KOTA
3 1 5.000.000] 3. 1 1 Rumah Tangga 5.000.000
) Korban Bencana Kabupaten/Kota SINGKAWANG ) yang Mendapatkan Fasilitasi Tangga ) Korban Bencana Kabupaten/Kota SINGKAWANG ) Kabupaten/Kota y‘a.ng . u g8
P di R h Mendapatkan Fasilitasi
enyediaan Ruma Penyediaan Rumah
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Jun;lah Rukaar; Tka”?ia vang Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Jun;lah Rukaar; Tngia vang
Rumah bagi Masyarakat yang KOTA ter an’-\pa elokasi Program 1 Rumah Rumah bagi Masyarakat yang KOTA ter anr.1pa elokasl Program
4) . 1) Pemerintah Kabupaten/Kota 5.000.000| 4) . 1) Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Rumah Tangga 5.000.000
Terdampak Relokasi Program SINGKAWANG dapatkan Fasilitasi Tangga Terdampak Relokasi Program SINGKAWANG danatkan Fasilitasi
Pemerintah Kabupaten/Kota yang rn.en apatkan Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang m(:.\n apatkan Fasilitasi
Penyediaan Rumah Penyediaan Rumah
Sub Kegiatan Pembangunan Jumlah Rumah Khusus beserta Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Khusus beserta
Rumah Khusus beserta PSU bagi KOTA PSU bagi kat Khusus beserta PSU bagi masyarakat KOTA PSU bagi kat
5) N 1) 26! masyarakat 1 Unit Rumah 35.000.000( 5) ag! masy 1 26! masyarakat 1 Unit Rumah 35.000.000
masyarakat yang terkena Relokasi SINGKAWANG yangTerkena relokasi Program yang terkena Relokasi Program SINGKAWANG yangTerkena relokasi Program
Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terbangun Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terbangun
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No . . . ; _— . . . i
Urusan/Bidang Urusan Pemer.mtahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerjntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sub Kegiatan Pembangunan KOTA Jumlah Rumah Khusus beserta Sub Kegiatan Pembangunan Rumah KOTA Jumlah Rumah Khusus beserta
6) Rumah Khusus beserta PSU bagi 1) PSU bagi Korban Bencana 2 Unit Rumah 70.000.000] 6) Khusus beserta PSU bagi Korban 1) PSU bagi Korban Bencana 2 Unit Rumah 70.000.000
SINGKAWANG SINGKAWANG
Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase Prasarana, sarana Persentase Prasarana, sarana
PROGRAM PENINGKATAN oA dan Utilitas Umum (PSU) PROGRAM PENINGKATAN G dan Utilitas Umum (PSU)
2. PRASARANA, SARANA DAN SINGKAWANG 1 Lingkungan Perumahan 55,47% 15.758.300.702| 2. PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS SINGKAWANG 1 Lingkungan Perumahan 55,47% 15.758.300.702|
UTILITAS UMUM (PSU) (perumahan Pengembang) yang UMUM (PSU) (perumahan Pengembang)
ditangani yang ditangani
Cakupan Perencanaan, Cakupan Perencanaan,
1 Kegiatan Urusan koTA 1 :emba“gunsanlpe':"gklj:'al'rt" 100% 15.758.300.702] 1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan koTA 1 :embangur;anlper:“gklj:'al":' 100% 15.758.300.702]
Penyell aan PSU Per SINGKAWANG WCEEIELESEEEI CEID LR PSS PSU Perumahan SINGKAWANG UEEEIENE S LTI CLLI AL RS EE
Umum (PSU) Lingkungan Umum (PSU) Lingkungan
Perumahan Perumahan
Sub Kegiatan Perencanaan Sub Kegiatan Perencanaan
1) g KOTA 1) Jumlah Pokumen Perencanaan 1 Dokumen 150.000.000| 1) g KOTA 1 Jumlah Pokumen Perencanaan 1 Dokumen 150.000.000
Penyediaan PSU Perumahan SINGKAWANG Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan PSU Perumahan SINGKAWANG Penyediaan PSU Perumahan
Perencanaan Penyediaan PSU KOTA Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Penyediaan PSU KOTA Jumlah Dokumen Perencanaan
Perumahan SINGKAWANG " Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 150.000.000 Perumahan SINGKAWANG ~ Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 150.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Lokasi Perumahan yang Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Jumlah Lokasi Perumahan yang
Prasarana, Sarana, dan Utilitas KOTA Disediakan P , Si , Sarana, dan Utilitas Umum di KOTA Disediakan P , Si , .
2) ; o 1) Seclaxan prasarana, sarand, | g3 ) oyagispaket 15.408.300.702| 2) ' ) 0 1) Doeclakan Frasarana, Sarana, | g3 okasi/paket 15.408.300.702
Umum di Perumahan untuk SINGKAWANG dan Utilitas Umum yang Perumahan untuk Menunjang Fungsi SINGKAWANG dan Utilitas Umum yang
Menunjang Fungsi Hunian Menunjang Fungsi Hunian Hunian Menunjang Fungsi Hunian
Cakupan Cakupan
Pembangunan/Peningkatan/Pemel Pe.mbangunan/Penlngkatan/Pem Pembangunan/Peningkatan/Pemeliha P(-T\mbangunan/Penlngkatan/Pem
. eliharaan Prasarana dan Sarana eliharaan Prasarana dan Sarana
iharaan Prasarana dan Sarana KOTA * psU lingk N h 100% 15.408.300.702) raan Prasarana dan Sarana KOTA * psU lingk N h 100% 15.408.300.702
Lingkungan Perumahan (jalan dan SINGKAWANG ingkungan Perumanan ° T Lingkungan Perumahan (jalan dan SINGKAWANG ingkungan Ferumanan : T
. . (Perumahan Pengembang yang . . (Perumahan Pengembang yang
drainase Lingkungan Perumahan) drainase Lingkungan Perumahan)
sudah menyerahkan Aset PSU) sudah menyerahkan Aset PSU)
yang terfasilitasi PSU yang terfasilitasi PSU
Pembangunan/Peningkatan/Pemel Jumlah lokasi PSU lingkungan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliha Jumlah lokasi PSU lingkungan
, iharaan Prasarana dan Sarana KOTA Perumahan (Perumahan 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702] " Prasarana dan Sarana KOTA # ::erumat;an (Perumanan 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702;
Lingkungan Perumahan (jalan dan SINGKAWANG Pengembang) yang okasi/Pake N Lingkungan Perumahan (jalan dan SINGKAWANG engembang) yang okasi/Pake T

drainase Lingkungan Perumahan)

dibangun/ditingkatkan/dipelihara

drainase Lingkungan Perumahan)

dibangun/ditingkatkan/dipelihar
a
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Kumuh

dan Permukiman Kumuh

Perumahan dan Permukiman Kumuh

Perumahan dan Permukiman
Kumuh

Catatan
N Urusan/Bidang Urusan Pemer'intahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.intahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi dalam Rangka dan Sinkronisasi dalam rangka dan Sinkronisasi dalam rangka
3 . Kota Singk: 1 1L 25.000.000 1 1L 25.000.000
) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan| ' > e N8 ) Penyediaan Prasarana, Sarana, aporan ) Penyediaan Prasarana, Sarana, aporan
Utilitas Umum Perumahan dan Utilitas Umum Perumahan dan Utilitas Umum Perumahan
Sub Kegiatan Verifikasi dan Jumlah Laporan Hasil Serah Sub Kegiatan Verifikasi dan Jumlah Laporan Hasil Serah
4) Penyerahan PSU Perumahan dari Kota Singkawang 1) Terima PSU Perumahan yang 1 Laporan 175.000.000|4) Penyerahan PSU Perumahan dari Kota Singkawang 1) Terima PSU Perumahan yang 1 Laporan 175.000.000
Pengembang Terverifikasi dari Pengembang Pengembang Terverifikasi dari Pengembang
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN 19.790.264.284 19.790.264.284
Persentase Luasan Kawasan Persentase Luasan Kawasan
PROGRAM KAWASAN KOTA Permukiman Kumuh (dengan KOTA Permukiman Kumuh (dengan
b 1.1 14 19.150.264.284|3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.1 65,14% 19.150.264.284
& PERMUKIMAN SINGKAWANG Luas di Bawah 10 Ha) yang s 0% SINGKAWANG Luas di Bawah 10 Ha) yang ’
ditangani ditangani
Persentase Penanganan Jumlah Persentase Penanganan Jumlah
Unit Rumah Tidak Layak Huni Unit Rumah Tidak Layak Huni
1.2 pada Kawasan Permukiman 50,0% 890.000.000 1.2 pada Kawasan Permukiman 50% 890.000.000
Kumuh (dengan luas dibawah Kumuh (dengan luas dibawah
10 Ha) 10 Ha)
Kegiatan Penerbitan Izin Cakl..l.pan Izin/Rumusan . . . Cakl.l.pan Izin/Rumusan
Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan dan Kegiatan Penerbitan Izin Kebijakan Pembangunan dan
1. Kota Singk irp b Kawasan 100% 10.000.000{1. Pemb dan P k Kota Singk 1p b Kawasan 100% 10.000.000|
Pengembangan Kawasan . b b
N Per serta Per Kawasan Permukiman Per serta Per
Permukiman
Kumuh Kumuh
Sub Kegiatan Koordinasi dan ijumlsa.h kLapo.ran.HaSIl Koordinasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Lumlsa‘h ltapc.oran.HasH Koordinasi
1) Sinkronisasi Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) an sinkronisasi 1 Laporan 10.000.000] 1) Sinkronisasi Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) an sinkronisast 1 Laporan 10.000.000
. Penyelenggaraan Kawasan . Penyelenggaraan Kawasan
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman
Permukiman Permukiman
Kegiatan Penataan dan Cakupan Penataan Kawasan Kegiatan Penataan dan Peningkatan Cakupan Penataan Kawasan
2 Peningkatan kualitas Kawasan Kota 1. Per Kumuh dengan 100% 20.000.000| 2 itas Kawasan Per Kota Sing| g 1. Per Kumuh dengan 100% 20.000.000|
Permukiman Kumuh dengan Luas Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Kebijakan Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Kebijakan
1) Penyusunan/Review/Legalisasi Kota Singkawang 1) Bidang PKP yang 1 Dokumen 10.000.000 1) ~ Penyusunan/Review/Legalisasi Kota Singkawang 1) Bidang PKP yang 1 Dokumen 10.000.000
Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview /Terlegalisasi Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview /Terlegalisasi
. . > i "
Survei dan Penetapan Lokasi Jumlah Dokumen Hasil Survei dan X _ Jumlah Dokumen Hasil Survei
) Survei dan Penetapan Lokasi dan Penetapan Lokasi
2) Perumahan dan Permukiman Kota Singkawang 1) Penetapan Lokasi Perumahan 1 Dokumen 10.000.000| 2) Kota Singkawang 1) 1 Dokumen 10.000.000
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No q 4 a p —— g q A
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Capaian | Kebutuhan Dana i
U B0 ' ekl Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 pal U @t ean B ' lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 pal utu / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Peningkatan Kualiatas N Kegiatan Peningkatan Kualiatas R
N Luas Permukiman Kumuh yang . Luas Permukiman Kumuh yang
Kawasan Permukiman Kumuh |\ o o\ 1.1 Ditingkatkan infrstrukt 2H 19.120264.284| 3 K@Wasan Permukiman Kumuh G 1.1 Ditingkatkan infrstrukt 2H 19.120.264.284
g .120.264.. d a .120.264.
dengan Luas di Bawah 10 ota an in rs. ruldur 2 dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ota Singkawang ‘tingkatkan in rs. ruldur
Kawasan Permukimannya Kawasan Permukimannya
(Sepuluh) Ha Ha
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah . Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 5 Sub Kegiatan Perbaikan Rumah . Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 5
1) Tidak Layak Huni Kota Singkawang 1) yang Diperbaiki 42Unit Rumah 890.000.000f 1) Tidak Layak Huni Kota Singkawang 1) yang Diperbaiki 42Unit Rumah 890.000.000
Jumlah R h Tidak Layak Huni
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni ’\:r‘:Ra uma dl 2 tkaya unt
yang mendapatkan
MBR yang mendapatkan bantuan
- y. N N " P 42 Unit Rumah 840.000.000 - bantuan Rehabilitasi pada 42 Unit Rumah 840.000.000
Rehabilitasi pada Kawasan K P i K h
Permukiman Kumuh (DAU) awasan Permukiman fumu
(DAU)
Jumlah Fasiltasi/Monitoring 1 Jumlah Fasiltasi/Monitoring
_ Rumah Rumah Tidak Layak Huni Dokumen/kegiat 50.000.000 _ Rumah Rumah Tidak Layak Huni Dokumen/kegiatd 50.000.000
MBR yang mendapat bantuan an MBR yang mendapat bantuan
Rehabilitasi (DAU) Rehabilitasi (DAU)
Sub Kegiatan Kerja sama Perbaikan JKunTIa: Dok:n’:en k:sebpétatan :(urrTlaz Dok:mlen k:sebp:?:atan
2) Rumah Tidak Layak Huni Kota Singkawang | 1) <2 >ama dalam Perbaikan 10 DOKUMEN 2.060.000.000 Kota Singkawang 1) "erja >ama dalam Perbaikan 10 DOKUMEN 2.060.000.000
Rumah Tidak Layak Huni Beseta Rumah Tidak Layak Huni Beseta
beserta PSU
PSU PSU
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pengendalian dan Sinkronisasi Pengendalian Sinkronisasi Pengendalian dan Sinkronisasi Pengendalian
3) Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) Penyelenggaraan 1 Laporan 110.000.000)3) Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) Penyelenggaraan 1 Laporan 110.000.000
Pemugaran/Peremajaan Pemugaran/Peremajaan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Kumuh Permukiman Kumuh
Sub Kegiatan Pendataan dan Jumlah Dokumen Data Sub Kegiatan Pendataan dan Jumlah Dokumen Data
4) Verifikasi Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) Permukiman Kumuh yang 1 Dokumen 10.000.000|4) Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Kota Singkawang 1) Permukiman Kumuh yang 1 Dokumen 10.000.000
Kawasan Permukiman Kumuh Terverifikasi Permukiman Kumuh Terverifikasi
Jumlah Rumah Tangga yang
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Jumlah Rumah Tal.w.gga.yang Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Mendapatkan Fasilitasi
. Mendapatkan Fasilitasi . .
Perumahan Sementara bagi N di N h Perumahan Sementara bagi Penyediaan Perumahan
5) Masyarakat yang terkena Program Kota Singk 1) Senye tlaanb er»u,\:\a an «at 1 Rumah 100,000,000} 5) Masyarakat yang terkena Program Kota Singk 1 Sementara bagi Masyarakat 1R hT 100.000.000
Peremajaan Permukiman Kumuh ota Singkawang Ten;en a;a 28l :syara .a yang Tangga B Peremajaan Permukiman Kumuh ota Singkawang yang Terkena Program umah Tangga R
dengan Luas di bawah 10 er ena. rogram Peremajaan dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Peremajaan Permukiman Kumuh
(Sepuluh) Ha P.ermuklman Kumuh dengan Luas Ha dengan Luas di Bawah 10
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha
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Sub Kegiatan Pelaksanaan
Pemugaran Permukiman Kumuh

6)

Kota Singkawang

Luas Permukiman Kumuh Yang
Dipugar

1

2 Ha

15.950.264.284

Sub Kegiatan Pelaksanaan

6 Pemugaran Permukiman Kumuh

Kota Singkawang

1

Luas Permukiman Kumuh Yang
Dipugar

2 Ha

15.950.264.284

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Rehabilitasi/Pembangunan baru

Rehabilitasi/Pembangunan baru

Catatan
N Urusan/Bidang Urusan Pemer'intahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.intahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase Luas Area Persentase Luas Area
PROGRAM PERUMAHAN DAN KOTA :enceg:'ha" Pemm:han :’a“ i PROGRAM PERUMAHAN DAN KOTA :encegka'han Perum:han :'a" i
4. |4. KAWASAN PERMUKIMAN 1.1 ermukiman yang Berpotenst 10,81% 640.000.000 4. gt [ REIET VAN BE 10,81% 640.000.000
KUMUH SINGKAWANG Kumuh di Luar Kawasan Kumuh KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH SINGKAWANG Kumuh di Luar Kawasan Kumuh
(dengan Luas di bawah 10 Ha) (dengan Luas di bawah 10 Ha)
yang ditangani yang ditangani
Persentase Penanganan Jumlah Persentase Penanganan Jumlah
Unit Rumah Tidak Layak Huni di Unit Rumah Tidak Layak Huni di
2.2 Luar kawasan permukiman 7,57% 640.000.000 2.2 Luar kawasan permukiman 7,57% 640.000.000
kumuh (dengan luas dibawah kumuh (dengan luas dibawah
10 Ha) 10 Ha)
Kegiatan Pencegahan Perumahan
dalg‘ e p:rmukima“ I;uas Areha Pednceiahan Kegiatan Pencegahan Perumahan Ir;uas Areha Pednceiahan
1. Kota Singkawang | 1.1 o o2 an danfawasan 5Ha 640.000.000| 1. dan Kawasan Permukiman Kumuh | Kota Singkawang | 1.1 "crumahan dan Kawasan 5Ha 640.000.000
Kumuh pada Daerah Permukiman Kumuh Pada Per Kumuh Pada
pada Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Penanganan jumlah Cakupan Penanganan jumlah
Unit RTLH bagi MBR untuk Unit RTLH bagi MBR untuk
han tumbuh d han tumbuh d
1.2 Penceganan tumbun can 100% 640.000.000 1. Pencesanan tumauh can 100% 640.000.000
berkembangnya Permukiman berkembangnya Permukiman
Kumuh diluar kawasan Kumuh diluar kawasan
permukiman kumuh permukiman kumuh
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Tidak Layak Huni untuk untuk Pencegahan Terhadap Layak Huni untuk Pencegahan untuk Pencegahan Terhadap
Pencegahan Terhadap Tumbuh Tumbuh dan Berkembangnya Terhadap Tumbuh dan Tumbuh dan Berkembangnya
1) dan Berkembangnya Permukiman Kota Singkawang 1) Permukiman Kumuh di Luar 27 Unit 640.000.000|1) Berkembangnya Permukiman Kumuh Kota Singkawang 1) Permukiman Kumuh di Luar 27 Unit 640.000.000
Kumuh di Luar Kawasan Kawasan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh dengan Luas dengan Luas di Bawah 10 dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) dengan Luas di Bawah 10
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Ha (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Kota Singkawang - MBR yang mendapat bantuan 27 Unit 540.000.000 Kota Singkawang - MBR yang mendapat bantuan 27 Unit 540.000.000
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Kota Singkawang

Jumlah Fasiltasi/Monitoring dan
BOP Rumah Tidak Layak Huni

" MBR yang mendapat bantuan
Rehabilitasi/Pembangunan baru

1
Dokumen/Kegia
tan

100.000.000

Kota Singkawang

Jumlah Fasiltasi/Monitoring dan
BOP Rumah Tidak Layak Huni

" MBR yang mendapat bantuan
Rehabilitasi/Pembangunan baru

1
Dokumen/Kegiata
n

100.000.000

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No 9 5 q 5 I q A q
Urusan/Bidang Urusan Pemer'mtahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 g 4 5 6 7 8 o) 10 11 12
URUSAN WAIJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN
BIDANG PERTANAHAN 3.646.568.143| 3.646.568.143|
PROGRAM PENYELESAIAN PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
a KOTA Persentase Seng.ket.a. Tar'|ah 100% 106.000.000 1 KOTA a Persentase Seng.kefia. Ta|:|ah 100% 106.000.000
SENGKETA TANAH GARAPAN SINGKAWANG Garapan yang difasilitasi TANAH GARAPAN SINGKAWANG Garapan yang difasilitasi
Peny k Cakupan Sengketa Tanah . . Cakupan Sengketa Tanah
KOTA Kegiatan Penyelesaian Sengketa KOTA
Tanah G dalam Daerah, 1 1 106.000. 1 106.000.
A nanCarpanicelamiDac i/ SINGKAWANG G‘ara!.)‘an Yan-g . g0 08000000 Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota. SINGKAWANG 1 G.ara.p.an Yan‘g . 100% Gy
Kota. difasilitasi/ditangani difasilitasi/ditangani
Sub Kegiatan Inventarisasi Jumiah Data Sengketa. Konflik Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Jumlah Data Sengketa. Konflik
1 Sengketa, Konflik, dan Perkara KOTA 1) dum: ka adelng ela, ontl 1 Dok 40.000.000| 1) Konflik, dan Perkara Pertanahan KOTA 1 dum: ka adelng ela, ontl 1 Dok 40.000.000
men .000. .000.
)" pertanahan dalam 1 (satu) Daerah | SINGKAWANG Da" ehrKa': atam/K(iatu) okume dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG ) Dan ehrKa': a:m/K(iatu) okumen
Kabupaten/Kota. aerah Kabupaten/ota Kabupaten/Kota. aerah Rabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara Hasil Jumlah Berita Acara Hasil
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian KOTA Mediasi Penyelesaian Kasus 1 Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian KOTA Mediasi Penyelesaian Kasus 1
2) Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 SINGKAWANG 2) Sengketa dan Konflik Tanah Dokumen/Berita 66.000.000] 2) Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 SINGKAWANG 2) Sengketa dan Konflik Tanah Dokumen/Berita 66.000.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota. Garapan dalam (satu) Daerah Acara (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Garapan dalam (satu) Daerah Acara
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KOTA Persentase Penyelesaian PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KOTA Persentase Penyelesaian
2 KERUGIAN DAN SANTUNAN SINGKAWANG 2 Masalah Ganti Rugi/Santunan 100% 1.416.000.000] 2 KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH ST 2 Masalah Ganti Rugi/Santunan 100% 1.416.000.000|
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Tanah untuk Pembangunan UNTUK PEMBANGUNAN Tanah untuk Pembangunan
Kegiatan P lesaian Masalah
Eglé an e!wye esalan Masala . Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti .
Ganti Kerugian dan Santunan Cakupan Penyelesaian Masalah X Cakupan Penyelesaian Masalah
KOTA N . Kerugian dan Santunan Tanah untuk KOTA N .
1 Tanah untuk pembangunan oleh 2 Ganti Rugi/Santunan Tanah 100% 1.416.000.000| 2 ) 2 Ganti Rugi/Santunan Tanah 100% 1.416.000.000
) SINGKAWANG pembangunan oleh Pemerintah SINGKAWANG
Pemerintah Daerah untuk Pembangunan untuk Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan Penetapan Daftar . . Sub Kegiatan Penetapan Daftar . .
. Jumlah Keputusan Bupati/Wali . Jumlah Keputusan Bupati/Wali
1 Masyarakat Penerima Santunan KOTA 1) K T N 2 Dok £0.000.000| 1) Masyarakat Penerima Santunan KOTA 1 Kota T P 2 Dok 20.000.000
) Tanah dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG ota Tentang Penetapan okumen B Tanah dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG ) Kota Tentang Penetapan okumen -UP0H

Kabupaten/Kota.

Penerima Santunan Tanah

Kabupaten/Kota.

Penerima Santunan Tanah
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_ SKTim Pengadaan Tanah
Kewenangan Kota

1 Dokumen

30.000.000]

SK Tim Pengadaan Tanah
Kewenangan Kota

1 Dokumen

30.000.000

SK Tim Pengadaan Tanah
Pendelegasian Provinsi

1 Dokumen

50.000.000]

SK Tim Pengadaan Tanah
Pendelegasian Provinsi

1 Dokumen

50.000.000

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No q 4 q o e q A q
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan lokasi . L . Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan . . L N Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pentin,
Indikator Kinerja Program / Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan g
Daerah dan Program / Kegiatan J E / Keg 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan i & / Keg 2022 (Rp)
2 g 4 5] 6 7 8 © 10 11 12
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan N o Jumlah Dokumen Koordinasi dan
) S N Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Sinkronisasi Penyelesaian . I . Sinkronisasi Penyelesaian
Ganti K ian dan Sant KOTA Masalah Ganti K ian d Sinkronisasi Penyelesaian Masalah KOTA Masalah Ganti K iand
anti Kerugian dan Santunan
2) 8 1) asalah Ganti Kerugian dan 5 Dokumen 1.336.000.000] 1) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 1) asalah Ganti Kerugian dan 5 Dokumen 1.336.000.000:!
Tanah untuk Pembangunan oleh SINGKAWANG Santunan Tanah untuk . SINGKAWANG Santunan Tanah untuk
) untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Pemerintah Daerah Pembangunan oleh Pemerintah Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Ganti Rugi/Santunan Cakupan Ganti Rugi/Santunan
# Tanah/Kerohiman yang 100% 1.336.000.000} #  Tanah/Kerohiman yang 100% 1.336.000.000!
terdampak Pembangunan terdampak Pembangunan
. Jumlah dokumen Ganti
Jumlah dokumen Ganti )
. . Rugi/Santunan
- Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman 1 Dokumen 900.000.000] - . 1 Dokumen 900.000.000;
terd K Pemb. Tanah/Kerohiman yang
ang terdampak Pembangunan
yang P 8 terdampak Pembangunan
Jumlah Dokumen Kegiatan Jumlah Dokumen Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
- Penyelenggaraan Pengadaan 1 Dokumen 200.000.000 - Penyelenggaraan Pengadaan 1 Dokumen 200.000.000
Tanah dan Fasilitasi Percepatan Tanah dan Fasilitasi Percepatan
Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah
Jumlah Dok A isal Jumlah Dok Al isal
- Juman bokumen Appraisa 1 Dokumen 66.000.000 . uman bokumen Appraisa 1 Dokumen 66.000.000
Penilaian Tanah Penilaian Tanah
Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
- Y 1 Dokumen 70.000.000 - Y 1 Dokumen 70.000.000
Pengadaan Tanah (DPPT) Pengadaan Tanah (DPPT)
Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan
- ifikasi/ Pembu 1 Dokumen 100.000.000) .o rtifikasi/ Pembu 1 Dokumen 100.000.000

Alas Hak Tanah

Alas Hak Tanah
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Persentase Terdatanya Jumlah

Persentase Terdatanya Jumlah

3 3. PROGRAM PENETAPAN TANAH KOTA 3 Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ K 36,84% 80.000.000] PROGRAM PENETAPAN TANAH KoTA 3 Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ 36,84% 80.000.000|
: " ULAYAT SINGKAWANG LD CLETEY LIS Y/ LED 4 -000- ULAYAT SINGKAWANG anah Ulayat/ Hukum Adaf 2 .000.
Desa Kas Desa
Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat G Cakupan Terinventarisasinya Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat @R Cakupan Terinventarisasinya
1. yang Lokasinya dalam Daerah 1 Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa di 36,84% 80.000.000| 1 yang Lokasinya dalam Daerah 1  Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa 36,84% 80.000.000)
SINGKAWANG . SINGKAWANG . N
Kabupaten/Kota Kota Singkawang Kabupaten/Kota di Kota Singkawang
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Survei dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Survei dan
Sinkronisasi Survei dan Pemetaan KOTA Pemetaan Batas Tanah Ulayat Sinkronisasi Survei dan Pemetaan KOTA Pemetaan Batas Tanah Ulayat
1 7 Laporan 80.000.000 1 7 L 80.000.000
) Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) [ SINGKAWANG dalam 1 (satu) Daerah P Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) SINGKAWANG ) dalam 1 (satu) Daerah aporan
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan lokasi . L . Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan . . L N Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pentin;
Indikator Kinerja Program / Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8
Daerah dan Program / Kegiatan L E! / Kegi 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan L & / Keg 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R — Persentase Luas Potensi
u i
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOTA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOTA Pemanfaatan atas tanah
4. 4. 4 Pemanfaatan atas tanah koson 33,33% 310.000.000 4 33,33% 310.000.000
KOSONG SINGKAWANG - ALY ’ KOSONG SINGKAWANG kosong yang sudah g
yang sudah diinventarisasi . L
diinventarisasi
a Kegiatan Penyelesaian Masalah KOTA 1 sakuplan Ifoor’;dlllnas; Tl 100% GTRGED Kegiatan Penyelesaian Masalah KOTA 1 (;akuplan K.oor:/:nasll h Tanah 100% 60.000.000
Tanah Kosong SINGKAWANG IR W L T B Tanah Kosong SINGKAWANG Snvelesaianiasale g -000.
Kosong Kosong
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah L Koordinasi dal Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah L Koordinasi
1 Sinkronisasi Penyelesaian Tanah KOTA 1 Rurn ak Paporalr\ ?or;nas:" alam 10 L 60.000.000 Sinkronisasi Penyelesaian Tanah KOTA 1 durln 2 R apc:(ra: oor‘ ma,SI 10 L 60.000.000
) Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG ) Kang a Penyelesalan fana aporan R Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG ) Ta amh Kang a Penyelesaian aporan T
Kabupaten/Kota. osong Kabupaten/Kota. anah Kosong
2 Kegiatan Inventarisasi dan KOTA a :akukpabr!.Ir:(ven:’arlsaslf/terdata 100% 250.000.000 Kegiatan Inventarisasi dan KOTA 1 :akukp;::}r:(ven;ansas;/terdata 100% 250.000.000
Pemanfaatan Tanah Kosong SINGKAWANG L LS E10 HEET EEE ey Pemanfaatan Tanah Kosong SINGKAWANG an kebijakan Pemanfaatan .000.
Tanah Kosong Tanah Kosong
Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah KOTA Jumlah Dok P faat: Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah KOTA Jumlah Dok P faat:
1) 8| 1) umlah Dokumen Pemanfaatan 1 Dokumen 250.000.000| 1) gl 1) umlah Dokumen Pemanfaatan 1 Dokumen 250.000.000
Kosong SINGKAWANG Tanah Kosong Kosong SINGKAWANG Tanah Kosong
2 2
} Jumlah Laporan Pendukung 3.000 M?/1 250.000.000 B Jumlah Laporan Pendukung 3.000 M?/1 250.000.000
Pemanfaatan Tanah Kosong Laporan Pemanfaatan Tanah Kosong Laporan
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Cakupan Terdatanya/Tertib

Cakupan Terdatanya/Tertib

Pertanahan

Pertanahan

Kegiatan Penertiban Izin KOTA Administrasi Data Pertanahan Kegiatan Penertiban Izin Membuka KOTA Administrasi Data Pertanahan
1 100% 75.068.143 75.068.143
Membuka Tanah SINGK Izin Tanah Tanah SINGK 1 Izin Tanah 100%
Negara Negara
Sub Keglatan Koordinas dan oA VoordnasidonSinconsas Sub Keglatan Koordinas! dan oA Yoordinaidan Sinkronsad
Sinkronisasi Pemberian Izin 1 1 Dok .290.794| 1) Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka .290.794
Rl SINGKAWANG dalam rangka Pemberian Izin okumen 53.290.79 ) SINGKAWANG Rl dalam rangka Pemberian Izin 1 Dokumen 53.290.75
Membuka Tanah. Tanah.
Membuka Tanah Membuka Tanah
Jumlah Lahan yang telah Jumlah Lahan yang telah
- dilaksanakan Pendaftaran Tanah 150 Persil 37.500.000 - dilaksanakan Pendaftaran Tanah 150 Persil 37.500.000
Sismatis Lengkap (PTSL) Sismatis Lengkap (PTSL)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Perserta yang memahami Jumlah Perserta yang
50 26 50 26
- Pendaftaran Tanah Sistematis orang/ 15.790.794 - memahami Pendaftaran Tanah orang/ 15.790.794
Kelurahan N N Kelurahan
Lengkap (PTSL) Sistematis Lengkap (PTSL)
) Sub Kegiatan Pengendalian KOTA 1 ::umlah :orkurr;en Kegflatan 1 Dok 21.777.349| 1) Sub Kegiatan Pengendalian KOTA 1 :)umlah:olkun;en Kegflatan 1 Dok 21.777.349
) Pemanfaatan Tanah Negara. SINGKAWANG engendalian Pemanfataan okumen o Pemanfaatan Tanah Negara. SINGKAWANG ) engendalian Pemanfataan okumen o
Tanah Negara Tanah Negara
R Jumlah Dokumen Pengukuran 1 Dokumen 10.350.000 R Jumlah Dokumen Pengukuran 1 Dokumen 10.350.000
Pertanahan Pertanahan
_ Jumlah Dokumen Pemetaan 1 Dokumen 11.427.349 _ Jumlah Dokumen Pemetaan 1 Dokumen 11.427.349
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Kegiatan Penggunaan Tanah yang G Cakupan Kegiatan Penggunaan Tanah yang G Cakupan
1 Hamparannya dalam satu Daerah 1 Penggunaan/Pemanfaatan 100% 1.659.500.000] 1 Hamparannya dalam satu Daerah 1 Penggunaan/Pemanfaatan 100% 1.659.500.000
SINGKAWANG SINGKAWANG
Kabupaten/Kota Tanah Kabupaten/Kota Tanah
Sub Kegiatan Koordinasi dan KOTA JKumlzl.w Lanrané'Dt‘J(kum.en. Sub Kegiatan Koordinasi dan KOTA :(uml:h La-ptd)rané.[)ikun-\en-
X o oordinasi dan Sinkronisasi X . oordinasi dan Sinkronisasi
1) Sinkronisasi Perencanaan 1 8L 759.500.000| 1) Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan 1 8L 759.500.000
) SINGKAWANG ) Perencanaan Penggunaan Tanah aporan ) 68 SINGKAWANG ) Perencanaan Penggunaan Tanah aporan
Penggunaan Tanah Tanah
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
N Catatan
° Urusan/Bidang Urusan Pemer.intahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer'intahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai KOTA ;mkm'nrils'las'lTunm: mineta'pDkan Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai KOTA ;mkm'nlils'?s'lTumu: m(:)neta'plll'(an
2) Tanah Kewenangan 1) Zonasi Nilai Tanah sebagal Dasar | g 1\ men 825.000.000| 1) 8 q) <onasiNilalTanahsebagal Dasar| g\ ey 825.000.000
Kabupaten/Kota SINGKAWANG Pelayanan Informasi Nilai Tanah Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota SINGKAWANG Pelayanan Informasi Nilai Tanah
dan Pelayanan Pertanahan dan Pelayanan Pertanahan
Lainnya Lainnya
Sub Kegiatan Koordinasi dan KOTA J;T(lah F)okvu:\lenkKoordlnasl dan Sub Kegiatan Koordinasi dan KOTA J;n;lah F)olﬁu;n(lenkKoordlnasl dan
3) Sinkronisasi Pelaksanaan 1) " ror.\|sas.| claksanaan 1 Dokumen 75.000.000| 1) Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi 1) " ror.nsas.l ¢laksanaan 1 Dokumen 75.000.000
- SINGKAWANG Konsolidasi Tanah Kewenangan SINGKAWANG Konsolidasi Tanah Kewenangan
Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Tanah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jasa Konsultansi Perorangan KOTA Jumlal Dokuc;nen S“"’fv' Jasa Konsultansi Perorangan ‘oA Jumlar;(Dokudmen SUI’V:‘IV
Pengukuran dan pemetaan _ pengu _urar\ an pemetaan 1 Dokumen 75.000.000] - Pengukuran dan pemetaan - pengu .urah an pemetaan 1 Dokumen 75.000.000
- SINGKAWANG Konsolidasi Tanah/Tenaga . SINGKAWANG Konsolidasi Tanah/Tenaga
Konsolidasi Tanah X Konsolidasi Tanah X
Konsultansi Perorangan Konsultansi Perorangan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan i Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan q . - - Target Capaian | Kebutuhan Dana i
/ s ) etz Indikator Kinerja Program / Kegiatan B! P! B! / & . lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan & P / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JUMLAH 48.904.840.875 JUMLAH 48.904.840.875
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 20004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah Merubah pola perencanaan yang ada dari
shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan
berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil proses
Perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan
Proses bottom Up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirsi

masyarakat sehingga peyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhaan masyarakat.

Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Dinas Perumahan, Permukimaan dan Pertanahan Kota Singkawang mengakomodir aspirasi

masyarakat melalui forum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD (Pokok-pokok

Pikiran) yang kemudian di sinkronisasikan, diverifikasi dan dimasukkan kedalam program

kegiatan dan di lakukan entry kedalam sistem aplikasi SIPD dan dapat juga dilihat pada (tabel

2.16 Form T-C-32) dengan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan kegiatan:
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Sub Kegiatan Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian,
yaitu Pembangunan/Peningkatan Jalan Di Lingkungan perumahan, Pembangunan /

Peningkatan  dan pemeliharaan Saluran Darainase Di Lingkungan Perumahan. dengan

Lokasi tersebar di 5 kecamatan.

2. Program Kawasan Permukiman serta Program Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh :

a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Stimulan
Perumahan Swadya (BSPS) yang bersumber dana dari DAK Bidang Perumahan
Permukiman serta DAU-APBD Kota Singkawang yang merupakan Bantuan sosial
dengan sasaran Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan lokasi tersebar di 5 kecamatan di Kota
Singkawang.

b. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

c. Sub kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Berupa sarana
dan Pasarana Infrastruktur lingkungan Perumahan Permukiman yaitu Prasarana Sarana
Utilitas Umum (PSU) dan Prasarana Sarana Dasar (PSD) dalam rangka Pencegahan
Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan

Luas di bawah 10 Ha) yaitu pekerjaan : Pembangunan / Peningkatan Jalan lingkungan

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang S
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perumahan permukiman dan Pembangunan / Peningkatan saluran Drainase lingkungan

perumahan permukiman.

Tabel 2.16 (Form Tabel T-C.32.)
USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2024
NO Program / Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
| Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
A.|Bidang Perumahan Rakyat
Persentase Prasarana, sarana
dan Utilitas Umum (PSU)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 4 Lingkungan Perumahan s
SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU) (Perumahan Pengembang) yang
ditangani
Cakupan Perencanaan,
Pembangunan/Peningkatan
1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU 1 Prasarana, Sarana dan Utilities 100%
Perumahan Umum (PSU) Lingkungan
Perumahan
Sub Kegiatan Penyediaan nglah Lokasi Perumahan yang
- Disediakan Prasarana, Sarana, "
1) Prasarana, Sarana,dan Utilitas 1) L 7 Lokasi.Paket
. dan Utilitas Umum yang
Umum di Perumahan untuk ) . -
. . A Menunjang Fungsi Hunian
Menunjang Fungsi Hunian
Kornp!ek BTN Agung Lestari Ill Kel. Pembangunan Paving Blok Jalan 1 Paket Pembangunan
Sei Wie, Kota Singkawang Gang Perumahan jalan
TKN Pembina Peningkatan
JI. Manggis, Pembangunan Paving Blok Jalan 9 N
1 Paket Jalan Paving
Perumnas Roban Gang Perumahan Blok di TKN
Kecamatan Singkawang Tengah, Kota ok d’
Pembina
Jalan Jeruk 3RT 59 RW 13
Perumnas Kel. Roban Kec. Pembangunan Paving Blok Jalan 1 Paket Paving Block 125
Singkawang Tengah , Kota Gang Perumahan MLebar 3 M
Singkawang
JI. Pramuka Amethyst Resident Rt. .
019/ Rw. 007 Kel. Sekip Lama, Kota Pembangunan Paving Blok Jalan 1 Paket Pemasangap
. Gang Perumahan Paving
Singkawang
Jalan
Jalan W0n05§r| Gang Arta | Kel. Pembangunan Paving Blok Jalan Pemasangan
Roban Kec. Singkawang Tengah , 1 Paket .
Kota Singkawan: Gang Perumahan Paving
9 9 Block
ngan Belimbing Perumnas Kel Roban Pembangunan Paving Blok Jalan Pemasangan
Singkawang Tengah , Kota 1 Paket .
Singkawang Gang Perumahan Paving
Block
JI. Griya Tawang Asri Kel. Condong, Pembangunan saluran Pembangunan
. : 1 Paket
Kota Singkawang Permukiman saluran
Permukiman
B|Bidang Kawasan Permukiman
Persentase Luas Area
Pencegahan Perumahan dan
1| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN q EHILIRE N e 65%
Kumuh di Luar Kawasan Kumuh
(dengan Luas di bawah 10 Ha)
yang ditangani
Jumlah Fasiltasi/Monitoring
2 Rumah Rumah Tidak Layak Huni 50%
MBR yang mendapat bantuan
Rehabilitasi (DAU)
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Kegiatan Peningkatan Kualiatas

1 Kawasan Permukiman

Kumuh

dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh)

Ha

Luas Permukiman Kumuh yang
Ditingkatkan infrstruktur Kawasan
Permukimannya

2 Ha

Cakupan Penanganan Jumlah
Unit RTLH Bagi MBR pada
Kawasan Permukiman Kumuh
(dengan luas dibawah 10 Ha)

100%

1) Pembangunan

Sub Kegiatan Pelaksanaan
Pemugaran/
PeremajaanPermukiman Kumuh

Kota Singkaawang

1

=

Luas Permukiman Kumuh Yang
diRemajakan/ Dipugar

2 Ha

JI. Parit Ketapang Gg.39
1 Rt.014/Rw.003, Kelurahan Melayu,
Kota Singkawang

Pembangunan Saluran Drainase
Perumahan

1 Paket

NO

Program / Kegiatan /Sub Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran Volume

Catatan

JI.Parit Ketapang Blok Il
2 Rt.014/Rw.003, Kelurahan Melayu,
Kota Singkawang

Pembangunan Paving Blok Jalan
Gang Perumahan

[

Paket

Gg. H.Ackhmal RT.005/002,
Kelurahan Tengah, Kota Singkawang

Pembangunan Saluran Drainase
Perumahan

[

Paket

Gg. Amal RT.003 RW.001,
Kelurahan Jawa, Kota Singkawang

Pembangunan Saluran Drainase
Perumahan

i

Paket

JI. Siaga, Gg. Amanah, Kelurahan
Roban, Kota Singkawang

Pembangunan Paving Blok Jalan
Gang Perumahan

[

Paket

JI. Siaga, Gg. Bersama, Kelurahan
Roban, Kota Singkawang

Pembangunan Paving Blok Jalan
Gang Perumahan

[

Paket

JI. Siaga, Gg. Bersama 3, Kelurahan
Roban, Kota Singkawang

Pembangunan Paving Blok Jalan
Gang Perumahan

[N

Paket

JI. Siaga, Gg. Bersama 4, Kelurahan
Roban, Kota Singkawang

Pembangunan Paving Blok Jalan
Gang Perumahan

[N

Paket

Gg. Bersama,, Kel. Roban, Kota
Singkawang

Pembangunan Paving Blok Jalan
Gang Perumahan

[N

Paket

[

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH

Persentase Luas Area
Pencegahan Perumahan dan
Permukiman yang Berpotensi
Kumuh di Luar Kawasan Kumuh
(dengan Luas di bawah 10 Ha)
yang ditangani

7,57%

Persentase Penanganan Jumlah
Unit Rumah Tidak Layak Huni di
Luar kawasan permukiman
kumuh (dengan luas dibawah 10
Ha)

10,8%

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan
1 KawasanPermukiman Kumuh pada
Daerah Kabupaten/Kota

Luas Area Pencegahan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh Pada
Daerah Kabupaten/Kota

5Ha

Cakupan Penanganan jumlah
Unit RTLH bagi MBR untuk
pencegahan tumbuh dan
berkembangnya Permukiman
Kumuh diluar kawasan
permukiman kumuh

100%

1)

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah
Tidak LayakHuni untuk
Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman
Kumuh diLuar Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Kota Singkawang

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki

8 Unit
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JI. Mahad Usman, Rt.015, Kota

Perbaikan Rumah Tidak Layak

Renovasi Rumah

Singkawang Huni 1 Unit Wargayang kurang
mampu
JI. RA Kartini, Rt018/006 Renovasi Rumah
Kelurahan Sekip Lama Perbaikan Rumah Tidak Layak . ) .
! . 1 Unit TidakLayak Huni an.

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Huni .
Singkawan Ibu Karyati/Bapak

9 9 Pendi
RT 12 Kel. Bukit Batu Kec. : ,
Singkawang Tengah , Kota E(:rr:)ialkan Rumah Tidak Layak 1 Unit Bedah Rumah an.
Singkawang Natali
6 Kelurahan Keg. Singkawang Perb.alkan Rumah Tidak Layak 1 Unit Bantuan Sosial
Tengah, Kota Singkawang Huni
Warga a/ n Dayang di Kel. Kuala, Kota Perpa|kan Rumah Tidak Layak 1 Unit Hibah/ Bantuan Sosial
Singkawang Huni
Warga al/ n Ego Novianto , Kota Perpa|kan Rumah Tidak Layak 1 Unit Hibah/ Bantuan Sosial
Singkawang Huni

NO Program / Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan
1 2 3 4 5 6

Rumah Bapak Ridho Habibi JI.

Perbaikan Rumah Tidak Layak

Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang

Gang Perumahan

Gunung Merapi No. 08 Rt. 029/ Rw. Huni 1 Unit Hibah/ Bantuan
012 Kel. Pasiran, Kota Singkawang Sosial
Rumah Bapak Alpiansyah JI. Gunung . ]
Merapi Gg. Warga Rt. 029/ Rw. 012 aerr:).alkan Rumah Tidak Layak 1 Unit Hibah/ Bantuan
Kel. Pasiran , Kota Singkawang unt Sosial
Jumlah Dokumen Kesepakatan
Sub Kegiatan Kerja Sama Kerja Sama dalam Perbaykan
Perbaikan R h Tidak Layak Rumah Tidak Layak Huni Beserta
2) erbatkan Ruman ‘lgak Laya Kota Singkawang 1) PSU di Luar Kawasan 8 Dokumen Potensi Kumuh
Huni Beserta PSU di Luar Kawasan .
X Permukiman Kumuh dengan
Permukiman Kumuh denganLuas Luas di Bawah 10 (Sepuluh)
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha i P
JI. Alianyang Gg. Nusantara .
RT/RW.003/006, Kelurahan Tengah, Pembangunan Saluran Drainase 1 Paket Potensi Kumuh
} Perumahan
Kota Singkawang
Gg. Sawi RT/RW.OOS/OOl, Kelurahan Pembangunan Saluran Drainase 1 Paket Potensi Kumuh
Jawa, Kota Singkawang Perumahan
SDN 30 RT/RW.'OOS/OOZ’ Kelurahan Peningkatan Jalan dalam Gang 1 Paket Potensi Kumuh
Tengah, Kota Singkawang
JI. Pendidikan RT/RW.QOG/OOZ, Pembangunan Saluran Drainase 1 Paket Potensi Kumuh
Kelurahan Jawa, Kota Singkawang Perumahan
Jalan Jend. Sudirman Gang Amal |
dan Gang Mursid RT/RW.011/002 Pembangunan Paving Blok Jalan .
Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, Gang Perumahan 1 Paket Potensi Kumuh
Kota Singkawang
JI. Jenderal Sudirman Gg. Aliaman Pembangunan Paving Blok Jalan .
Kel. Roban , Kota Singkawang Gang Perumahan 1 Paket Potensi Kumuh
Jl. Yos.Sudarso, Gg. Parit Ketapang, Pembangunan Paving Blok Jalan 1 Paket Potensi Kumuh
Kota Singkawang Gang Perumahan
JI. Sama - sama, Gg. Gotong Royong, Pembangunan Paving Blok Jalan 1 Paket Potensi Kumuh
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3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

BAB Il

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2024

No.

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Memperkuat Ketahanan Ekonom iuntuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan

Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup
pemenuhan pangandan pertanian serta pengelolaan
kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya
air,sumber daya energi, serta kehutanan

Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan
perikanan, kemaritiman, energi,industri,
pariwisata,serta ekonomi Kreatif dan digital

Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan
unggulandaerah

Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan kewilayah
yang belum berkembang

Penguatan kemampuanSDM dan Iptek berbasis
keunggulan wilayah

Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar
secara merata

Peningkatan daya dukung lingkungan serta

Ketahanan bencana dan perubahan iklim

Meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing

N

Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan

Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial

Peningkatan pelayanan kesehatanmenuju cakupan
kesehatan semesta

Peningkatan pemerataan
pendidikan berkualitas

layanan

Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan
Pemuda

Pengentasan kemiskinan
Peningkatan produktivitas dan daya saing

Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan

W Dd PR

Revolusi mental dan pembinaan ideology pancasila
Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
Moderasiberagama

Penguatan budaya literasi,inovasi, dan kreativitas
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No. Prioritas Nasional Program Prioritas
V. Memperkuat Infrastruktur untuk | 1. Pembangunan infrastruktur pelayanan
Mendukung Pengembangan Ekonomi dasar
dan Pelayanan Dasar 2. Pembangunan konektivitas multi moda
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
Pembangunan infrastruktur perkotaan
Pembangunan energi dan ketenagalistrikan
Pembangunan dan pemanfaatan
infrastruktur TIK untuk transformasi digital
VI Membangun Lingkungan Hidup, | 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Ketahanan Bencana,dan )
Perubahan IKlim Peningkatan ketahanan bencana
danperubahaniklim
3. Pembangunanrendah karbon
VII Memperkuat  Stabilitas 1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan
Polhukhankam dan berkualitas

Transformasi Pelayanan Publik 2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi,penguatan

kesetaraandan kebebasan

3. Perbaikan sistem peradilan, penataan
regulasi dan tata kelola keamanansiber

4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan system

anti korupsi

5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di
luar negeri

6. Peningkatan rasa aman, penguatan
kemampuanpertahanan dan industri
pertahanan

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman merumuskan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah sertarencana program, Kkegiatan, sub kegiatan

pembangunan daerah yangdilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom

upop down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan pencapaian semua

sasaran dan prioritas serta program, kegiatan,kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan

dalam RKPD dandilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai

dengan Tema RKP Tahun 2024: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang

meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;

3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

5. Reuvitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap
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perubahan iklim);

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih
dan sanitasi; dan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

e Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan
RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan
memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam

kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Adapun Agenda pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
RKP Tahun 2024 yang menjadi Telaahan dan dipedomani sesuai tugas dan
fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada
Tabel (3.1) sebagai berikut :

Agenda Pembangunan Yaitu :

1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi

dan pelayanan dasar.

Agenda pembangunan ini d iturunkan kedalam program prioritas dan kegiatan

prioritas sebagai berikut :

a. Infrastruktur pelayanan dasar,dengan kegiatan prioritas,yaitu

1) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan

terjangkau;
b. Infrastruktur ekonomi,dengan kegiatan prioritas,yaitu

1) konektivitas jalan;
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3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk seluruh
isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.Pernyataan tujuan harus menunjukkan
suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat
pembangunan nasional.Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan
tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang pada RD
Periode 2023-2026. Tujuan merupakan arah yang akan tempuh dan dicapai dan berfokus pada
Sasaran Pembangunan Daerah serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategi dan

Kebijakan.

Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran target
Kinerja Perangkat Daerah dan berdasarkan Arah Tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum
dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, serta
memperhatikan Kesesuaian dengan Agenda Pembangunan Nasional yang tercantum dalam

RPJMN, dengan uraian sebagai berikut :
Tabel. 3.2

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG

Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Sasaran (tujuan PD) Strategi Arah Kebijakan
1 2 3
Terwujudnya infrastruktur | Peningkatan  Pemenuhan | Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak
pelayanan dasar Infrastruktur pelayanan | layak huni
Dasar

Penyediaan dan rehabilitasi rumah
layak huni bagi korban korban bencana

Fasilitasi  peningkatan ketersediaan
prasarana dan sarana dasar pemukiman

yang memadai

Peningkatan pengelolaan sanitasi

Meningkatnya kualitas penataan | Optimalisasi Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi
ruang dan penataan bangunan penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan
perencanaan, pemanfaatan | pengendalian tata ruang

dan pengendalian tata

ruang Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi

pengelolaan pertanahan
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Tabel 3.3
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RPD TAHUNZ2023-2026
Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tujuan Sasaran (tujuan PD) Strategi

Meningkatnya Pembangunan | Terwujudnya infrastruktur | Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur

Infrastruktur, Penataan Ruang, | pelayanan dasar pelayanan Dasar

Pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup yang Meningkatnya kualitas | Optimalisasi penyelenggaraan

berkelanjutan penataan ruang dan | perencanaan, pemanfaatan dan
penataan bangunan pengendalian tata ruang

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 4 Tahun
mendatang mengacu pada RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sebagaimana
ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
tahun 2018-2022, serta dengan memperhatikan RKPD tahun berkenaan adalah sebagai berikut
(Tabel 3.3) :

Adapun perumusan tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan KotaSingkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan

kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

Tujuan ke - 3 . Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang,

Pengembagan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
Sasaran ke- 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar
Sasaran ke- 2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

1. Bidang Perumahan Rakyat

e Tujuan :

Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.
Indikator tujuan : Cakupan \ketersediaan rumah layak huni.

e Sasaran :

1) Meningkatnya rumah layak huni

¢ Indikator Sasaran :

- Persentase rumah layak huni i

1. Bidang Kawasan Permukiman

e Tujuan:

Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.
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1. Indikator tujuan 1 :Persentase Luasan Permukiman kumuh di kawasan perkotaan

e Sasaran :

- Meningkatnya Penagnanan luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha

e |Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh
(dengan Luas di Bawah 10 Ha).
2. Bidang Pertanahan

e Tujuan :

- Meningkatnya kualitas pentaan ruang dan penataan bangunan.

e Indikator Tujuan :
e Sasaran :

- Meningkatnya penanganan Sengketa Tanah Garapan.

¢ Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
3. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

e Tujuan :
- Meningkatknya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

e Indikator Tujuan :

1) Persentase peningkatan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

e Sasaran :

1) Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di DISPERKIMTA.

Indikator Sasaran :

2) Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah.

¢ Indikator Sasaran :
1) Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2) Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Disperkimta

3) Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan
startegi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumendari suatu kebijakan
yang berisi satu atau beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat
Daerah, selanjutnya program kegiatan haruslah memiliki suatu alat ukur yang jelas dan dibuat

guna menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program kegiatan yang disebut.
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Indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program kegiatan baik
secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan
sebagai bentuk pencapaian tujuan dan sasaran yang menggambarkan skala atau tingkatan
yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan berdasarakan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana RKPD Tahun anggaran 2024. Renja Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan untuk tahun anggaran 2024 dengan Program dan kegiatan
prioritas sesuai Tugas dan Fungsi Dinas dan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Singkawang dengan faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan telah menyesuaikan dengan Pemutakhiran

pada sistem Aplikasi SIPD-RI yang terdiri dari 11 (Sebelas) program dan 22 Kegiatan yaitu :
» Program Prioritas
1. Program Pengembangan Perumahan.
Indikator kinerja Outcome ;

1 Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi

Program Pemerintah yang ditangani, target 100%.

Program ini dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi ProgramKabupaten/Kota.
1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena

Relokasi Program Kabupaten/Kota.
2) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.

3) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah
Khusus.

4) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program

Kabupaten/Kota.

5) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena

Relokasi Program Kabupaten/Kota.
6) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

7) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota.

1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
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3) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak
Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

5) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang

terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.

6) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana

Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Indikator kinerja Outcome ;

1 Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan

(perumahan Pengembang) yang ditangani, target 55,47%.

Program Pengembangan Perumahan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk

Menunjang Fungsi Hunian.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
4) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang.
3. Program Kawasan Permukiman.
Indikator kinerja Outcome;

Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)
yang ditangani, Target 65,14%

Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan
Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha), target 50%

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
1) Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

2) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kum

3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah
10 (Sepuluh) Ha.
1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
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2) Sub Kegiatan Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan

Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.

4) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Kumuh

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang
terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10
(Sepuluh) Ha.

6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Permukiman Kumuh.
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Indikator kinerja Outcome;

1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi
Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani,
Target 10,81%

, Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan
permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha), target 7,57%

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah
Kabupaten/Kota.
1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator kinerja Outcome ;

1 Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitas, target 100%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
1) Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota..

2) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota..

6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Kepentingan

Pembangunan

Indikator kinerja Outcome ;
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Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan
Target 100%.
Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

1

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
1) Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota..

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.
7. Program Penetapan Tanah Ulayat
Indikator kinerja Outcome ;
Persentaae Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa, Target 36,84%
1. Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah

Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
8. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Indikator kinerja Outcome ;

Persentase Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah di
inventarisasi Target 33,33%
1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

1) Sub Kegiatan Kooordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1

(satu) Daerah Provinsi

2. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

1) Sub Kegiatan Pelaksaan Inventarisasi Tanah Kosong.
9. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
Indikator kinerja Outcome ;

Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai 1zin Membuka
Tanah Negara (IMTN),target 84,82%
Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanabh.
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

2) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
10. Program Penatagunaan Tanah

Indikator kinerja Outcome ;
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1 Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan target 12%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Kabupaten/Kota.
» Program Penunjang/Pendukung

Program Penunjang/pendukung (supporting program) Sekretariat pada Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, terdiri dari 1 (satu) program penunjang

yaitu;

1, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja Outcome ;
1 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerahtarget 100%
Program ini meliputi Kegiatan dan sub Kegiatan;
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
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- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya.
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor — faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap usulan rumusan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada
Tahun 2024 dan tetap merujuk pada target RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-
2026 dan RKPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan,
serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program
dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan guna mencapai
tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2024 ini, maka disusun
beberapa Program terkait penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar Pertanahan. Ada 11 Program, 22 kegiatan dan 74 Sub Kegiatan
dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 48.904.840.875,- sebagaimana tabel 4.1 (Form Tabel
T-C.33.) sebagai berikut :
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Tabel 4.1 (Form Tabel T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program ( ) K (Output) Catatan Penting
8! 8! lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber . Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
04. 48.904.840.875 31.445.653.660
PERMUKIMAN
Sekretariat Dinas Per han, Permuki dan Per h 9.186.799.999 7.340.896.268
04. | 01 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH cet ’ ! Urusan Pemerintah DISPERKIMTA 100% 9.186.799.999 100% 7.340.896.268
DAERAH Daerah
0a. | 01| 201 Kegiatan Pe.re!\can.aan, Penggangaran Cakuparl l?oku.men Perencanaan, Penganggaran, dan DISPERKIMTA 100% 110.000.000 APBD 100% 70.000.000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
04. 01 2.01 | 0001 1) 1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DISPERKIMTA (Renja/Renja 20.000.000 APBD (Renja/Renja 8.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah
Perubahan) Perubahan)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
04. 01 2.01 | 0002 DISPERKIMTA APBD 1 Dok 5.000.000
Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen (RKA) 5.000.000 okumen
. N Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan R L 1 Dokumen 1 Dokumen
04. 01 2.01 | 0003 3) Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1) ?:;:;Koordlnaﬂ Penyusunan Dokumen Perubahan RKA: DISPERKIMTA (Perubahan RKA) 5.000.000 APBD (Perubahan RKA) 5.000.000
04. | 01| 2.01| 0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil DISPERKIMTA 1 Dokumen (DPA) 5.000.000 APBD 1 Dokumen (DPA) 5.000.000
Dokumen DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen
04. 01 2.01 | 0005 5 1 i inasi - DISPERKIMTA APBD 1 Dok 5.000.000
) Dokumen Perubahan DPA-SKPD ) ?Z;:;Koordlnaﬂ Penyusunan Dokumen Perubahan DPA. (Perubahan DPA) 5.000.000 okumen
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program ( )/ K (Output) Catatan Penting
an Progra eglata lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Elnerja SKPD (.13nllglaporar;HaIsll(IhKvoordF;nalsvl Pgnlzusuhan
04. | 01| 2.01 | 0006 | 6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DISPERKIMTA 8 Laporan 40.000.000 APBD 8 Laporan 20.000.000)
. [T SKPD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJANKIN,
- - DISPERKIMTA 8 L 40. X APBD 8 L 20.000.000
PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN) Realisasi PERJANKIN) aporan 0.000.000 aporan
i D
04.| 01| 2.01| 0007 | 7) Sub Keglatan Penyusunan Dokumen 1) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DISPERKIMTA 5 Laporan 30.000.000 APBD 5 Laporan 22.000.000
Evaluasi Perangkat Daerah
- Laporan LAKIP/LKT - Jumlah Laporan LAKIP/LKT DISPERKIMTA 1 Laporan 7.000.000 APBD 1 Laporan 5.000.000
- Laporan PMPRB - Jumlah Laporan PMPRB DISPERKIMTA 1 Laporan 6.000.000 APBD 1 Laporan 4.500.000
R Lapor?n Evaluasi Jabatan Struktural dan R Jumlalh Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan' DISPERKIMTA 1 Laporan 5.500.000 APBD 1 Laporan 4.000.000
Fungsional Fungsional/Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan
- Laporan Standar Kompetensi Jabatan - Jumlah Laporan SPIP DISPERKIMTA 1 Laporan 6.000.000 APBD 1 Laporan 4.500.000
Laporan Inovasi Daerah - Jumlah Laporan Inovasi Daerah DISPERKIMTA 1 Laporan 5.500.000 APBD 1 Laporan 4.000.000
Kegiatan Administrasi Ki Caki Pelak Ad rasi K Py kat
0a. | 01| 2.02 e o 2t GRS DISPERKIMTA 100% 4.595.184.703 100% 4.698.893.938
Perangkat Daerah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan . . .
04. 01 2.02 | 0001 1) . 1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN DISPERKIMTA 36 Orang/12 Bulan 4.099.197.459 APBD 36 Orang/12 Bulan 4.304.157.332
Tunjangan ASN
0a. 01 2.02 | 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi DISPERKIMTA 1 Dokumen 425.987.244 APBD 1 Dokumen 372.236.606
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
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Jasa administrasi keuangan yang
disediakan (Pengelola Keuangan

Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan

. - (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia DISPERKIMTA 1 Dokumen 425.987.244 APBD 1 Dokumen 372.236.606
Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi )
PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi ) gadaan, FPK, PETE, P P
04. 01 2.02 | 0003 Sub Keglat?n Pelak.s.anaa.n Penatausahaan Jumlafl Dokumgn Pgnatausahaan dan DISPERKIMTA 1 Dokumen 25.000.000 APBD 1 Dokumen 6.000.000
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bi P intahan D h
Kode Urusan/ |ddang:rusan /er':\er.mtta an baera Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
) L D Lo )
0a. o1 | 2.02 | 000a 2) Sub Keglaltan Koordinasi dan Pelaksanaan 1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi DISPERKIMTA 1 Dokumen 10.000.000 APBD 1 Dokumen 6.000.000
Akuntansi SKPD SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
04. 01 [ 2.02 | 0005 5) Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan DISPERKIMTA 1 Laporan 15.000.000 APBD 1 Laporan 10.500.000
Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan Pengelolaan dan .
04. | 01| 2.02 | 0006 | 6) Penyiapan Bahan Tanggapan 1) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan DISPERKIMTA 1 Dokumen 10.000.000 APBD 0,00 0
. Tindak Lanjut Pemeriksaan
Pemeriksaan
X o Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
04. 01 2.02 0007 7) Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1) . DISPERKIMTA 2 Laporan 10.000.000 APBD 0,00 0
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Semesteran SKPD
SKPD
0a. 01 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah DISPERKIMTA 100% 35.000.000 100% 30.700.000
Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Dareah
0a. | 01| 203 | ooor | 1) SubKesiatan Penyusunan Perencanaan 1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD DISPERKIMTA 1 Dokumen 5.000.000 APBD 1 Dokumen 4.000.000
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
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Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan

04. 01 2.03 0003 2) . X o L . DISPERKIMTA 1 Laporan 3.500.000 APBD 1 Laporan 3.500.000
Barang Milik Daerah SKPD Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak DISPERKIMTA 1 Laporan 16.500.000 APBD 1 Laporan 15.000.000
bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
04. 01 2.03 0005 3) Penyusunan Laporan Barang Milik 1) p V! P DISPERKIMTA 12 Laporan 5.000.000 APBD 12 Laporan 4.200.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD
04 01 203 | 0006 a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik| 1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah DISPERKIMTA 1 Laporan 5.000.000 APBD 1 Laporan 4.000.000
Daerah pada SKPD pada SKPD
Kegi Administrasi K o q = T
04 | 01| 2.05 4 I Cakupap Administrasikenseawaian Sonbiinli DISPERKIMTA 100% 360.000.000 100% 116.000.000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
04. 01| 2.05 | 0001 Sub keglatan.Plenllngkatan Slarana dan Jumlah .Umt Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin DISPERKIMTA 1 unit 10.000.000 APBD 0 0
Prasarana Disiplin Pegawai Pegawai
04. | 01 | 2.05 | 0002 2) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan DISPERKIMTA 1 paket 150.000.000 APBD 0 0

beserta Atribut Kelengkapannya
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Progra eglata lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
0009 3 DISPERKIMTA 48 Oran, 200.000.000 APBD 48 Oran, 116.000.000
) Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan e 8
0a. o1 | 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat DISPERKIMTA 100% 1.536.570.829 100% 752.239.421
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan komponen
lah Paket Ki | lasi Listrik/P
04. | 01| 2.06 | 0001 | 1) instalasi listrik/penerangan bangunan 1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan DISPERKIMTA 1 Paket 30.226.691 APBD 1 Paket 31.738.026
Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan
0a. o1 206 | 0002 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan 1) Jl,!mlalh Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DISPERKIMTA 2 Paket 578.158.981 APBD 2 Paket 192.316.930)
perlengkapan kantor Disediakan
Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DISPERKIMTA 100% 578.158.981 APBD 100% 192.316.930
disediakan
- ATK Perkantoran - Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan DISPERKIMTA 1 Paket 78.158.981 APBD 1 Paket 82.066.930)
- Peralatan dan Perlengkapan kantor - Jumlah Paket Perala.tanldan Perlengkapan Kerja DISPERKIMTA 1 Paket 500.000.000 APBD 1 Paket 110.250.000]
Perkantoran yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan N
04. 01 2.06 | 0003 3) Rumah Tangga 1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan DISPERKIMTA 1 Paket 106.030.697 APBD 1 Paket 48.332.233
04. o1 206 | 0o0os 2 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan 1) Jl{mlalh Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DISPERKIMTA 1 Paket 54.353.459 APBD 1 Paket 36.071.132)
dan penggandaan Disediakan
04. o1 2.06 0006 5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan 1) Jumlah Dokumen Bahan Baca?n d.an Peraturan DISPERKIMTA 1 Dokumen 9.801.000 APBD 1 Dokumen 10.781.100)
dan peraturan perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
04, o1 2.06 0009 Sub K?glaFan Penyelengg.alraan Rapat 1) Jumlah La‘poran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan DISPERKIMTA 12 Laporan 600.000.000 APBD 12 Laporan 425.000.000)
koordinasi dan konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
04, o1 206 | ooto Sljlb Keglatan Penatausahaan Arsip 1) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada DISPERKIMTA 1 Dokumen 4.000.000 APBD 1 Dokumen 4.000.000)
Dinamis pada SKPD SKPD
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan -
04. | 01| 206 | 0011 | 8 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1) uMah Dokumen/Aplikasi Dukungan Pelaksanaan DISPERKIMTA 1 Dokumen dan 1 154.000.000 APBD 1 Dokumen 4.000.000
pada SKPD Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Aplikasi
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Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem

- DISPERKIMTA 1 Dok X X APBD 1 Dok 4.000.000]
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD okumen 4.000.000 okumen
. Jumlah Aplikasi Sstem informasi Leader Monitoring DISPERKIMTA 1 Aplikasi 150.000.000 APBD 0 0
(SILEMON)
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bi P intahan D h
Kode Urusan/ |d:n::rrusrar;1 /e:\erimttan an Daera Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Progra eglata lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
e enEadaaniEaranE MK Cakupan Pengadaan Prasarana sarana
04. 01 2.07 6 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah P R 8 ) DISPERKIMTA 100% 850.000.000 100% 130.000.000
operasional/kendaraan operasional Perangkat Daerah
Daerah
0a. o1 207 | 0002 1) Sll,lb Kegiatan .Pengadaan Kendaraan ) Jumlah.Unllt Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DISPERKIMTA 6 Unit 800.000.000 6 Unit 80.000.000)
Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
04. 01 | 2.07 | 0005 2) Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur 1) Jumlah Mebel yang diadakan DISPERKIMTA 5 unit 50.000.000 5 Unit 50.000.000
K F di F f .
04. | 01| 2.08 7 e e (EET P (et G T o (et (e DISPERKIMTA 100% 911.748.645 100% 860.322.616
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
04. 01 2.08 | 0001 1) f::nl;ziitan Penyediaan jasa surat 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat DISPERKIMTA 12 Laporan 4.253.004 APBD 12 Laporan 4.678.304
Sub Kegiatan P di j Jumlah L. P di J K ikasi, Sumb
04. | 01| 208 | o002 | ) >u°Relatanrenvedi@aniasa 1) umiah taporan Fenyeciaan Jasa Romuniiasi, sumber DISPERKIMTA 12 Laporan 351.906.576 APBD 12 Laporan 296.001.905]
komunikasi, sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan
04, o1 208 | oooa 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 1) Jumlah Laporén P?nyedlaan Jasa Pelayanan Umum DISPERKIMTA 12 Laporan 555.589.065 APBD 12 Laporan 559.642.406
Umum Kantor Kantor yang Disediakan
C‘akup‘Jan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 100% 555.589.065 APBD 100% 559.642.406
disediakan
- PW/.Te."aga.Km"?k"Jasa Pendukung . Jumlah Orang Jasa ?e”d.Uku”g Administrasi/teknis DISPERKIMTA 16 Orang/12 Bulan| 474.522.240 APBD 16 Orang/12 474.522.240|
Administrasi/Teknis Perkantoran Perkantoran yang disediakan Bulan
Jumlah Paket Mak: dan Mi T Rapat
- Makanan dan Minuman Rapat/Tamu - dlijsne];ak; et Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang DISPERKIMTA 1 Paket/12 Bulan 81.066.825 APBD 1 Paket/12 Bulan 85.120.166|
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L T (L e LU Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan,
04. | 01| 2.09 8 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan up elinaraan Barang erah Penunjang DISPERKIMTA 100% 788.295.822 APBD 100% 682.740.294
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
04. 01 2.09 0002 DISPERKIMTA .587. APBD . .
2) Kendaraan Dinas Operasional atau R yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 337.587.125 5 Unit 337.862.750
Lapangan
Jumlah Kend: P Di tau Kend.
yang Dip v Jakny (12 Kali) (12 Kali)
. Jumlah Ker\daraan Dinas Operasional atau Lapangan 4 unit/ 12 ?“Ia" 282.074.625 APBD 4 unit/ 12 ?ulan 282.074.625
yang dipelihara (60 Kali) (60 Kali)
Jumlah Kend Dinas O ional atau L
. -umiah fendaraan inas perasional atau tapangan 4 Unit 5.512.500 APBD 4 Unit 5.788.125
yang dibayarkan pajak dan perizinannya
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode usan/Bi d gP Y /K ,' " Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber . Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yan,
04. | 01| 209 | 0009 | 3) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7) uma ng fantor ¢ 8 vayang DISPERKIMTA 1 Unit 363.599.197 APBD 1 Unit 284.912.569
Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
04. 01 2.09 0010 4) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1) Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang DISPERKIMTA 80 Unit 87.109.500 APBD 80 Unit 59.964.975
atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
URUSAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
04. 36.071.472.734 20.937.304.027

PERMUKIMAN

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

16.281.208.450

11.972.300.701
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PROGRAM PENGEMBANGAN

Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

1. [ 04. 02 1. PERUMAHAN dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang KOTA SINGKAWANG 100% 522.907.748 APBD 100% 899.000.000
ditangani
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
1.|04.| 02 | 2.01 1 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KOTA SINGKAWANG 100% 187.907.748 APBD 100% 284.000.000
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan
Jumlah Dok Data Identifikasi Lah. Potensial
1. | 04| 02| 2.01| 0002 | 1) Potensial sebagai Lokasi Relokasi 1) umiah Dokumen Data lcentiiikasi Lahan yang Fotensia KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 25.000.000 APBD 1 Dokumen 30.000.000
Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Perumahan
1. | 04| 02| 2.01| o004 Sub Kegiatan Pendataan Tinglat 1) Jumiah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 22.000.000 APBD 1 Dokumen 25.000.000
Kerusakan Rumah Akibat Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Jumiah Dok Data Rumah S Milik M Kat
1.| 04| 02| 2.01| 0006 | 3) Milik Masyarakat, Rumah Susun dan 7) Jumiah Dokumen Data Ruman sewa Wil Masyarakat, KOTA SINGKAWANG 1Dokumen 92.907.748 APBD 1 Dokumen 95.000.000
Rumah Susun, dan Rumah Khusus
Rumah Khusus
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang . . .
1. 0a.| 03| 2.01| 0007 | 4) Berpotensi Terkena Relokasi Program Jumiah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 12.500.000 APBD 1 Dokumen 55.000.000
Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah
1. [ 0o4. 03 2.01 | 0008 5) Rumah bagi Masyarakat yang Terkena 1) bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 11.500.000 APBD 1 Dokumen 11.500.000

Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Progra eglata lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0a.| 02| 2.01| ooo9 6) Sub K.eglatan Identifikasi Perumahan di 1) Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 12.500.000 APBD 1 Dokumen 55.000.000
Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
u Bidang U Py intahan Daerah
Kode rusan/Bi :ngp rusan /er:er.mta an Daera Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Jumiah Dok Data Bakal Calon P ima R h
04.| 02 | 2.01 | 0010 | 7) Penerima Rumah bagi Korban Bencana 1) [umiah Pokumen ata Bakal alon Fenerima Ruman KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 11.500.000 APBD 1 Dokumen 12.500.000
bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
Kabupaten/Kota
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
04.| 02 2.03 2 Rumah Korban Bencana atau Relokasi 2 Korban Bencana atau Relokasi Program KOTA SINGKAWANG 100% 335.000.000 APBD 100% 615.000.000
Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
04.| 02 | 2.03| 0001 Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang KOTA SINGKAWANG 6 Unit Rumah 105.000.000 APBD 6 Unit Rumah 105.000.000)
Korban Bencana Terehabilitasi
04.| 02| 203 | o004 | o) SubKegiatan Pembangunan Rumah bagi Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota KOTA SINGKAWANG 2 Unit Rumah 115.000.000 APBD 2 Unit Rumah 115.000.000,
Korban Bencana yang Terbangun
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Jumiah Rumah Tangga bagi Korban Bencana
04.] 02 2.03 0007 v 8 1) Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi KOTA SINGKAWANG 1 Rumah Tangga 5.000.000 APBD 1 Rumah Tangga 5.000.000
Bencana Kabupaten/Kota .
Penyediaan Rumah
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::l:nlziggtain’\;:?I;traasklalier;\i]ed.:’a;zam K Jumlah Rumah Tangga yang terdampak Relokasi
04.| 02| 203 | ooos| 4 wagl Masy yang P 1) Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang KOTA SINGKAWANG 1 Rumah Tangga 5.000.000 APBD 1 Rumah Tangga 5.000.000
Relokasi Program Pemerintah A .
mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemb: Ri h
uo Keglatan Pem angu.nan uma Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat
Khusus beserta PSU bagi masyarakat X . .
04.| 02 | 2.03 | 0011 R 1) yangTerkena relokasi Program Kabupaten/Kota yang KOTA SINGKAWANG 1 Unit Rumah 35.000.000 APBD 5 Unit Rumah 192.500.000
yang terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota Terbangun
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Jumiah Rumah Kh beserta PSU bagi Korban Bencan
04.| 02| 203 | 0012 | 6) Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana | 1) - an umah Khusus beserta agi Korban Bencana KOTA SINGKAWANG 2 Unit Rumah 70.000.000 APBD 5 Unit Rumah 192.500.000)
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
04.( 05 2. ’ Lingk Py k han P bang) yan KOTA SINGKAWANG 15.758.300.702 APBD 71,51% 11.073.300.701
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 8 FIDLAL (per VRN SELERS o
ditangani
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Cakupan Per Pemb [Peningiatan
0a.| 05| 2.01 1 Peftllmahanu VAT 1 Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan|  KOTA SINGKAWANG 100% 15.758.300.702 APBD 100% 11.073.300.701
Perumahan
04.| 05 | 201 | ooor | 1) SubKegiatan Perencanaan Penyediaan 1) Jumiah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 Dokumen 150.000.000
PSU Perumahan Perumahan
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/Bld:ng;.lrusan P/ev:er.mtahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Kegiatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perencanaan Penyediaan PSU _ Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 Dokumen 150.000.000
Perumahan Perumahan
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Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Progra eglata lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,
05 | 2.01 | 0002 2) Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 1) Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi KOTA SINGKAWANG 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702 APBD 20 Lokasi/Paket 10.723.300.701

untuk Menunjang Fungsi Hunian Hunian
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaa Cakupan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan

on Prasarana qan Sarana Llhgkungan , Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan KOTA SINGKAWANG 100% 15.408.300.702 APBD 100% 10.723.300.701
Perumahan (jalan dan drainase (Perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan
Lingkungan Perumahan) Aset PSU) yang terfasilitasi PSU
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaa

+ 1 Prasarana dan Sarana Lingkungan g Jumlahlokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan KOTA SINGKAWANG 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702 APBD 20 Lokasi/Paket 10.723.300.701

Perumahan (jalan dan drainase Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara
Lingkungan Perumahan)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam Rangka Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
1) rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas KOTA SINGKAWANG 1 Laporan 25.000.000 APBD 1 Laporan 25.000.000
Umum Perumahan

05 | 2.01 [ 0003

Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan
PSU Perumahan dari Pengembang

05| 2.01| o010 | 4 1) Jumiah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang KOTA SINGKAWANG 1laporan 175.000.000 APBD 1 Dokumen 175.000.000
Terverifikasi dari Pengembang
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Progra eglata lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3] 4 5 6 7 8 9 10
04 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN 19.790.264.284 8.965.003.326
D, L e i
04| o3 3. PROGRAM KAWASANPERMUKIMAN | 1.1 = uasan e Ay KOTA SINGKAWANG 65,14% 19.150.264.284 83,51% 8.325.003.326
(dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani
Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak
1.2 Layak Huni pada Ki Permuki Kumuh (d 50% 890.000.000 75% 892.000.000
luas dibawah 10 Ha)
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan Cakupan Izin/| Kebijakan F unan dan
04| 03 |2.01 1. dan Pengembangan Kawasan 1 F b K Permukil serta Kota Singkawang 100% 10.000.000 APBD 100% 50.000.000
Permukiman Permukiman Kumuh
oa| 03 |201 0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Slnkl'O.HISaSI 1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi daln Sinkronisasi Kota Singkawang 1 Laporan 10.000.000 APED 1 Laporan 50.000.000
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
! P CE Nl D Cakupan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
04| 03 [2.02 2 kualitas K Permuki Kumuh den :n Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kota Singkawang 100% 20.000.000 APBD 100% 200.000.000
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha & P
Sub Kegiatan " .
Jumlah Dok Kebijakan Bid PKP
04 03 |2.02 0008 1) Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan 1) umian 9o urneln evljakan .I a.ng vang Kota Singkawang 1 Dokumen 10.000.000 APBD 0 0
N Tersusun/Tereview /Terlegalisasi
Bidang PKP
s 03 |2.02 0014 2) Survei dan P.enetapan Lokasi Perumahan 1) Jumlah Dokumen Hasil S‘urvel dan Penetapan Lokasi Kota Singkawang 1 Dokumen 10.000.000 APBD 1 Dokumen 200.000.000
dan Permukiman Kumuh Perumahan dan Permukiman Kumuh
e i et L Kumuh yang Ditingkatkan infrstrukt
04| 03 (203 3 Permukiman Kumuh dengan Luas di uas ver ' Kumuh yang Ditingkatian Infrstruktur |, +a singkawang 2Ha 19.120.264.284 APBD 2,44 Ha 8.075.003.326
Kawasan Permukimannya
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
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Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi MBR pada

21 K Per Kumuh (d luas dibawah 10 |Kota Singkawang 100% 890.000.000 APBD 100% 892.000.000
Ha)
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode / d gP / Kegiat Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04| 03 |203 [o002 1) i:;’aieﬁf:" Perbaikan Rumah Tidak 1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Kota Singkawang 42Unit Rumah 890.000.000 APBD 12 Unit Rumah 892.000.000
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
- mendapatkan bantuan Rehabilitasi pada Kawasan Kota Singkawang 42 Unit Rumah 840.000.000 APBD 12 Unit Rumah 842.000.000
Permukiman Kumuh (DAU)
- - . 1
. Jumlah Fasiltasi/Monitoring Rumah Rumah Tidak Layak |\ oot o 50.000.000 APBD Dokumen/kegiata 50.000.000
Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU) Dokumen/kegiatan n
Sub Kegiatan Kerja sama Perbaikan Jumlah Dokumen kesepakatan Kerja Sama dalam "
04 03 |2.03 0003 2 1 Kota Singk: 10 DOKUMEN 2.060.000.000 APBD 23 DOKUMEN 5.566.000.000
) Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU ) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beseta PSU ota Singkawang
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pu eg(ljalf'm Poor |Ina5| an >inkronisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
04| 03 2.03 0004 engendalian enye‘enggaraan . 1) Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan | Kota Singkawang 1 Laporan 110.000.000 APBD 1 Laporan 120.000.000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman .
Kumuh Permukiman Kumuh
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Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi

Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang

04 | 03 2.03 0007 4) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1) - Kota Singkawang 1 Dokumen 10.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000
Terverifikasi
Kumuh
Kegi Fasilitasi P i
Sub Kegiatan Fasilitasi enYeduaan Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi
Perumahan Sementara bagi Masyarakat Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat
04| 03 2.03 0010 5) yang terkena Program Peremajaan 1) v R 8 . v Kota Singkawang 1 Rumah Tangga 100.000.000 APBD 1 Rumah Tangga 150.000.000
R . yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh dengan Luas di dengan Luas di B h 10 (Sepuluh) H
bawah 10 (Sepuluh) Ha engan Luas di Bawan 10 Sepulun) na
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran X . .
04| 03 2.03 0013 A 1) Luas Permukiman Kumuh Yang Dipugar Kota Singkawang 2 Ha 15.950.264.284 APBD 2,44 Ha 1.297.003.326
Permukiman Kumuh
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
U Bid U P intahan D h
Kode rusan/Bi :ngp rusan /ev:er.mta an Daera Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Frogram / Reglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMIEERUMAHANIDAN Per Luas Area P han Per han dan
04| 04 11 i i i KOTA SINGKAWANG 10,81% 640.000.000 16,21% 640.000.000
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Permukiman yang Berp'mtenﬂ Kumubh di Luar'Kawasa.n
Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani
Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak
2.2 Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh 7,57% 640.000.000 11,36% 640.000.000
(dengan luas dibawah 10 Ha)
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Kegi P han Per han dan

. Luas Area P han Per han dan K .
04| 04 |2.01 1. Kawasan Permukiman Kumuh pada 1.1 . Kota Singkawang 5Ha 640.000.000 APBD 5Ha 640.000.000
Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Penanganan jumlah Unit RTLH bagi MBR
1,2 untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya 100% 640.000.000 APBD 100% 640.000.000
Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman
kumuh
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
0a | o4 |201 |o1 1) Tumbuh dan Berkembangnya 1) Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Per Kota Singkawan 27 Unit 640.000.000 APBD 27 Unit 640.000.000
Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh di Luar K Permuki Kumuh deng; 8 8 R R
Permukiman Kumuh dengan Luas di Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat Kota Singkawang 27 Unit 540.000.000 APBD 27 Unit 540.000.000
bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru
Jumlah Fasiltasi/Monitoring dan BOP Rumah Tidak 1 1
- Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Kota Singkawang 100.000.000 APBD Dokumen/Kegiata 100.000.000

Rehabilitasi/Pembangunan baru

Dokumen/Kegiatan

n
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode dan P / Kegiat Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10| 04| 201 1 F i gketa Tanah Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang KOTA SINGKAWANG 100% 106.000.000 APBD 100% 120.900.000
Garapan dalam Daerah/ Kota. difasilitasi/ditangani
Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, .
10| 04 | 201 | 0001| 1) Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 | 1) Jumiah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 40.000.000 APBD 1 Dokumen 45.000.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
(satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus 1 Dokumen/Berita 1 Dokumen/Berita
10| 04 201 0002 2) Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) 1) Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) KOTA SINGKAWANG 66.000.000 APBD 75.900.000
Acara Acara
Daerah Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota
- :_‘I.’tri'::g)["’k”me" Pendampiangan Hukum (Litigasi/Non KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 66.000.000 APBD 1 Dokumen 75.900.000

10

05

201

Kegi I

lah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk
pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Cakupan Penyel lah Ganti Rugi/!

Tanah untuk Pembangunan

KOTA SINGKAWANG

100%

1.416.000.000

APBD

100%

1.459.600.000
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Sub Kegiatan Penetapan Daftar Jumlah K B \/Wali Kota T b
10| 05| 201 | 0001 | 1) Masyarakat Penerima Santunan Tanah 1) Jumlah Keputusan Bupati/Wall Kota Tentang Penetapan KOTA SINGKAWANG 2 Dokumen 80.000.000 APBD 2 Dokumen 80.000.000
Penerima Santunan Tanah
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- SK Tim Pengadaan Tanah Kewenangan Kota KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 30.000.000 APBD 1 Dokumen 30.000.000
- SK Tim Pengadaan Tanah Pendelegasian Provinsi KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bi il D:
Kode Urusan/ |d:ng;.lrusan P/er:er.mtahan aerah Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Kegiatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Keglatlan Koordinasi dar.1 Slnkr{)nlsam Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan P lesaian Masalah Ganti K ian dan Sant
10| 05| 201 | 0002 | 2) Santunan Tanah untuk Pembangunan 1) Penyelesaian Masalah Ganti Berugian dan santunan KOTA SINGKAWANG 5 Dokumen 1.336.000.000 APBD 5 Dokumen 1.379.600.000
X Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota. P
Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang KOTA SINGKAWANG 100% 1.336.000.000 APBD 100% 1.379.600.000
terdampak Pembangunan
Jumlah doki Ganti Rugi/Sant
. umran do ur‘nen anti Rugi/Santunan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 900.000.000 APBD 1 Dokumen 900.000.000
Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
- Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 200.000.000 APBD 1 Dokumen 220.000.000
Percepatan Pengadaan Tanah
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Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang

- Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 66.000.000 APBD 1 Dokumen 72.600.000
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 70.000.000 APBD 1 Dokumen 77.000.000
- Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Alas Hak Tanah KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 100.000.000 APBD 1 Dokumen 110.000.000

Cakupan Terinventarisasinya Tanah Ulayat/Tanah Kas

10| 07 201 1. Lokasinya dalam Daerah ) . KOTA SINGKAWANG 36,84% 80.000.000 APBD 78,94% 100.000.000
Desa di Kota Singkawang
Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/ B'd:ng: rusan P/enK1er.|n:ahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah L s i dan P " Batas Tanah
10| 07 201 0001 1) Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat 1) uman Laporan survel dan Pemetaan batas Tana KOTA SINGKAWANG 7 Laporan 80.000.000 APBD 7 Laporan 100.000.000

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
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10| o8| 201 reny Tanah Cakupan Koordinasi Penyelesaian Masalah Tanah KOTA SINGKAWANG 100% 60.000.000 APBD 100% 69.000.000
Kosong Kosong
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian
10| 08 201 0001 1) Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 1) P e v KOTA SINGKAWANG 10 Laporan 60.000.000 APBD 10 Laporan 69.000.000
Tanah Kosong
(satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Koot - " . Kahiial
10| 08| 202 2 isasi dan Cakupan isasi/terdata dan KOTA SINGKAWANG 100% 250.000.000 APBD 100% 287.500.000
Tanah Kosong Pemanfaatan Tanah Kosong
10| 08 202 0002 1) Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong 1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 250.000.000 APBD 1 Dokumen 287.500.000
2 12
- Jumlah Laporan Pendukung Pemanfaatan Tanah Kosong KOTA SINGKAWANG 3.000 M/1 250.000.000 APBD 3.000 M*/1 287.500.000
Laporan Laporan
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/ B'd:ng: rusan P/enK1er'|n:ahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Kegiatan Penertiban Izin Membuka

Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data

1 201 1 75.068.14: APBD 1 .203.364
0| 09 0 Tanah Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara KOTA SINGKAWANG 00% 5.068.143 00% 93.203.36
10| o9 201 0001 1) Sub Keg.lataanoordmasn dan Sinkronisasi 1) Jumlah Dokumen Keg@tan !(oordmasn dan Sinkronisasi KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 53.290.794 APBD 1 Dokumen 68.159.413

Pemberian Izin Membuka Tanah. dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah
lah Lah: lah dilak kan P f
 Jumiah Lahan yang telah dilaksanakan Pendaftaran KOTA SINGKAWANG 150 Persil 37.500.000 APBD 200 Persil 50.000.000
Tanah Sismatis Lengkap (PTSL)
i 2 2
. Jlljmlah P.erserta yang memahami Pendaftaran Tanah KOTA SINGKAWANG 50 orang/26 15.790.794 APBD 50 orang/26 18.159.413
Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Kelurahan
10| 09 201 0002 Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 21.777.349 APBD 1 Dokumen 25.043.951
Tanah Negara. Tanah Negara
- Jumlah Dokumen Pengukuran Pertanahan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 10.350.000 APBD 1 Dokumen 11.902.500
- Jumlah Dokumen Pemetaan Pertanahan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 11.427.349 APBD 1 Dokumen 13.141.451
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode dan P / Kegiat Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kegiatan Penggunaan Tanah yang

10| 10 201 1 Hamparannya dalam satu Daerah 1 Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah KOTA SINGKAWANG 100% 1.659.500.000 APBD 100% 1.037.250.000
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi

10| 10 | 201 | ooo1 | q)>UP fesiatanKoordinasican sinkronisasi | g oo anaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) KOTA SINGKAWANG 8 Laporan 759.500.000 APBD 8 Laporan 482.250.000
Perencanaan Penggunaan Tanah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk

10| 10 201 | 0002 2) 8 1) menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan KOTA SINGKAWANG 8 Dokumen 825.000.000 APBD 8 Dokumen 480.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota . .

Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi

10| 10 201 0003 3) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 1) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 75.000.000 APBD 1 Dokumen 75.000.000|
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

_Jasa Konsultansi Perorangﬁn Pengukuran B Jumlal‘{ Dolfumen Survey, pengukuran'dan pemetaan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 75.000.000 APBD 1 Dokumen 75.000.000)
dan pemetaan Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah/Tenaga Konsultansi Perorangan
JUMLAH 48.904.840.875 31.445.653.660
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BAB V
PENUTUP

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi
sektor.Keluarannya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar serta menyangkut
kelayakan dan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat, juga mendorong pertumbuhan
perekonomian. Perumahan dan permukiman sangat berkaitan erat dengan sektor
pembangunan yang lain sehingga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan
paling tidak berkaitan dengan dua hal yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi

masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diusahakan agar
masyarakat di manapun mereka bertempat tinggal dapat merasakan lingkungan hidup yang
sehat, lebih aman, lebih tertib, dan lebih nyaman. Guna mencapai maksud tersebut diusahakan
untuk meningkatkan sarana lingkungan perumahan pemukiman/ Prasarana sarana Dasar
(PSD) dan prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) baik yang bersifat fisik seperti perumahan,
air bersih, dan penyehatan lingkungan pemukiman, maupun sarana non fisik seperti adanya
peraturan tata ruang, peraturan tata bangunan, pedoman-pedoman pembangunan dan lainnya
yang dapat menuju kesejahteraan hidup bersama dalam lingkungan Perumahan dan

Permukiman

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Singkawang Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke 2 (dua) untuk periode
Perubahan Renstra 2023-2026. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Singkawang, Disamping itu, Rencana Kerja DISPERKIMTA harus terintegrasi dengan prioritas
dan fokus pembangunan daerah Tahun 2024, terjalin keselarasan dengan dokumen daerah
yang ada di atasnya seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD/Perubahan RPD) Kota
Singkawang Tahun 2023-2026 dan RKPD Kota Singkawang Tahun 2024.

Yang menjadi catatan penting adalah  pada Dokumen Perubahan Renstra
DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan dalam rancangan awal Renja Dinas Perumahan
permukiman dan Pertanahan kota Singkawang Tahun 2024 terdapat beberapa sub kegiatan
khususnya di bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman yang tidak dapat
di akomodir pada aplikasi SIPD-RI sehingga sub kegiatan tersebut tidak dapat di input ke

dalam sistem aplikasi SIPD-RI (Pemutakhiran) yaitu :

1. Program Kawasan Permukiman Kumuh
Indikator kinerja Outcome ;

Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang
ditangani, target 65.14 %
Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan
Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha), Target 50%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2024
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1) Kegiatan Penerbitan I1zin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana
Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman
Kumuh
2) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualiatas Kawasan Permukiman  Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering
Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.
- Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi
Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Indikator kinerja Outcome ;

Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh
di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani, target 10,81 %
Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:
1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah
Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha.

Adapun beberapa Target Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2024 adalah sebagai
berikut :

» Target Indikator Kineja Utama (IKU) Perangkat Daerah DISPERKIMTA :

1. Persentase Rumah Layak Huni, Target 98.03%

2. Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha, Target
65,14%

3. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Target 100%
4. Kategori Capaian PMPRB, Target BB
5. Kategori Capaian SAKIP, Target BB
» Target Indikator Kinerja Program (Outcome) Perangkat Daerah DISPERKIMTA :
1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program
Pemerintah, target 100%.

2. Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan
(Perumahan Pengembang) yang ditangani, target 55.47%.

3a.Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang
ditangani, Target 65,14%.

3b.Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan
Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha), target 50%.

4a.Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi
Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani, target
10,81%.

4b.Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan
permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha), target 7,57%.

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2024
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5. Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi, target 100%.

6. Persentase  Penyelesaian Masalah  Ganti Rugi/Santunan  Tanah  untuk
Pembangunan,target 100%.

7 Persentaae Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa, target 36,84%.

8 Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah di inventarisasi,
target 33,33%.

9. Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka
Tanah Negara (IMTN), target 84,82%.

10. Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan, target 12%.

Untuk dapat mewujudkan target capaian kinerja tersebut, Oleh karena itu Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang diharapkan dapat memposisikan
diri sebagai Perangkat Daerah yang dapat dipercaya dan mampu merespon masalah-masalah
serta dapat melaksanakan program-program prioritas dengan maksimal dalam rangka
memberikan pelayanan publik utamanya Pelayanan Dasar secara optimal kepada masyarakat.

Dengan dijabarkannya Renja ini, merupakan penjabaran Operasional Program dan
Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun anggaran
2024 Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalamPenyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah, yang terkait pada Urusan Waijib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang menjadi tugas dan fungsi
Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman, serta Urusan Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Bidang Pertanahan.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun anggaran 2024. Masukan yang
konstruktif sangat kami harapkan.

Singkawang, Juli 2023

A 19700105 199703 1 006

SR S s Sttt

LI L RS R SR e e et e T e R i

Rencana Kerja Dinas Perum

ahén, Permukiman dan Pertanahan Kota Si‘rigkawang



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Tabel 2.1 (Form Tabel T-C.29.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Pemerintah Kota Singkawang

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Hasil
Program dan Realisasi
ealisasi
Keluaran Realisasi Capaian
) (Renstra . Renja ) o P § .
Target Capaian Program Perangkat Target Renja | perangkat Target Renja rogram dan Tingkat
) ) ) o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun Tingkat tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun (n-2) Tahun | Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
1 2 3 . 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN
04. RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIAT DISPERKIMTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN .
Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan
04. | O1. PEMERINTAHAN DAERAH 1. Pemerintah Daerah 400 % - - - - 100 100 25,00
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, o
B || O || 2o dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah & dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah &y & 100 o0 2500
01 |Sub kegiatan Penyusunan Dokumen 1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen - - - 2 1 11,11
Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen - P
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1
RKA-SKPD
02 1) Dokumen) 5  Dokumen - - - - 1 1,0 20,00
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
03 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5 Dokumen - - - - 1 1,0 20,00
1) Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)
Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
04 Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 5 Dokumen 1 1,0 20,00
1) Dokumen)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

il A




Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
05 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5 Dokumen 1 1,0 20,00
1) Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)
Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
. o Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
06 |Sub Kegiatan '_(OO’d_'”a§' dan Pe’TV“S“”a” Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 25 Dokumen 5 5,0 20,00
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (5 Dokumen)
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK
! ! ! 2 Dok 2
PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN) Dokumen 5 okumen 5 50 0.00
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian
o Kegiatan Tahun lalu (n-2) target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan o
Keluaran Realisasi Realisasi
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja | perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kod . , , o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah Keglatan.s/d Realisasi
ode Urusan/Bidang Urusan Pemervmtahan Indikator Kinerja Prlogram Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun ) Tah Tltngk.at tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun (n-2) Tahun | Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
1 2 3 . 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
o7 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 16 Dokumen 5 50 31,25
Perangkat Daerah Daerah (5 Dokumen)
0a. | o1. | 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan 200 % _ ) ) ) 100 100 25,00
Daerah 1. Perangkat Daerah
01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan 144 orang/48 Bulan - - - - | 36 Orang/12 Bulan 36 Orang/12 25,00
ASN . Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (1
92 [pelaksanaan Tugas ASN 1) Dokumen) 5 Dokumen ! ! 20,00
03 |sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan 1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 5 Dokumen ° ° ° ° 1 1 20,00
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD (1 Dokumen)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan
04 Akuntansi SKPD 1) Akuntansi SKPD (1 Dokumen) 5 Dokumen ! ! 20,00

el A




Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun

05 [Keuangan Akhir Tahun SKPD 1) 1 Dokumen 5 Dokumen - - - - 1 1 20,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
06 |Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1) Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 8 Dokumen - - - - 2 2 25,00
Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2
04.1 01. ] 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 1. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik 400 % - - - - 100 100 25,00
pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Dareah
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
01 |Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan 1) SKPD (1 Dokumen) Dokumen - - - - 1 1 25,00
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang
03 f P i 1 4 Laporan 1 1 25,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian ) Wik Daerah SKPD (1 Dokumen)
Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Usulan Penghapusan Aset yang
_ tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada 4 Laporan 1 1 25,00
SKPD
05 |sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan | 1) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 48 Laporan 12 12 25,00
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
06 |sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik 1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 4 Laporan 1 1 25,00
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian
o Kegiatan Tahun lalu (n-2) target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Realisasi
Keluaran Realisasi >
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja | perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kod ) ) ) o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
ode Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan Indikator Kinerja Pr.ogram Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun ) Tah Tl'ngk.at tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun (n-2) Tahun | Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
. 2 3 . 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat
04. | 01. | 2.06 Daerah Daerah 400 % - - - - 100 100 25,00
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
o1 Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi 1 Disediakan 4 paket . . . . 1 1 25,00

listrik/penerangan bangunan kantor
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Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1) 8 Paket
. . yang Disediakan
02 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan . . . . 2 2 25,00
perlengkapan kantor
2) Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang disediakan
400 % 100 100 25,00
1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 2 paket
Sub Kegiatan P di Peralatan R h disediakan
03 |Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumal B B B B 1 1 25,00
Tangga
1) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket
) ) yang Disediakan
05 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan ) } } ; 1 1 25,00
penggandaan
1)  Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
) ) PeraturanPerundang-Undangan yang
06 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Disediakan " Dokumen A B B B 1 1 25,00
peraturan perundang-undangan
1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 48 Laporan
. . Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
09 . - - - - 12 12 25,00
konsultasi ke Dalam dan luar daerah
1 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 2 Dokumen
ada SKPD
10 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis P . . . B 1 1 25.00
pada SKPD !
1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem 2 Dokumen
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem P B . . . 1 1 25.00
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD !
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian
o Kegiatan Tahun lalu (n-2) target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan ) )
Keluaran Realisasi Realisasi
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja | perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kod ) ) ) o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
ode Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan Indikator Kinerja Pr.ogram Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun (n.2) Tahun Tl'ngk.atD tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun 2022 Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
a 2 B 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
04.] 01.]2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 1. CELE [PElyEE R JEeR (e Uee 400 % - - - - 100 50 12,50
) Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
01 [Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan - - - - 12 12 25,00
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Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

02 |sumber daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 12 12 25,00
1
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
04 |Umum Kantor 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 48 Laporan 12 12 25,00
Umum Kantor yang Disediakan
- Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 400 % 100 100 25,00
Kantor yang disediakan
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
04.| 01. ] 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400 % 100 100 25,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
S.Ub Keglatap Penyediaan Jgsa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan ) .
01 |Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 1 Unit/12 bul 1 1 100,00
9 1) dibayarkan Pajaknya nit uian !
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 19 Uni 4 4 21.05
Dinas Operasional atau Lapangan 1) dan Perizinannya it !
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya . .
09 1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Unit 1 1 25,00
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung .
10 1) 320 Unit 80 80 25,00
Bangunan Lainnya Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi
URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN
04 RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Rumah Layak Huni Bagl Korban
PERUMAHAN Bencana dan terdampak Relokasi Program 0
04 02 1 Pemerintah yang ditangani 400 % 100 100 25,00
Persentase Pendataan,
inventarisasi/indentifikasi dan DED
Perumahan Permukiman terdampak Bencana
2 dan terdampak Relokasi Program Pemerintah 100 % 50 50 50,00
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Cakupan Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 0
O || 2 || 201 Relokasi Program Kabupaten/Kota 1. Relokasi Program Kabupaten/Kota 400 % 100 100 25,00
Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik
Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah
06 |husus 1) Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik 4 Dokumen 1 1 25,00

Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
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Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Hasil
Program dan . .
Keluaran Realisasi T:eaarilasi:?
i (Renstra i Renja j Program dan i
Target Capaian Program Perangkat Target Renja | perangkat Target Renja 9 Tingkat
. . . o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun . Perangkat daerah Kegiatan s/d Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun Tingkat tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 2) Tah (n-2) Tahun | Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
} ahun (n-2) Tahun 2022 o)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
s 2 3 . 5 6 7 8= (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4)
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi
104l 02 5 Rumah Korban Bencana atau Relokasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program a o a a 2
041 0 03. Program Kabupaten/Kota 1. Kabupaten/Kota o ° } : : - o o 500
104 02 | 2 | 03.] 01 [SubKegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban [ 1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 24 Unit Rumah - - - - 6 6 25,00
Bencana yang Terehabilitasi
Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering
Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus
02 |Korban Bencana atau Relokasi Program 1) Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang 4 Dokumen - - - - 1 1 25,00
Kabupaten/Kota Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban
. Bencana Kabupaten/Kota atau yangTerkena
beserta PSU bagi Korban Bencana atau lokasi P Kabupaten/Kot . h
05 Relokasi Program Kabupaten/Kota 1) relokasi Program Kabupaten/Kota yang 24 Unit Rumal - - - - 2 2 8,33
Terbangun
Persentase Lingkungan Perumahan yang
sehat dan aman yang didukung Prasarana,
Sarana, dan Utilities Umum (PSU)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
1. | 04| 05 SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) i, 79,27 % - - - - 78,52 78,52 99,05
Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas
Umum (PSU) Lingkungan Perumahan
5. (perumahan Pengembang yang sudah 60 % 15,00 15,00 25,00
menyerahkan aset PSU) yang
Cakupan Perencanaan,
. Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana
1. | oa| o5 |201 e e UIOSE (PR S TEE (P 1). dan Utiities Umum (PSU) Lingkungan 400 % - : : - 100,00 100 25,00
Perumahan e
o1 Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU 2 Dokumen ) } } } 1 1 25,00
Perumahan Perumahan
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan
dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang .
02 | Menunjang Fungsi Hunian 1) Menunjang Fungsi Hunian 80 Lokasi/Paket - - - - 33 33 41,25
Sub Kegiatan Koordln_a5| dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan
dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Sinkronisasi Penvediaan PSU Perumahan
03 | gan Utilitas Umum Perumahan ) 4 4 Laporan ° ° ° ° 1 1 25,00
Sub Kegiatan koordlna§| dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU
dalam Rangka Penyediaan Prasarana, P h T fikasi dari P b
05 [sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 1) Perumahanyang Terverilikasi darl Pengembang 4 Laporan - - - - 1 1 25,00
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian

o Kegiatan Tahun lalu (n-2) target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan . .
Keluaran Realisasi Real|§a5|
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Perangkat Target Renja Program dan Tingkat
) ) . o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | yaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan Indikator Kinerja Pr.ogram Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun ) Tah T|>ngk.at tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) (n-2) Tahun | Realisasi (%) (n-1) Tahun o
Tahun 2021 (n-2) Tahun 2022 (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
a 2 3 a 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Berkurangnya Luasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
1. | 04. 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1 10Ha 67,31 % - - - - 15,08 15,08 22,40

Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak
Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh 92,25 % - - - - 25,00 25,00 27,10
2 dengan Luas di Bawah 10 Ha

Kegiatan Peningkatan Kualiatas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha

Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan
1. infrstruktur Kawasan Permukimannya 8,63 Ha - - - - 2 2,00 23,17

Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi

MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh
2. 400 % - - - - 100 50,00 12,50

(dengan luas dibawah 10 Ha)

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) danDetail
(Site Plan) dan Detail Engineering Design Engineering Design (DED)
01 (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman 1) peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 12 Dokumen - - - - 4 4 33
Kumuh
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak
02 |Layak Huni 1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 80 Unit - - - - 17 17 21,25

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
* mendapatkan bantuan Rehabilitasi pada 80 Unit/KK - - - - 17 17 21,25
Kawasan Permukiman Kumuh (DAK+DAU)

Jumlah Fasiltasi/Monitoring Rumah Rumah Tidak
Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Dokumen/Kegia
Rehabilitasiu (DAU) 4 tan - - - - 1 1 25,00

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang

mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU) 2 Unit 17 17 85,00

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang .
mendapat bantuan Rehabilitasi (DAK) 60 Unit 0 0 0,00

el A




04

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

4 Laporan

25,00

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Hasil
Program dan Realisasi
ealisasi
I((Ffluaran Realisasi Capaian
enstra .
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Pe?j::;iat Target Renja Program dan Tingkat
Kegiatan s/d isasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Renstra (RenstDra l:er:angkat _I:I?a:rah) s/3d dPeraﬁgk:t daerah tahun Tingkat g:s:gl((fga:(r)gg Tahgn berjalan | T I?eath;a:;r
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) aerah) ahun (n-3) aerah tahun | (n-2) Tahun Realisasi (%) 1) Tah arget mentra
§ Tahun 2021 (n-2) Tahun 2022 (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
1 2 3 . 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Sub Kegiatan Pelaksanaan ~ Pembangunan Luas Permukiman Kumuh Yang diRemajakan/
Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Dipugar
06 1) 8,94 Ha - - - - 2 2 22,37
Persentase Luas Area Pencegahan
Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi
Ei\%iz:‘zl PPEERRl\/lIJU’\:IfI\I\';I'AAIL\‘ KleI\LI\‘UH Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas
04. | 04 1 di bawah 10 Ha yang ditangani 80 % ) ) ) : 20,00 20,00 25,00
2 Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah B34 o 057 057 S
Tidak Layak Huni g ° - - - - d d d
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan
Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Permukiman Kumuh Pada Daerah
04.] 04 | 2.03 1. 20 Ha = = = = 5 5 25
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk
Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar
Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
01 . 1). ) - 99 Unit - - - - 18 18 18,18
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan X
* 880 Unit - - - - 18 18 2,05
baru (DAK+DAU)
Jumlah Fasiltasi/Monitoring dan BOP Rumah
Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan
- Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAU) 4 Dokumen - - - - 1 1 25,00
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan
- 32 Unit 1 1 3,13

baru (DAU)

Vel A




Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan
baru (DAK)

848 Unit

0,00

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Hasil
Program dan
Reali i
Keluaran Realisasi ea|§a5|
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja | perangkat Target Renja Program dan Tingkat
) ) _ o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah | Kegiatan s/d Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun (n-2) Tahun Tingkat tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
. ; B e (0
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun 2022 Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
1 2 3 . 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA Persentase Sengketa Tanah Garapan yang
P 10 | o4 TANAH GARAPAN 1 difasilitasi 400 % o o o o 100 100 25,00
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Calimen SEngleia Tareh Garpen yang
Garapan dalam e X
2 | 10| 04201 1. difasilitasi/ditangani 400 % - - - - 100 100 25,00
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian
Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan
02 Kabupaten/Kota. 1) dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen/Lapor ) ) ) ) 1 1 25,00
an Berita Acara
- Jumlah Dokumen Pendampiangan Hukum 4 Dokumen/Lapor - - - - 1 1 25,00
(Litigasi/Non Litigasi) an Berita Acara
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI X .
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH Persentase Penyelesaian Masalah Ganti
D) 10 | o5 UNTUK PEMBANGUNAN 1. Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan 400 % - - - - 100 100 25,00
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk
2 10 | 05 | 201 pembangunan oleh Pemerintah Daerah 1. Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti 400 % - - - - 100 100 25,00
Kabupaten/Kota. Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
02 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen _ ~ ~ _ 4 4,00 100,00
Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman
# Yyang terdampak Pembangunan 400 % - - - - 100 100,00 25,00
- Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah 4 Dokumen - - - - 1 1,00 25,00

Vel an




Jumlah SK Tim Verifikasi, Persiapan dan
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah (3 SK Walikota) 1 Dokumen - - - - 1 1,00 100,00
Jumlah Pengumuman dimedia cetak mengenai
- Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh 1 Dokumen - - - - 1 1,00 100,00
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan
10 | 08 KOSONG 1. Kebijakan Pemanfaatan 400 % - - - - 100,00 100 25,00
Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan
Tagah Kosong Cakupan Inventarisasi/terdata dan kebijakan
10 | 08 | 202 1. Pemanfaatan Tanah Kosong 400 % o > > o 100 100 25,00
01 |Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong 1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong 4 Dokumen 0 - - - 1 1 25,00
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian
o Kegiatan Tahun lalu (n-2) target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan o
Keluaran Realisasi Real|§a3|
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja | perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kod . , , o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | yaerah tahun ) Perangkat daerah Keglatan.s/d Realisasi
ode Urusan/Bidang Urusan Pemervmtahan Indikator Kinerja Prlogram Renstra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun ) Tah Tl.ngk‘at tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
Daerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun (n-2) Tahun | Realisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
1 2 3 . 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Draft Peraturan (Perda/Perwako)
- Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun 1 Dokumen 1 1 100,00
Jumlah Dokumen Survey Lapangan dalam
- keperluan Pemanfaatan Tanah Kosong 1 Dokumen 0 - - 1 1 33,33
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi
10 | 09 MEMBUKA TANAH 1. Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka 400 % - 100,00 100 25,00
Tanah Negara (IMTN)
Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data
Pertanahan Mengenai |zin Membuka Tanah
10 | 09 | 201 Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah 1) 400 % = 100 100 25,00
Negara
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan
01 |Pemberian Izin Membuka Tanah. 1) Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin 4 Dokumen 4 4,00 100,00
Membuka Tanah
Jumlah Dokumen Pengukuran Pertanahan (
- Pendataan PTSL) 4 Dokumen 1 1,00 25,00
- Jumlah Dokumen Pemetaan Pertanahan 4 Dokumen - 0,00 0,00
Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian
02 |Tanah Negara. 1) Pemanfataan Tanah Negara 4 Dokumen 1 1,00 25

il 4




Jumlah Dokumen Database SKT/SPT yang
- terinput pada Aplikasi SIPETA 1 Dokumen 1 1,00 100
Jumlah Lahan yang dilaksanakan/difasilitasi
- bantuan operasional Pendaftaran Tanah Sismatis 3.260 Persil 0 0,00 0
Lengkap (PTSL)
Persentase Luas Wilayah Yang Sudah
10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 1. Terpetakan 400 % - 100,00 100,00 25,00
Kegiatan Penggunaan Tanah yang
Hamparannya dalam satu Daerah
10 | 10 [ 201 1. Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah 400 % = 100 100 25,00
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan Laporan/Dokum
01 |Perencanaan Penggunaan Tanah 1) Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 8 en 4 4,00 50,00
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan 2 Kelurahan 1 1,00 50,00
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian
o Kegiatan Tahun lalu (n-2) target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan o
Keluaran Realisasi Realisasi
(Renstra Renja Capaian
Target Capaian Program Perangkat Target Renja Perangkat Target Renja Program dan Tingkat
Kod . , , o (Renstra Perangkat Daerah) s/d Perangkat | gaerah tahun ) Perangkat daerah Keglatan.s/d Realisasi
ode UrusDan/BlgaDng l'JDrusan P/eKmer.mttahan Ind(;kattor Klne/rJKa PrlotgramoR:ensttra Daerah) Tahun (n-3) daerah tahun (2) Tahun | g Tll.ngk‘at o tahun (n-1) 2023 | Tahun berjalan | Target Rentra
aerah Dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 (n-2) Tahun 2022 ealisasi (%) (n-1) Tahun (%)
Tahun 2023 -2026 2022 Tahun 2022 2023 s/d TW2
. 2 3 . 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Dokumen Pengukuran dan Pemetaan
- Bidang Tanah 1 Dokumen 1 1,00 100,00
Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota tentang
- Pengadaan Tanah Skala Kecil 1 Dokumen 1 1,00 100,00
Jumlah Software Informasi Pertanahan yang Software/Aplika
- dilaksanakan pemutakhiran pemeliharaan 1 si 1 1,00 100,00
(berkala)
Jumlah Perserta Sosialisasi yang memahami
- Kebijakan Pertanahan 500 Orang 0 0,00 0,00
Jumlah Perserta Penyuluhan yang memahami
- Hukum Pertanahan 200 Orang 0 0,00 0,00
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
. o untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai
i“b Kegiatan iergetafn 7}2”? Nilai Tanah Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan
ewenangan Kabupaten/Kota ]
02 1) Pelayanan Pertanahan Lainnya 4 Dokumwn 1 1,00 25,00

el an




Jumlah Nilai Lahan Wilayah Administrasi

kelurahan di Kota Singkawang yang 19 Kelurahan 9,00 47,37
terinventarisasi

Jumlah Luas Tanah wilayah Administrasi

Kelurahan yang terpetakan 22 Kelurahan 0,00 0,00
Jumlah Konsolidasi dan Penataan/Pengamanan

Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah 4.000 M 0 0
Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi kegiatan

Pertanahan 1 Dokumen 0 0

el an




LAMPIRAN
Tabel 2..2 (Form Tabel T-C.30.)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

Vil 4

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1) Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n) Tahun (n+1)
SPM Standar Catatan
NO Indikator Nasional KK 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023. TW .II 2023 2024 Analisis KET
1 2 3 4 7 8 8 10 10 11 12 13 14
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar
A.|Bidang Perumahan Rakyat
| Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
SPM PerumahanRakyat
Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak hunibagi korban bencana Permen PUPR No
Kab/Kota. 29/PRT/M/2018
100% 100,00%) 100,00%) 100,00% 100,00% 0% 100% 100% 100,00% 100,00%
SPM PerumahanRakyat
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena Permen PUPR No:
relokasi program PemerintahDaerah Kab/Kota 29/PRT/MI2018
100% 100,00%) 100,00%) 100,00% 100,00% 0% 100%, 09 100,00% 100,00%
3| cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%) % 91,75% 92,25% 97,97% 98,03% 91,42% 97,91% 97,91% 98,03% 97,97% Permendagrig6/2017
IKU - DISPERKIMTA
2023-2026
91,75% 92,25% 97,97% 98,03% 91,42% 91,42% 97,91% 91,91% 98,03%
4 | Persentase Rumah Layak Huni
Persentase Rumah Layak Huni Bagi KorbanBencana dan terdampak
Relokasi Program Pemerintah yang ditangani
- - 100% 100% - - 100% 100% 100%
5 RENSTRA
Persentase Pendataan, inventarisasi/indentifikasidan DED Perumahan
Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program
Pemerintah - - 50% - - - 30% 50% -
6 RENSTRA
Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung
Prasarana, sarana dan UtilitasUmum (PSU)
- - 78,52% - - - 78,31% 78,31% -
7 RENSTRA




Vil A

Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan
Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU)
yang ditingkatkan/dipelihara - - 15% - - - 0% 15% -
8 RENSTRA
Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum(PSU) Lingkungan
Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani
- - 39,43% 55,47% - - 0% 39,43% 55,47%
9 PERUBAHAN
RENSTRA
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1) Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n) Tahun (n+1)
NO Indikator SPM Standar IKK Catatan KET
Nesionel 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023. TW .II 2023 2024 Anelfichs
1 2 3 4 7 8 8 10 10 11 12 13 14
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar
B |Bidang Kawasan Permukiman
Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan IKU DISPERKIMTA
Luas di Bawah 10 Hayang ditangani
10 - - 47,74% - - - 35,02% 47,74% -
Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak hunipada Kawasan Permukiman, s
Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani IKU DISPERKIMTA
11 - - 26% - - - 0% 26% -
Persenta5§ Luas Arga Pencegahan Perumahan danPermulflman yang IKU DISPERKIMTA
Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang
12 - - 12,5% - - - 0% 12,5% -
Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar |KU DISPERKIMTA
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha
13 - - 12,5% - - - 0% 12,5% -
Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RumahTidak Layak Huni
- - 1,57% - - - 0% 1,57% -
14 RENSTRA
Persentase Berkurangnya Luasan PermukimanKumuh dengan Luas di
15|Bawah 10 Ha - - 15,06% - - - 0% 15,06% - RENSTRA
16 Persentase Luasan Permukiman Kumuh DiKawasan Perkotaan % } } 21,05% 24,47% A B 17.64% 21,05% 24,47% Permendagri86/2017
IKU - DISPERKIMT
A 2023-2026
17{persentase Penanganan Luasan KawasanPermukiman Kumuh - - 50,08% 65,14% - - 35,02% 50,08% 65,14%
18| persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh(dengan Luas di Bawah 10 - - 50,08% 65,14% - - 35,02% 50,08% 65,14% PERUBAHAN
Ha) yang ditangani RENSTRA
Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan danPermukiman yang
Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha)
19 - - 5,4% 10,81% - - 54% 54% 10,81% PERUBAHAN

yang ditangani

RENSTRA




Vel an

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n+1) Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n) Tahun (n) Tahun (n+1)
NO Indikator SPM Standar IKK Catatan KET
Nasional 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023. TW .II 2023 2024 Analisis
1 2 B 4 7 8 8 10 10 11 12 13 14
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar
C |Bidang Pertanahan
Il Pertanahan
IKU - DISPERKIMT
20| Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan - 100% - 100% 100% - A 2023-2026
Persentase Sengketa Tanah Garapan yangdifaslitasi/ditangani
21 - 100% - 100% 100% - RENSTRA
Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk
22| Pembangunan - 100% - 0% 100% - RENSTRA
Persentase inventarisasi Tanah Kosong danKebijakan Pemanfaatan
23 - 100% - 100% 100% - RENSTRA
Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai 1zin
Membuka Tanah Negara
24 - 100% - 100% 100% - RENSTRA
(IMTN)
Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum Adat/ Kas Desa
25 - 100% - 100% 100% - RENSTRA
26| Persentasen Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan - 34,61% - 15,38% 34,61% - RENSTRA
Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yangdipelihara
27 - 100% - 100% 100% - RENSTRA
Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang difasiltasi
28| ditangani/diselesaikan - 100% - 100% 100% - RENSTRA
IKU - DISPERKIMT
29| Persentase Penyelesaian sengeketa tanah garapan - 100% 100% - 100%)| 100% 100% A 2023-2026
Persentase Sengketa Tanah Garapan yangdifaslitasi
30 - 100% 100% - 100% 100% 100% PERUBAHAN
RENSTRA
Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk
31| Pembangunan - 100% 100% - 0% 100% 100% PERUBAHAN
RENSTRA
Persentaae Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum Adat/ Kas Desa
32 - - 36,84% - - - 36,84% PERUBAHAN
RENSTRA
Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanahkosong yang sudah di
33|inventarisasi - - 33,33% - - - 33,33% PERUBAHAN
RENSTRA




Vil 4=

Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data

34| Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara(IMTN) - 79,77% 84,82% 76,39% 79,77% 84,82% PERUBAHAN
RENSTRA
35| Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan - 7% 12% 4,99% 7% 12% PERUBAHAN

RENSTRA
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LAMPIRAN
Tabel 2.15 (Form Tabel T-C.31.)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No . : q . S A q q
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Capaian | Kebutuhan Dana i
/ s N LeLeel] Indikator Kinerja Program / Kegiatan & P e / e . lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan & P / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN 48.904.840.875| 48.904.840.875
Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 9.186.799.999 9.186.799.999
1 PROGRAM PENUNJANG DISPERKIMTA 1 ::Lse:t::eUPreIas::a::::;r'ntah 100% 9.186.799.999| 1 PROGRAM PENUNJANG DISPERKIMTA 1 :::Ise::ia:elJPreIas:fla::::Iner'ntah 100% 9.186.799.999
PEMERINTAH DAERAH o nCht ! 00 186.799- PEMERINTAH DAERAH PRI L ! 186.799.
Daerah Daerah
Kegiatan Perencanaan, §akupan Doku;nen Kegiatan Perencanaan, ;akupan Doku;nen
1 Penggangaran dan Evaluasi DISPERKIMTA 1 Perencanaan, Penganggaran, 100% 110.000.000] 1 Penggangaran dan Evaluasi Kinerja DISPERKIMTA 3 Perencanaan, Penganggaran, 100% 110.000.000
. dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dok P 2 Dokumen Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Dok P 2 Dokumen
1) Dokumen Perencanaan Perangkat |  DISPERKIMTA | 1) ~umia" Dokumen Ferencanaan | .. ia/Renja 20.000.000] 1) € v DISPERKIMTA q) urmian bokumen Ferencanaan | ponia/Renja 20.000.000
Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah Perubahan) Perubahan)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Doku.men RK.A-Sl.(PD dan 1Dokumen Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumiah Doku.men RK_A'SKPD dan
2) DISPERKIMTA 2) Laporan Hasil Koordinasi 5.000.000| 2) DISPERKIMTA 2)  Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen (RKA) 5.000.000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Peru.bahan RKA 1 Dokumen Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumiah Dokumen Perubaha'n
SKPD dan Laporan Hasil RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen
3) Penyusunan Dokumen Perubahan DISPERKIMTA 3) S (Perubahan 5.000.000] 3) Penyusunan Dokumen Perubahan DISPERKIMTA 3) o 5.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan (Perubahan RKA)
RKA-SKPD RKA) RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan DISPERKIMTA | 4 JLumlah D:ku-r:" D:A-S!(PD " | 100kumen 5.000.000| 4) S|P Kegiatan Koordinasi dan DISPERKIMTA 4 JLumlah D:ku-lnfn D:A-SKPD o 1 Dok DPA 5.000.000
) Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ). Laporan Hasil Koordinasi (DPA) R ) Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ) Laporan Hasil Koordinasi okumen ( ) R
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jsir:;)az Dollfumen P:rul.:;ahan DPA 1 Dokumen Sub Kegiatan Koordinasi dan :;:J;:I?K:;Zumin Perub:ha: 1 Dok
5) Penyusunan Dokumen Perubahan DISPERKIMTA 5) X an. aporan nast (Perubahan 5.000.000] 5) Penyusunan Dokumen Perubahan DISPERKIMTA 5) e an taporan Rast oxumen 5.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan (Perubahan DPA)
DPA-SKPD DPA) DPA-SKPD
Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Sub Kegiatan Koordinasi dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja n L dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian SKPD dan L. Hasil Sub Kegiatan Koordinasi dan SKPD dan L Hasil
6 o P paia DISPERKIMTA | 6) dan taporan Hasi 8 Laporan 40.000.000| 6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |  DISPERKIMTA 6) can taporan Hasi 8 Laporan 40.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan Laporan X A Koordinasi Penyusunan Laporan
- dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD




el an

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No A q . a - q q q )
Urusan/Bidang Urusan Pemer'lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD,
- RFK, PERJANKIN, Realisasi 8 Laporan 40.000.000 - SPM, RFK, PERJANKIN, Realisasi 8 Laporan 40.000.000
PERJANKIN) PERJANKIN)
Sub Kegiatan Penyusunan .
N Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
7) Dokumen Evaluasi Perangkat DISPERKIMTA 7) 5 Laporan 30.000.000 A DISPERKIMTA 7) 5 Laporan 30.000.000
Daerah Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah
- Jumlah Laporan LAKIP/LKT 1 Laporan 7.000.000 - Jumlah Laporan LAKIP/LKT 1 Laporan 7.000.000
- Jumlah Laporan PMPRB 1 Laporan 6.000.000 - Jumlah Laporan PMPRB 1 Laporan 6.000.000
Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Jumlah Laporan Evaluasi
R Struktural dan Fungsmnal/]u.mlah 1 Laporan 5.500.000 B Jabata‘n Struktural dan 1 Laporan 5.500.000
Laporan Standar Kompetensi Fungsional/Jumlah Laporan
Jabatan Standar Kompetensi Jabatan
- Jumlah Laporan SPIP 1 Laporan 6.000.000 - Jumlah Laporan SPIP 1Llaporan 6.000.000
- Jumlah Laporan Inovasi Daerah 1 Laporan 5.500.000 Jumlah Laporan Inovasi Daerah 1Llaporan 5.500.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Caku.p?n PeI.aksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Caku.pan Pel.aksanaan
DISPERKIMTA 2 Administrasi Keuangan 100% 4.595.184.703| 2 DISPERKIMTA 2 Administrasi Keuangan 100% 4.595.184.703
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan i Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan i
1) | 8l y J] DISPERKIMTA 1 Jun.w.lah Orang yang menerima 36 Orang/12 4.099.197.459| 1) | 8 Y I DISPERKIMTA 1) Jur-rflah Orang yang menerima 36 Orang/12 4.099.197.459
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil " " . . Jumlah Dokumen Hasil
.y : . - . Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi X o .
2) Administrasi Pelaksanaan Tugas DISPERKIMTA 2) Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 425.987.244| 2) DISPERKIMTA 2) Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 425.987.244
Pelaksanaan Tugas ASN
ASN Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Cakupan Jasa administrasi Cakupan Jasa administrasi
keuangan yang disediakan keuangan yang disediakan
. (Pengelola Keuangan Pengelola 1 Dokumen 425.987.244) . (Pengelola Keuangan Pengelola 1 Dokumen 425.987.244
Barang, Panitia Pengadaan, PPK, Barang, Panitia Pengadaan, PPK,
PPTK, PPHP dan Operator PPTK, PPHP dan Operator
Aplikasi ) Aplikasi )
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan Pelaksanaan qum'ih DoEume;
3) Penatausahaan dan DISPERKIMTA 3) dan Penguijian/Verifikasi 1 Dokumen 25.000.000| 3) Penatausahaan dan DISPERKIMTA 3) | enatausa aa'_’f_ka”_ 1 Dokumen 25.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan
Sub Kegiatan Koordinasi dan inasi Sub Kegiatan Koordinasi dan inasi
4) € ) DISPERKIMTA 4) Jumlah Dokumen Koordinasidan | = o\ o 10.000.000| 4) 8 ) DISPERKIMTA 4) Jumlah Dokumen Koordinasidan| ) p oy 10.000.000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Penyusunan Laporan Keuangan i Penyusunan Laporan Keuangan Akhir i
5) e P & DISPERKIMTA Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1laporan 15.000.000| 5) o P 8 DISPERKIMTA 5) Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1 Laporan 15.000.000
Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD




el An

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No A q . a - q q q )
Urusan/Bidang Urusan Pemer'lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
N N Bulanan/ Triwulanan/ . o Bulanan/ Triwulanan/
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sub Kegiatan Koordinasi dan
Semesteran SKPD dan Laporan Semesteran SKPD dan Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
7) . DISPERKIMTA 7) Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan 10.000.000] 7) . DISPERKIMTA 7) Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan 10.000.000
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD Keuangan SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
Kegiatan Administrasi Barang Cakupan Pelaksanaan . L . - Cakupan Pelaksanaan
il .. . - Kegiatan Administrasi Barang Milik N ) -
3 Milik Daerah pada Perangkat DISPERKIMTA 3 Administrasi Barang Milik 100% 35.000.000{ 3 DISPERKIMTA 3 Administrasi Barang Milik 100% 35.000.000
Daerah pada Perangkat Daerah
Daerah Daerah pada Perangkat Dareah Daerah pada Perangkat Dareah
Sub Kegiatan Penyusunan Jumiah R Kebutuh Sub Kegiatan Penyusunan Jumiah R Kebutuh
m| ncan n m ncan n
1) Perencanaan Kebutuhan Barang DISPERKIMTA 1) Bu @ Me'l'iaDa ehuSKuP; 1 Dokumen 5.000.000] 1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DISPERKIMTA 1) Bu @ Me'l‘iaDa ehuSl;P; 1 Dokumen 5.000.000
Milik Daerah SKPD arang Millk baera Daerah SKPD arang Milik baera
Sub Kegiatan Koordinasi dan g‘"”ah kj_ﬁ’_i";“ Ha;”dpenll-:ala'ln Sub Kegiatan Koordinasi dan JBumlah k/\a“l)‘ir;n HashlIdpemb-liala’ln
S o ara ilik Daerah dan Hasi u iatan inasi dal aran aerah dan Has!
2) Penilaian Barang Milik Daerah DISPERKIMTA 2) Sarang Milik Daerah dan - 1 Laporan 3.500.000| 2) >° "¢ n DISPERKIMTA g) oarang MilikDaer ! 1 Laporan 3.500.000
SKPD Koordinasi Penilaian Barang Milik Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian Barang
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Usulan Jumlah Laporan Usulan
DISPERKIMTA . Penghapusan Aset yang tidak 1 Laporan 16.500.000 DISPERKIMTA . Penghapusan Aset yang tidak 1 laporan 16.500.000
bisa digunakan (Rusak bisa digunakan (Rusak
sedang/Berat) pada SKPD sedang/Berat) pada SKPD
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
3) Penyusunan Laporan Barang Milik DISPERKIMTA 3) Penyusunan Laporan Barang 12 Laporan 5.000.000] 3) Penyusunan Laporan Barang Milik DISPERKIMTA 3) Penyusunan Laporan Barang 12 Laporan 5.000.000
Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Sub Kegiatan Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan
4 . DISPERKIMTA 4 1Llaporan 5.000.000] 4 . DISPERKIMTA 4 1Llaporan 5.000.000
) Barang Milik Daerah pada SKPD ) Barang Milik Daerah pada SKPD P ) Milik Daerah pada SKPD ) Barang Milik Daerah pada SKPD P
Kegiatan Administrasi eakupan I-\.dmlmstra.si N Kegiatan Administrasi Kepegawaian D Admmls"a?{ .
. DISPERKIMTA 4 Kepegawaian dan Disiplin 100% 1.536.570.829| 4 DISPERKIMTA 4  Kepegawaian dan Disiplin 100% 1.536.570.829
Kepegawaian Perangkat Daerah . Perangkat Daerah )
Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Kegiatan Pendidikan dan frl:m;:hd::gFauwnalsiBe;:asarkan
3) Pelatihan Pegawai Berdasarkan DISPERKIMTA 1) Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 48 Orang 200.000.000f 3) Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas DISPERKIMTA 1) Megngikuti Peniidiiangdan 48 Orang 200.000.000
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan dan Fungsi pelatihan
Kegiatan Administrasi Umum i i Kegiatan Administrasi Umum i i
& DISPERKIMTA Cakupan Pelayanan Admintrasi 100% 1536.570.829| 5 -° DISPERKIMTA 4 CakupanPelayanan Admintrasi 100% 1.536.570.829
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan . . Jumlah Paket Komponen
kompoien instala\; Jumlah Paket Komponen Instalasi Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/P P
1), DISPERKIMTA 1) Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 30.226.691| 1) instalasi listrik/penerangan bangunan |  DISPERKIMTA q) [nstalasitistribenerangan 1 Paket 30.226.691
listrik/penerangan bangunan o Bangunan Kantor yang
Kantor yang Disediakan kantor e
kantor Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan n " Jumlah Paket Peralatan dan
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan
2) peralatan dan perlengkapan DISPERKIMTA 2) Perlengkapan Kantor yang 2 Paket 578.158.981| 2) DISPERKIMTA 2) Perlengkapan Kantor yang 2 Paket 578.158.981
dan perlengkapan kantor
kantor Disediakan Disediakan
Cakupan Peralatan dan Cakupan Peralatan dan
- Perlengkapan Kantor yang 100% 578.158.981] - Perlengkapan Kantor yang 100% 578.158.981
disediakan disediakan
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Catatan
No N : 4 4 E— 4 q q
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan lokasi . L . Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan . . L . Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Pentiny
Indikator Kinerja Program / Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8
Daerah dan Program / Kegiatan L &! / Keg 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan ) 4 / Keg 2022 (Rp)
2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ATK Perkantoran ~ Jumlah. Paklet Alat Tulis Kantor 1 paket 78.158.981] ATK Perkantoran ~ Jumlah.Pak‘et Alat Tulis Kantor 1 paket 78.158.981
yang disediakan yang disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan ) N
Kantor - Perlengkapan Kerja Perkantoran 1 Paket 500.000.000 Peralatan dan Perlengkapan kantor - Perlengkapan Kerja Perkantoran 1 Paket 500.000.000
antol yang disediakan yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
3) 8 v DISPERKIMTA Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 106.030.697| 3) 8 v DISPERKIMTA 3) Jumlah Paket Peralatan Rumah 1Paket 106.030.697
Peralatan Rumah Tangga Tangga yang disediakan Rumah Tangga Tangga yang disediakan
B, B
Sub Kegiatan Penyediaan barang Jumlah Paket Barang Cetakan Sub Kegiatan Penyediaan barang Jumlah Paket Barang Cetakan
4) DISPERKIMTA 4) dan Penggandaan yang 1 Paket 54.353.459| 4) DISPERKIMTA 4) dan Penggandaan yang 1 Paket 54.353.459
cetakan dan penggandaan S cetakan dan penggandaan S
Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Sub Kegiatan Penyediaan bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
5) bacaan dan peraturan perundang- DISPERKIMTA 5) dan Peraturan Perundang- 1 Dokumen 9.801.000| 5) bacaan dan peraturan perundang- DISPERKIMTA 5) dan Peraturan Perundang- 1 Dokumen 9.801.000
undangan Undangan yang Disediakan undangan Undangan yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan L. L
ul gi " .y 88 ) Jumlah aporan Fenyelenggaraa}n Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
6) Rapat koordinasi dan konsultasi DISPERKIMTA 6) Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 600.000.000| 6) L . DISPERKIMTA 6) Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan 600.000.000
koordinasi dan konsultasi SKPD L .
SKPD SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsi Jumlah Dok Penat. h Sub Kegiatan Penatausahaan Arsi Jumlah Dokumen
o Keg Pl DisPERKIMTA umiah Dokumen Penatausahaan | ) 5 umen 4.000.000 7) 2|0 €8 P DISPERKIMTA 7)  Penatausahaan Arsip Dinamis 1 Dokumen 4.000.000
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD
pada SKPD
Sub Kegiatan Dukungan JDumklah Doiurin/Aphka;It 1 Dok d Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan J[;”:lah Dol;u:nin/AphkaSs.lt
8) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | DISPERKIMTA ukungan Felaksanaan sistem oxumen dan 154.000.000] 8) Sistem Pemerintahan Berbasis DISPERKIMTA g) uKungan elaksanaanSistem oy men dan 1 Apli 154.000.000
. . Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Aplikasi n Pemerintahan Berbasis
Berbasis Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD N
pada SKPD Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan
DISPERKIMTA Pelaksanaan Sistem 1Dok 4.000.000) DISPERKIMTA Pelaksanaan Sistem 1Dok 4.000.000
" Pemerintahan Berbasis Elektronik okumen R " Pemerintahan Berbasis okumen R
pada SKPD Elektronik pada SKPD
DISPERKIMTA . Jumiah Aplikasi Sstem informasi 1 Aplikasi 150.000.000 DISPERKIMTA . Jumiah Aplikasi Sstem informasi 1 Aplikasi 150.000.000
Leader Monitoring (SILEMON) Leader Monitoring (SILEMON)
Kegiatan Penyediaan Jasa Cakupan Penyediaan Jasa . . " Cakupan Penyediaan Jasa
. N N Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang .
7 Penunjang Urusan Pemerintahan DISPERKIMTA 7 Penunjang Urusan 100% 911.748.645| 7 . DISPERKIMTA 7 Penunjang Urusan 100% 911.748.645
A Urusan Pemerintahan Daerah )
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jasa i Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat i
& v ) DISPERKIMTA Jumlah Laporan PenyediaanJjasa | 1, 0 4.253.004 1) € v ) DISPERKIMTA 1) ‘umlahlaporan Penyediaantasa| o, oo 4.253.004
surat menyurat Surat Menyurat menyurat Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sub Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2) komunikasi, sumber daya air dan DISPERKIMTA 2) Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 351.906.576| 2) komunikasi, sumber daya air dan DISPERKIMTA 2)  Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Laporan 351.906.576
listrik Listrik yang Disediakan listrik dan Listrik yang Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3) DISPERKIMTA 3) Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 555.589.065| 3) DISPERKIMTA 3) Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 555.589.065
Pelayanan Umum Kantor o Pelayanan Umum Kantor o
Disediakan Disediakan
Cakupan Penyediaan Jasa Cakupan Penyediaan Jasa
- Pelayanan Umum Kantor yang 100% 555.589.065| - Pelayanan Umum Kantor yang 100% 555.589.065
disediakan disediakan
PTT/T Kontrak-J
/Tenaga on.ra} as‘a ) Juml.ah. Orar?g Jasa. Pendukung 16 Orang/12 PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Juml.ah. Oran.g Jasaﬁ Pendukung
- Pendukung Administrasi/Teknis DISPERKIMTA - Administrasi/teknis Perkantoran 474.522.240| - o A 3 DISPERKIMTA - Administrasi/teknis Perkantoran |16 Orang/12 Bula 474.522.240
N Bulan Administrasi/Teknis Perkantoran -
Perkantoran yang disediakan yang disediakan




" Jumlah Paket Makanan dan Jumlah Paket Makanan dan
Makanan dan Minuman . 1 Paket/12 n "
- DISPERKIMTA - Minuman Tamu/Rapat yang 81.066.825| - Makanan dan Minuman Rapat/Tamu DISPERKIMTA - Minuman Tamu/Rapat yang 1 Paket/12 Bulan 81.066.825
Rapat/Tamu S Bulan icedi
disediakan disediakan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemer'mtahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan Jokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
1 2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Pemeliharaan Barang Cakupan Pemeliharaan Barang Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Cakupan Pemeliharaan Barang
8 Milik Daerah Penunjang Urusan DISPERKIMTA 8 Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 8 Daerah Penunjang Urusan DISPERKIMTA 8  Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 788.295.822
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan i | Li Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan i | Li
ava ! %) DISPERKIMTA Operasional atau Lapangan yang ) 337.587.125| 2) fharaan, val e DISPERKIMTA y) Operasionalataulapangan yang 5 Unit 337.587.125
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak 5 Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya Lapangan dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Perorangan Jumlah Kendaraan Perorangan
Di Dil Di Di
. Dinas atau Kendaraan Dinas 1 unit /12 Bulan 50.000.000)  Dinas atau Kendaraan Dinas 1 unit /12 Bulan 50.000.000
Jabatan yang Dipelihara dan (12 Kali) Jabatan yang Dipelihara dan (12 Kali)
) 1
dibayarkan Pajaknya dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Dinas 4unit/ 12 Jumlah Kendaraan Dinas 4 unit / 12 Bl
uni uni ulan
- Operasional atau Lapangan yang n 282.074.625| - Operasional atau Lapangan yang . 282.074.625
s Bulan (60 Kali) o (60 Kali)
dipelihara dipelihara
Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas
~ OIperaslonal at.au Lapangan yang 4 Unit 5.512.500) R 9peras|onal atvau Lapangan yang 4 Unit 5.512.500
dibayarkan pajak dan dibayarkan pajak dan
perizinannya perizinannya
Sub Kegiatan Jumiah Ged Kantor d Sub Kegiatan Jumlah Ged Kantor d
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung umiah Ge u.ng antor dan ) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung umiah Ge u.ng antor dan .
3) . DISPERKIMTA 3) Bangunan Lainnya yang 1 Unit 363.599.197| 3) X DISPERKIMTA 3) Bangunan Lainnya yang 1 Unit 363.599.197
Kantor dan Bangunan Lainnya e . e Kantor dan Bangunan Lainnya e 3 TR
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan isun;Iah S;ral:a datn P;asarana Sub Kegiatan gjrzlah S;ra:a datn PrBasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana e. ung fantor atau Bangunan . Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan e. ung Rantor atau Bangunan B
DISPERKIMTA 4) Lainnya (Peralatan gedung 80 Unit 87.109.500| 4) DISPERKIMTA 4)  Lainnya (Peralatan gedung 80 Unit 87.109.500
dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau
) Kantor) yang R Kantor) yang
Bangunan Lainnya o > L Bangunan Lainnya o ! o
dipelihara/direhabilitasi dipelihara/direhabilitasi

el An
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Catatan
No A q . a - q q q )
Urusan/Bidang Urusan Pemer'lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 16.281.208.450 16.281.208.450
Persentase Rumah Layak Huni Persentase Rumah Layak Huni
PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA Bagi Korban Bencana dan PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA Bagi Korban Bencana dan
il, 1 100% 522.907.748| 1. 100% 522.907.748
PERUMAHAN SINGKAWANG terdampak Relokasi Program PERUMAHAN SINGKAWANG terdampak Relokasi Program
Pemerintah yang ditangani Pemerintah yang ditangani
Kegiatan Pendataan Penyediaan Cakupa.n Pendataar:‘ Tl Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Cakupa.n Pendataar; T
a dan Rehabilitasi Rumah Korban KOTA a aenve:n:anbdanBRe et |t:sn IR N E7T907T7aE Rehabilitasi Rumah Korban Bencana KOTA ) aenve:l:anbdanBRe abi |t:sn Lo0% 167,507,748
Bencana atau Relokasi Program SINGKAWANG uma . orban Bencana atau B atau Relokasi Program SINGKAWANG uma .or an Bencana atau i R
Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
D D: D D:
Sub Kegiatan Identifikasi Lahan- KOTA ::ml:?k o.ktm:‘en ata potensial Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan KOTA :;ml:l;k D,ktmllen ata potensial
1) lahan Potensial sebagai Lokasi entl |.aS| a.an yang. otensia 1 Dokumen 25.000.000f 1) Potensial sebagai Lokasi Relokasi 1) enti ', asl a‘ an yang‘ otensia 1 Dokumen 25.000.000
. SINGKAWANG Sebagai Lokasi Relokasi SINGKAWANG Sebagai Lokasi Relokasi
Relokasi Perumahan Perumahan
Perumahan Perumahan
Jumlah Dokumen data Rumah Jumlah Dokumen data Rumah
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat KOTA yang Terkena Bencana Sub Kegiatan Pendataan Tingkat KOTA yang Terkena Bencana
2 . 1 Dok 22.000.000] 2 . 1 1 Dok 22.000.000
) Kerusakan Rumah Akibat Bencana SINGKAWANG Kabupaten/Kota berdasarkan okumen ) Kerusakan Rumah Akibat Bencana SINGKAWANG ) Kabupaten/Kota berdasarkan okumen
Tingkat Kerusakan Rumah Tingkat Kerusakan Rumah
Sub Kegiatan Pendataan Rumah KOTA Jumlah Dokumen Data Rumah Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa KOTA Jumlah Dokumen Data Rumah
3) Sewa Milik Masyarakat, Rumah 1) Sewa Milik Masyarakat, Rumah 1 Dokumen 92.907.748|3) Milik Masyarakat, Rumah Susun dan 1) Sewa Milik Masyarakat, Rumah 1 Dokumen 92.907.748
SINGKAWANG SINGKAWANG
Susun dan Rumah Khusus Susun, dan Rumah Khusus Rumah Khusus Susun, dan Rumah Khusus
Identifikasi Perumahan di Lokasi KOTA iuTIa.h Dokl;men Data.l?rurr;ah di Identifikasi Perumahan di Lokasi yang KOTA :-url?la.h Dokl;men Data:-un;ah di
4) yang Berpotensi Terkena Relokasi okast y::-mg erpotensi Terkena 1 Dokumen 12.500.000{4) Berpotensi Terkena Relokasi Program 1) okasi y.ang erpotensi Terkena 1 Dokumen 12.500.000
SINGKAWANG Relokasi Program SINGKAWANG Relokasi Program
Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data Bakal Jumlah Dokumen Data Bakal
Pendataan dan Verifikasi Calon Calon Penerima Rumah bagi Pendataan dan Verifikasi Calon Calon Penerima Rumah bagi
Penerima Rumah bagi Masyarakat KOTA M kat Terk Penerima Rumah bagi Masyarakat KOTA M kat Terk
5) g1 viasy 1) v esvaraiat yang ferkena 1 Dokumen 11.500.000| 5) g iasy 1) [ esyarakat yang ferkena 1 Dokumen 11.500.000
yang Terkena Relokasi Program SINGKAWANG Relokasi Program yang Terkena Relokasi Program SINGKAWANG Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Terverifikasi Terverifikasi
Sub Kegiatan Identifikasi KOTA Jumlah Dokumen Data Rumah di Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan KOTA Jumlah Dokumen Data Rumah di
Perumahan di Lokasi Rawan i .500. di Lokasi Rawan Bencana i .500.
6) SINGKAWANG 1) Lokasi Rawan Bencana 1 Dokumen 12.500.000] 6) SINGKAWANG 1) Lokasi Rawan Bencana 1 Dokumen 12.500.000

Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota




Lial A

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No A q . a - q q e )
Urusan/Bidang Urusan Pemer'lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Dok Data Bakal Jumlah Dokumen Data Bakal
Sub Kegiatan Pendataan dan o Curln ah bo L}men i ah ha é Sub Kegiatan Pendataan dan o Calon Penerima Rumah bagi
7) Verifikasi Penerima Rumah bagi KOTA alon Penerima Rumah bagi 1 Dokumen 11.500.000| 7) Verifikasi Penerima Rumah bagi KoTA 1) Korban Bencana 1 Dokumen 11.500.000
SINGKAWANG Korban Bencana Kabupaten/Kota SINGKAWANG
Korban Bencana Kabupaten/Kota P Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
yang Terverifikasi e
Terverifikasi
Kegiatan Pembangunan dan Cakupan Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan dan Cakupan Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban KOTA Rehabilitasi R h K Rehabilitasi Rumah Korban Bencana KOTA Rehabilitasi R h Ki
2 - (o) 2 ehabilitasi Rumal t.:rban 100% 335.000.000 ; (o) 2 ehabilitasi Rumal o.rban 100% 335.000.000
Bencana atau Relokasi Program SINGKAWANG Bencana atau Relokasi Program atau Relokasi Program SINGKAWANG Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
lah R h Ki B lah R h K B
1) SubKegiatan Rehabilitasi Rumah KOTA " :(“rl'; i t“';; . orban Bencana 6 Unit Rumah 105.000.000| 1) 512 Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi KOTA Y JK‘"S 2 . “7; . orban Bencana & Unit Rumah 105.000.000
n n n m; .000. n n it Ru .000.
bagi Korban Bencana SINGKAWANG abupa .e. .0 a yang ftRuma Korban Bencana SINGKAWANG abupa ‘e‘ ,0 a yang
Terehabilitasi Terehabilitasi
2) Sub Kegiatan Pembangunan KOTA 1) :aumlah R:mbah bagi K;rban 2 UnitR h 115.000.000| 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah KOTA 1) JBumlah R:mbah bagi K;rban 2 Unit R h 115.000.000
Rumah bagi Korban Bencana SINGKAWANG encana Kabupaten/Kota yang nit Ruma -000. bagi Korban Bencana SINGKAWANG encana Kabupaten/Kota yang nit Ruma .000.
Terbangun Terbangun
Jumlah Rumah Tangga bagi JKum;ah l;umah Tangga bagi
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi KOTA Korban Bencana Kabupaten/Kota 1Rumah Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi KOTA orban Bencana
3 5.000.000] 3 1 1 Rumah Tangga 5.000.000
) Korban Bencana Kabupaten/Kota SINGKAWANG yang Mendapatkan Fasilitasi Tangga ) Korban Bencana Kabupaten/Kota SINGKAWANG ) Kabupaten/Kota y.a.ng . 68
Penvyediaan Rumah Mendapatkan Fasilitasi
V' Penyediaan Rumah
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Julzlah Rukaar: Tkangia yang Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Jurzlah Rukaahl T:”?ia yang
4 Rumah bagi Masyarakat yang KoTA 1 ;er AN h Keﬁ - mgKram 1 Rumah 5.000.000[4) Fumah bagi Masyarakat yang KoTA 1) tper it h Kez - mgKram 1 Rumah T 5.000.000
) Terdampak Relokasi Program SINGKAWANG ) emermtz at;patFen./I.toté Tangga B ) Terdampak Relokasi Program SINGKAWANG emermtad atkupa::en'/l'tm? umah Tangga B
Pemerintah Kabupaten/Kota yang m.en apatkan rasflitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang m.en apatkan rasilitasi
Penyediaan Rumah Penyediaan Rumah
Sub Kegiatan Pembangunan Jumlah Rumah Khusus beserta Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Khusus beserta
Rumah Khusus beserta PSU bagi KOTA PSU bagi kat Khusus beserta PSU bagi masyarakat KOTA PSU bagi kat
5) e 28! masyarakat 1 Unit Rumah 35.000.000| 5) 261 masy 1) 28! masyaraxat 1 Unit Rumah 35.000.000
masyarakat yang terkena Relokasi SINGKAWANG yangTerkena relokasi Program yang terkena Relokasi Program SINGKAWANG yangTerkena relokasi Program
Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terbangun Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terbangun
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan lokasi indikator Kinerja Program / Keglatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemer}ntahan lokasi indikator Kinerja Program/ Keglatan Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sub Kegiatan Pembangunan KOTA Jumlah Rumah Khusus beserta Sub Kegiatan Pembangunan Rumah KOTA Jumlah Rumah Khusus beserta
6) Rumah Khusus beserta PSU bagi 1 i i 70.000.000|6) Khusus beserta PSU bagi Korban 1 i 2 Unit Rumah 70.000.000
) 4 SINGKAWANG ) PSU bagi Korban Bencana 2 Unit Rumah ) g SINGKAWANG ) PSU bagi Korban Bencana nit Ruma

Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota
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PROGRAM PENINGKATAN

Persentase Prasarana, sarana
dan Utilitas Umum (PSU)

PROGRAM PENINGKATAN

Persentase Prasarana, sarana
dan Utilitas Umum (PSU)

2. PRASARANA, SARANA DAN SINGI:(OA.I\-ICANG 1 Lingkungan Perumahan 55,47% 15.758.300.702| 2. PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS SING‘:(?‘\mANG 1 Lingkungan Perumahan 55,47% 15.758.300.702
UTILITAS UMUM (PSU) (perumahan Pengembang) yang UMUM (PSU) (perumahan Pengembang)
ditangani yang ditangani
Cakupan Perencanaan, Cakupan Perencanaan,
| Kegiatan Urusan LU 1 :embangunsanlpen:;ngk::::' 100% 15.758.300.702 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Koxd 1 :embangunsanlper:"gk::i:' 100% 15.758.300.702
rasaran. rana dan Utilities .758.300. rasarana, Sarana dan Utiliti .758.300.
Penyelenggaraan PSU Perumahan SINGKAWANG CELIRIEL X .a a da PSU Perumahan SINGKAWANG s ! .a ada s
Umum (PSU) Lingkungan Umum (PSU) Lingkungan
Perumahan Perumahan
Sub Kegiatan Perencanaan KOTA lah Dok P Sub Kegiatan Perencanaan KOTA lah Dok P
1) 8 0 1) Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 150.000.000( 1) 8 0 1) Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 150.000.000
Penyediaan PSU Perumahan SINGKAWANG Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan PSU Perumahan SINGKAWANG Penyediaan PSU Perumahan
Perencanaan Penyediaan PSU KOTA Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Penyediaan PSU KOTA Jumlah Dokumen Perencanaan
Perumahan SINGKAWANG ~ Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 150.000.000  perymahan SINGKAWANG ~ Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 150.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Lokasi Perumahan yang Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Jumlah Lokasi Perumahan yang
Prasarana, Sarana, dan Utilitas KOTA Disediakan Prasarana, Sarana, Sarana, dan Utilitas Umum di KOTA Disediakan Prasarana, Sarana, .
2) - q) 'eedlakan prasaran " 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702| 2) : ) p) eediaran Frasara 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702
Umum di Perumahan untuk SINGKAWANG dan Utilitas Umum yang Perumahan untuk Menunjang Fungsi SINGKAWANG dan Utilitas Umum yang
Menunjang Fungsi Hunian Menunjang Fungsi Hunian Hunian Menunjang Fungsi Hunian
Cakupan Cakupan
Pembangunan/Peningkatan/Pemel Pe.mbangunan/Penlngkatan/Pem Pembangunan/Peningkatan/Pemeliha Pe.mbangunan/Penmgkatan/Pem
. eliharaan Prasarana dan Sarana eliharaan Prasarana dan Sarana
iharaan Prasarana dan Sarana KOTA * psU lingk P h 100% 15.408.300.702 raan Prasarana dan Sarana KOTA * psU lingk N h 100% 15.408.300.702
" Lingkungan Perumahan (jalan dan SINGKAWANG ingkungan Ferumanan ° T " Lingkungan Perumahan (jalan dan SINGKAWANG ingkungan Ferumanan ; B
" . (Perumahan Pengembang yang A . (Perumahan Pengembang yang
drainase Lingkungan Perumahan) drainase Lingkungan Perumahan)
sudah menyerahkan Aset PSU) sudah menyerahkan Aset PSU)
yang terfasilitasi PSU yang terfasilitasi PSU
Pembangunan/Peningkatan/Pemel Jumlah lokasi PSU lingkungan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliha Jumiah lokasi PSU lingkungan
iharaan Prasarana dan Sarana KOTA Perumahan (Perumahan raan Prasarana dan Sarana KOTA Perumahan (Perumahan
* f * i
Lingkungan Perumahan (jalan dan SINGKAWANG Pengembang) yang 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702 Lingkungan Perumahan (jalan dan SINGKAWANG # Z'ebngembag.g.) yakngk dielin 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702
drainase Lingkungan Perumahan) dibangun/ditingkatkan/dipelihara drainase Lingkungan Perumahan) ibangun/ditingkatkan/dipelihar
a
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
N Catatan
° Urusan/Bidang Urusan Pemer.intahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.intahan Jokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi dalam Rangka dan Sinkronisasi dalam rangka dan Sinkronisasi dalam rangka
3 . Kota Singk: 1 1L 25.000.000 1 1L 25.000.000
) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan| 0 0 o N8 ) Penyediaan Prasarana, Sarana, aporan ) Penyediaan Prasarana, Sarana, aporan
Utilitas Umum Perumahan dan Utilitas Umum Perumahan dan Utilitas Umum Perumahan
Sub Kegiatan Verifikasi dan Jumlah Laporan Hasil Serah Sub Kegiatan Verifikasi dan Jumlah Laporan Hasil Serah
4) Penyerahan PSU Perumahandari | Kota Singkawang 1) Terima PSU Perumahan yang 1Laporan 175.000.000|4) Penyerahan PSU Perumahan dari Kota Singkawang 1) Terima PSU Perumahan yang 1 Laporan 175.000.000
Pengembang Terverifikasi dari Pengembang Pengembang Terverifikasi dari Pengembang

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

19.790.264.284]

19.790.264.284

Persentase Luasan Kawasan

Persentase Luasan Kawasan

Rehabilitasi (DAU)

Rehabilitasi (DAU)

PROGRAM KAWASAN il i
3. LS g PELLITEEIR (e (g 65,14% 19.150.264.284|3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN CELEd g AR O (g 65,14% 19.150.264.284
PERMUKIMAN SINGKAWANG Luas di Bawah 10 Ha) yang SINGKAWANG Luas di Bawah 10 Ha) yang
ditangani ditangani
Persentase Penanganan Jumlah Persentase Penanganan Jumlah
Unit Rumah Tidak Layak Huni Unit Rumah Tidak Layak Huni
1.2 pada Kawasan Permukiman 50,0% 890.000.000} 1.2 pada Kawasan Permukiman 50% 890.000.000
Kumuh (dengan luas dibawah Kumuh (dengan luas dibawah
10 Ha) 10 Ha)
Kegiatan Penerbitan Izin Cakﬂpan Izin/Rumusan . . . Cakgpan Izin/Rumusan
Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan dan Kegiatan Penerbitan Izin Kebijakan Pembangunan dan
1. Kota Sing| g 1F Kawasan 100% 10.000.000{1. F dan F Kota k 1°p k Kawasan 100% 10.000.000|
Pengembangan Kawasan 3 . q q
N Per serta Per Kawasan Permukiman Permukiman serta Permukiman
Permukiman
Kumuh Kumuh
lah L Hasil K: inasi lah L: Hasil K inasi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Lumsa. kapo.ran. asil Koordinasi Sub Kegiatan Koordinasi dan ;um:‘ kapo‘ran‘ asil Koordinasi
1) Sinkronisasi Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) an sinkronisast 1 Laporan 10.000.000| 1) Sinkronisasi Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) an sinkronisasi 1 Laporan 10.000.000
. Penyelenggaraan Kawasan " Penyelenggaraan Kawasan
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman X
Permukiman Permukiman
Kegiatan Penataan dan Cakupan Penataan Kawasan Kegiatan Penataan dan Peningkatan Cakupan Penataan Kawasan
2 Peningkatan kualitas Kawasan Kota Sing g 1. Per Kumuh dengan 100% 20.000.000] 2 kualitas Kawasan Permukiman Kota 1. Per Kumuh dengan 100% 20.000.000
Permukiman Kumuh dengan Luas Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Kebijakan Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Kebijakan
1) Penyusunan/Review/Legalisasi Kota Singkawang 1) Bidang PKP yang 1 Dokumen 10.000.000f 1)  Penyusunan/Review/Legalisasi Kota Singkawang 1) Bidang PKP yang 1 Dokumen 10.000.000
Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview /Terlegalisasi Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview /Terlegalisasi
Survei dan Penetapan Lokasi Jumlah Dokumen Hasil Survei dan ’ ) Jumlah Dokumen Has.|ISurve|
. . . Survei dan Penetapan Lokasi . dan Penetapan Lokasi
2) Perumahan dan Permukiman Kota Singkawang 1) Penetapan Lokasi Perumahan 1 Dokumen 10.000.000§ 2) . Kota Singkawang " 1 Dokumen 10.000.000
Perumahan dan Permukiman Kumuh Perumahan dan Permukiman
Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kumuh
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
o Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan i Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan q " N . Target Capaian | Kebutuhan Dana i
CEEY I (T ' okas] Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 pai Y Hatt ean/Bidanel ' lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 pal utd / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Peningkatan Kualiatas . Kegiatan Peningkatan Kualiatas .
q Luas Permukiman Kumuh yang q Luas Permukiman Kumuh yang
Kawasan Permukiman Kumuh Kota Singk 1.1 Ditingkatkan infi k 2H 19.120.264.284] Kawasan Permukiman _Kumuh Kota Singk 1.1 Ditingkatkan infi k 2 H 19.120.264.284
dengan Luas di Bawah 10 ota Singkawang . itingkatkan in rs.tru tur a . .. . dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ota Singkawang . itingkatkan in rs.tru tur a B B o
Kawasan Permukimannya Kawasan Permukimannya
(Sepuluh) Ha Ha
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni .
i 1 i 890.000.000] 1 i 1 42Unit R h 890.000.000
Tidak Layak Huni Kota Singkawang ) yang Diperbaiki 42Unit Rumah ) Tidak Layak Huni Kota Singkawang ) yang Diperbaiki it Ruma
Jumlah R h Tidak Layak Huni
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni umian Ruman fidak Layak Hunt
MBR yang mendapatkan bantuan MER yang mendapatkan
- y. " € . P 42 Unit Rumah 840.000.000 - bantuan Rehabilitasi pada 42 Unit Rumah 840.000.000
Rehabilitasi pada Kawasan K P i K h
awasan Permukiman Kumul
Permukiman Kumuh (DAU)
(DAU)
Jumlah Fasiltasi/Monitoring 1 Jumlah Fasiltasi/Monitoring
_ Rumah Rumah Tidak Layak Huni Dokumen/kegiat 50.000.000| _ Rumah Rumah Tidak Layak Huni Dokumen/kegiatd 50.000.000
MBR yang mendapat bantuan an MBR yang mendapat bantuan
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Sub Kegiatan Kerja sama Perbaikan

Jumlah Dokumen kesepakatan
Kerja Sama dalam Perbaikan

Jumlah Dokumen kesepakatan
Kerja Sama dalam Perbaikan

2) Rumah Tidak Layak Huni Kota Singk: 1] 10 DOKUMEN 2.060.000.000 Kota Singk: 1 10 DOKUMEN 2.060.000.000
! v otasingkawang ) Rumah Tidak Layak Huni Beseta otasingkawang ) Rumah Tidak Layak Huni Beseta
beserta PSU
PSU PSU
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pengendalian dan Sinkronisasi Pengendalian Sinkronisasi Pengendalian dan Sinkronisasi Pengendalian
3) Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) Penyelenggaraan 1 Laporan 110.000.000)3) Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) Penyelenggaraan 1Llaporan 110.000.000
Pemugaran/Peremajaan Pemugaran/Peremajaan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Kumuh Permukiman Kumuh
Sub Kegiatan Pendataan dan Jumlah Dokumen Data Sub Kegiatan Pendataan dan Jumlah Dokumen Data
4) Verifikasi Penyelenggaraan Kota Singkawang 1) Permukiman Kumuh yang 1 Dokumen 10.000.000f 4) Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Kota Singkawang 1) Permukiman Kumuh yang 1 Dokumen 10.000.000
Kawasan Permukiman Kumuh Terverifikasi Permukiman Kumuh Terverifikasi
Jumlah Rumah Tangga yang
lah R hT
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Jumlah Ruma ar\'gga'yang Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Mendapatkan Fasilitasi
A Mendapatkan Fasilitasi . .
Perumahan Sementara bagi P di S h Perumahan Sementara bagi Penyediaan Perumahan
5) Masyarakat yang terkena Program K Singk 1) Senye |aanb er.uMma an K 1 Rumah 100.000.000] 5) Masyarakat yang terkena Program Kota Singk 1) Sementara bagi Masyarakat 1R hT 100.000.000
Peremajaan Permukiman Kumuh ota Singkawang Terrllenta;a 28! Pasyara @t yang Tangga e Peremajaan Permukiman Kumuh ota Singkawang yang Terkena Program umah Tangga P00
dengan Luas di bawah 10 Per en:. rog:;am Erdemajaa: dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Peremajaan Permukiman Kumuh
r R
(Sepuluh) Ha .e mukiman Kumuh dengan Luas Ha dengan Luas di Bawah 10
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan Pelaksanaan i Sub Kegiatan Pelaksanaan i
6) € Kota Singkawang Luas Permukiman Kumuh Yang 2 Ha 15.950.264.284| 6) € Kota Singkawang Luas Permukiman Kumuh Yang 2 Ha 15.950.264.284

Pemugaran Permukiman Kumuh

Dipugar

Pemugaran Permukiman Kumuh

Dipugar

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

berkembangnya Permukiman
Kumuh diluar kawasan
permukiman kumuh

berkembangnya Permukiman
Kumubh diluar kawasan
permukiman kumuh

Catatan
No . . . . T . ) ) "
Urusan/Bidang Urusan Pemer.mtahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.mtahan lokasi indikator Kinerja Program / Keglatan Target Capaian | Kebutuhan Dana / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase Luas Area Persentase Luas Area
PROGRAM PERUMAHAN DAN KOTA :encegka'han PerumBahan :an' PROGRAM PERUMAHAN DAN KOTA :encegka'han PerumBahan :’an'
ermukiman yang Berpotensi ermukiman yang Berpotensi
b 4. KAWASAN PERMUKIMAN 1.1 640.000.0001 4. 1.1 10,81% 640.000.000
5 KUMUH SINGKAWANG Kumuh di Luar Kawasan Kumuh 10,81% KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH SINGKAWANG Kumuh di Luar Kawasan Kumuh ’
(dengan Luas di bawah 10 Ha) (dengan Luas di bawah 10 Ha)
yang ditangani yang ditangani
Persentase Penanganan Jumlah Persentase Penanganan Jumlah
Unit Rumah Tidak Layak Huni di Unit Rumah Tidak Layak Huni di
2.2 Luar kawasan permukiman 7,57% 640.000.000 2.2 Luar kawasan permukiman 7,57% 640.000.000
kumuh (dengan luas dibawah kumuh (dengan luas dibawah
10 Ha) 10 Ha)
Kegiatan Pencegahan Perumahan Luas Area Pencegahan . Luas Area Pencegahan
dan Kawasan Permukiman P han dan K Kegiatan Pencegahan Perumahan = -
1. Kota Singkawang | 1.1 o manan Ganfawasan 5Ha 640.000.000{1. dan Kawasan Permukiman Kumuh | Kota Singkawang | 1.1 ' aian canfawasan 5 Ha 640.000.000
Kumuh pada Daerah Permukiman Kumuh Pada Permukiman Kumuh Pada
pada Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Penanganan jumlah Cakupan Penanganan jumlah
Unit RTLH bagi MBR untuk Unit RTLH bagi MBR untuk
12 pencegahan tumbuh dan T 640.000.000 12 pencegahan tumbuh dan 100% 640.000.000
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Sub Kegiatan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan Terhadap Tumbuh

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni untuk Pencegahan
Terhadap Tumbuh dan

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya

1) danBerkembangnya Permukiman Kota Singkawang 1) Permukiman Kumuh di Luar 27 Unit 640.000.000|1) Berkembangnya Permukiman Kumuh Kota Singkawang 1) Permukiman Kumuh di Luar 27 Unit 640.000.000
Kumuh di Luar Kawasan Kawasan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh dengan Luas dengan Luas di Bawah 10 dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) dengan Luas di Bawah 10
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Ha (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Kota Singkawang - MBR yang mendapat bantuan 27 Unit 540.000.000 Kota Singkawang - MBR yang mendapat bantuan 27 Unit 540.000.000
Rehabilitasi/Pembangunan baru Rehabilitasi/Pembangunan baru
Jumlah Fasiltasi/Monitoring dan 1 Jumlah Fasiltasi/Monitoring dan 1
BOP R h Tidak L k Huni BOP R h Tidak L k Huni
Kota Singkawang | - Dov Rumah Tidak layak Huni =1 o\ o eia 100.000.000 Kota Singkawang . BOP Rumah Tidak Layak Huni | o\ ek egiata 100.000.000
MBR yang mendapat bantuan tan MBR yang mendapat bantuan N

Rehabilitasi/Pembangunan baru

Rehabilitasi/Pembangunan baru

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No . . . . T . ) ) "
Urusan/Bidang Urusan Pemer.mtahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan Jokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN
BIDANG PERTANAHAN 3.646.568.143 3.646.568.143
PROGRAM PENYELESAIAN KOTA Persentase Sengketa Tanah PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA KOTA Persentase Sengketa Tanah
1 100% 106.000.000f 1 1 100% 106.000.000
SENGKETA TANAH GARAPAN SINGKAWANG Garapan yang difasilitasi TANAH GARAPAN SINGKAWANG Garapan yang difasilitasi
Kegiatan Penyelesaian Sengketa
a Taﬁlah Gara :n dalalm Daergah/ KOTA a gakupan Senckelionzh 100% 1060000000 "2 Kegiatan Penyelesaian Sengketa KOTA a zakupan SegEm e o0 10610001000
P! SINGKAWANG arapan yang i s Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota. SINGKAWANG arapan yang . o
Kota. difasilitasi/ditangani difasilitasi/ditangani
Sub Kegiatan Inventarisasi Jumiah Data Sengk Konflik Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Jumiah Data Sengk Konflik
Sengketa, Konflik, dan Perkara KOTA umlah Data Sengketa, Konfli Konflik, dan Perkara Pertanahan KOTA umlah Data Sengketa, Konfli
1) 1) dan Perkara dalam 1 (satu) 1 Dokumen 40.000.000f 1) 1) dan Perkara dalam 1 (satu) 1 Dokumen 40.000.000
Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG D h Kab ten/Kot dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG D: h Kabupaten/Kot:
Kabupaten/Kota. acrah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota. aerah Kabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara Hasil Jumlah Berita Acara Hasil
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian KOTA Mediasi Penyelesaian Kasus 1 Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian KOTA Mediasi Penyelesaian Kasus 1
2) Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 SINGKAWANG 2) Sengketa dan Konflik Tanah Dokumen/Berita 66.000.000| 2) Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 SINGKAWANG 2) Sengketa dan Konflik Tanah Dokumen/Berita 66.000.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota. Garapan dalam (satu) Daerah Acara (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Garapan dalam (satu) Daerah Acara
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Kern Persentase Penyelesaian PROGRAM PENYELESAIAN GANTI o Persentase Penyelesaian
2 KERUGIAN DAN SANTUNAN SINGKAWANG 2 Masalah Ganti Rugi/Santunan 100% 1.416.000.000] 2 KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH SLTTTE 2 Masalah Ganti Rugi/Santunan 100% 1.416.000.000
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Tanah untuk Pembangunan UNTUK PEMBANGUNAN Tanah untuk Pembangunan
Kegiatan P lesaian Masalah
Gegl; ;" e.nyedesa\:n " asaia « lesai Iah Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti K Jesai 1ah
anti Kerugian dan >antunan KOTA Ca uPan I?enye esaian Masala Kerugian dan Santunan Tanah untuk KOTA Ca uPan F.’enye esaian Masalal
1 Tanahuntuk pembangunan oleh 2 Ganti Rugi/Santunan Tanah 100% 1.416.000.000| 2 . 2 Ganti Rugi/Santunan Tanah 100% 1.416.000.000
SINGKAWANG pembangunan oleh Pemerintah SINGKAWANG

Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

untuk Pembangunan

Daerah Kabupaten/Kota.

untuk Pembangunan




el An

Sub Kegiatan Penetapan Daftar

Jumlah Keputusan Bupati/Wali

Sub Kegiatan Penetapan Daftar

Jumlah Keputusan Bupati/Wali

Desa

Kas Desa

Masyarakat Penerima Santunan KOTA Masyarakat Penerima Santunan KOTA
1) 1) Kota Tentang Penetapan 2 Dokumen 80.000.000] 1) 1) Kota Tentang Penetapan 2 Dokumen 80.000.000
Tanah dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG Tanah dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG
Penerima Santunan Tanah Penerima Santunan Tanah
Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota.
_ SKTim Pengadaan Tanah 1 Dokumen 30.000.000! _ SKTim Pengadaan Tanah 1 Dokumen 30.000.000
Kewenangan Kota Kewenangan Kota
K Tim P T h K Tim P T h
. SKTim Pengadaan Tana 1 Dokumen 50.000.000 . SKTim Pengadaan Tana 1 Dokumen 50.000.000
Pendelegasian Provinsi Pendelegasian Provinsi
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan i Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan q q N . Target Capaian | Kebutuhan Dana i
/! 5 N fokas] Indikator Kinerja Program / Kegiatan & P! e /! s ) lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 P / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 3 6 7 8 1) 10 11 12
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan . — Jumlah Dokumen Koordinasi dan
N o N ) o ) Sub Kegiatan Koordinasi dan ) L .
Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Sinkronisasi Penyelesaian . L . Sinkronisasi Penyelesaian
Ganti Kerugian dan Santunan KOTA Masalah Ganti K ian d Sinkronisasi Penyelesaian Masalah KOTA Masalah Ganti K ian d
2) 8 1) asalah Gantl Reruglan dan 5 Dokumen 1.336.000.000| 1) GantiKerugian dan Santunan Tanah 1) asalah Ganti Kerugian dan 5 Dokumen 1.336.000.000
Tanah untuk Pembangunan oleh SINGKAWANG Santunan Tanah untuk . SINGKAWANG Santunan Tanah untuk
. untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Pemerintah Daerah Pembangunan oleh Pemerintah Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Ganti Rugi/Santunan Cakupan Ganti Rugi/Santunan
# Tanah/Kerohiman yang 100% 1.336.000.000 #  Tanah/Kerohiman yang 100% 1.336.000.000
terdampak Pembangunan terdampak Pembangunan
R Jumlah dokumen Ganti
Jumlah dokumen Ganti R
A . Rugi/Santunan
- Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman 1 Dokumen 900.000.000 - A 1 Dokumen 900.000.000
terd K Pemb. Tanah/Kerohiman yang
ang terdampak Pembangunan
yang P 8 terdampak Pembangunan
Jumlah Dokumen Kegiatan Jumlah Dokumen Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
- Penyelenggaraan Pengadaan 1 Dokumen 200.000.000 - Penyelenggaraan Pengadaan 1 Dokumen 200.000.000
Tanah dan Fasilitasi Percepatan Tanah dan Fasilitasi Percepatan
Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah
. Jumiah Dokumen Appraisal 1Dokumen 66.000.000 . Jumlah Dokumen Appraisal 1 Dokumen 66.000.000
Penilaian Tanah Penilaian Tanah
Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dok 70.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dok 70.000.000
- okumen .000. - .000.
Pengadaan Tanah (DPPT) Pengadaan Tanah (DPPT) okumen
Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan
- 1 Dok 100.000.000; - 100.000.000
Alas Hak Tanah okumen Alas Hak Tanah 1Dokumen
s PROGRAM PENETAPAN TANAH KOTA 5 :e'seh":;se ";j':af"ya‘::':;a: 26.80% #0.000.000| 3 PROGRAM PENETAPAN TANAH KOTA s :erse':'::se .';e/r:a:'"ya;:":;ah 26.80% —
: " ULAYAT SINGKAWANG CLE B WEEIGE B LED ’ o ULAYAT SINGKAWANG CUEI B/ R LR ’ S




Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat

Cakupan Terinventarisasinya

Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat

KOTA

Cakupan Terinventarisasinya

Negara

Negara

A KOTA n
1. yang Lokasinya dalam Daerah 1 Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa di 36,84% 80.000.000| 1 yang Lokasinya dalam Daerah 1 Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa 36,84% 80.000.000
SINGKAWANG . SINGKAWANG . )
Kabupaten/Kota Kota Singkawang Kabupaten/Kota di Kota Singkawang
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Survei dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Survei dan
Sinkronisasi Survei dan Pemetaan KOTA Pemetaan Batas Tanah Ulayat Sinkronisasi Survei dan Pemetaan KOTA Pemetaan Batas Tanah Ulayat
1 7 L 80.000.000] 1 1 7 L 80.000.000
) Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) |  SINGKAWANG dalam 1 (satu) Daerah -aporan ) Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) SINGKAWANG ) dalam 1 (satu) Daerah aporan
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan I i Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan q q N . Target Capaian | Kebutuhan Dana i
/ 5 . el Indikator Kinerja Program / Kegiatan & P e / e . lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan & P / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o PO — Persentase Luas Potensi
ersentase Luas Potensi
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOTA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOTA Pemanfaatan atas tanah
4. b 4 Pemanfaatan atas tanah koson; 33,33% 310.000.000| 4 310.000.000
¢ KOSONG SINGKAWANG - L 8 ! KOSONG SINGKAWANG g kosong yang sudah SRIERNS
yang sudah diinventarisasi " ]
diinventarisasi
1 Kegiatan Penyelesaian Masalah KOTA 1 |C,akuplan K.oor;;nasll h Tanah 100% 60.000.000] 1 Kegiatan Penyelesaian Masalah KOTA 1 Eakuplan K_Wr;:nas: h Tanah 100% 60.000.000
Tanah Kosong SINGKAWANG enyelesaian Masatah Tana -090- Tanah Kosong SINGKAWANG enyelesaian Masalah Tana -000-
Kosong Kosong
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah L Koordinasi dal Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumiah L Koordinasi
1 Sinkronisasi Penyelesaian Tanah KOTA 1 Rum ak Paporaln t.)orTmaslh alam 10 L 60.000.000| 1) Sinkronisasi Penyelesaian Tanah KOTA 1 durln @ R apokra; oorl |na.s| 10 L 60.000.000
r .000. .000.
) Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG Kang arenyelesaian fana aporan Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah SINGKAWANG ) Ta arE Ka"g a Penyelesaian aporan
Kabupaten/Kota. osong Kabupaten/Kota. anan Rosong
. .. Cakupan Inventarisasi/terdata . . Cakupan Inventarisasi/terdata
Kegiatan Inventarisasi dan KOTA . Kegiatan Inventarisasi dan KOTA ”
2 1 dan kebijakan Pemanfaatan 100% 250.000.000| 1 1 dankebijakan Pemanfaatan 100% 250.000.000
Pemanfaatan Tanah Kosong SINGKAWANG Pemanfaatan Tanah Kosong SINGKAWANG
Tanah Kosong Tanah Kosong
Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah KOTA Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah KOTA Jumlah Dokumen Pemanfaatan
1 1 1 Dok 250.000.000f 1 1 1 Dok 250.000.000
) Kosong SINGKAWANG ) Tanah Kosong oxumen ) Kosong SINGKAWANG ) Tanah Kosong okumen
2 2
; Jumlah Laporan Pendukung 3.000 M?/1 250.000.000 3 Jumlah Laporan Pendukung 3.000 M?/1 250.000.000
Pemanfaatan Tanah Kosong Laporan Pemanfaatan Tanah Kosong Laporan
Persentase Terdatanya/Tertib Persentase Terdatanya/Tertib
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN KOTA Administrasi Data Pertanahan PROGRAM PENGELOLAAN IZIN KOTA Administrasi Data Pertanahan
5 84,82% 75.068.143| 5 5 84,82% 75.068.143
MEMBUKA TANAH SINGKAWANG Mengenai Izin Membuka Tanah g MEMBUKA TANAH SINGKAWANG Mengenai Izin Membuka Tanah Y
Negara (IMTN) Negara (IMTN)
Cakupan Terdatanya/Tertib Cakupan Terdatanya/Tertib
Kegiatan Penertiban Izin KOTA Administrasi Data Pertanahan 0%, B ERE Kegiatan Penertiban Izin Membuka KOTA a Administrasi Data Pertanahan 100% 75.068.143
Membuka Tanah SINGKAWANG Mengenai Izin Membuka Tanah ° B Tanah SINGKAWANG Mengenai Izin Membuka Tanah B




Sub Kegiatan Koordinasi dan

Jumlah Dokumen Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan

Jumlah Dokumen Kegiatan

1) Sinkronisasi Pemberian Izin KOTA Koordinasi dan Smkrol;nsaslA 1 Dokumen 53.290.794| 1) Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka KoTA 1) Koordinasi dan Slnkrorﬂsasl. 1 Dokumen 53.290.794
SINGKAWANG dalam rangka Pemberian Izin SINGKAWANG dalam rangka Pemberian Izin
Membuka Tanah. Tanah.
Membuka Tanah Membuka Tanah
Jumlah Lahan yang telah Jumlah Lahan yang telah
- dilaksanakan Pendaftaran Tanah 150 Persil 37.500.000 - dilaksanakan Pendaftaran Tanah 150 Persil 37.500.000
Sismatis Lengkap (PTSL) Sismatis Lengkap (PTSL)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan i Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan q q N . Target Capaian | Kebutuhan Dana i
/ s . LeLeel] Indikator Kinerja Program / Kegiatan & P e / e . lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan & P / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Perserta yang memahami Jumlah Perserta yan
. erserta yang 1AM 50 orang/26 umian Ferserta yang 50 orang/26
- Pendaftaran Tanah Sistematis 15.790.794 - memahami Pendaftaran Tanah 15.790.794
Kelurahan ) . Kelurahan
Lengkap (PTSL) Sistematis Lengkap (PTSL)
5 Sub Kegiatan Pengendalian KOTA " Lumlathol.kun;en Keilatan Lok IS I Sub Kegiatan Pengendalian KOTA . qumlah dDﬁkurgen Keilatan .. 21777345
) Pemanfaatan Tanah Negara. SINGKAWANG engendalian Pemanfataan okumen o Pemanfaatan Tanah Negara. SINGKAWANG ) engendalian Pemanfataan okumen U
Tanah Negara Tanah Negara
: Jumlah Dokumen Pengukuran 1 Dokumen 10.350.000 3 Jumlah Dokumen Pengukuran 1 Dokumen 10.350.000
Pertanahan Pertanahan
_ Jumlah Dokumen Pemetaan 1 Dokumen 11.427.349 3 Jumlah Dokumen Pemetaan 1 Dokumen 11.427.349
Pertanahan Pertanahan
PROGRAM PENATAGUNAAN i i
6. Kora Persentase Luas Wilayah Yang 12% 1.659.500.000| 6 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Kora g PersentaseLuas Wilayah Yang 12% 1.659.500.000
TANAH SINGKAWANG Sudah Terpetakan SINGKAWANG Sudah Terpetakan
Kegiatan Penggunaan Tanah yang @ Cakupan Kegiatan Penggunaan Tanah yang G Cakupan
1 Hamparannya dalam satu Daerah 1 Penggunaan/Pemanfaatan 100% 1.659.500.000 1 Hamparannya dalam satu Daerah 1 Penggunaan/Pemanfaatan 100% 1.659.500.000
SINGKAWANG SINGKAWANG
Kabupaten/Kota Tanah Kabupaten/Kota Tanah
Sub Kegiatan Koordinasi dan KOTA :(uml(a: La!)zrans/.[)tl)(kun.\en X Sub Kegiatan Koordinasi dan KOTA JKumI:h LaPzrans/.Dikun'.len.
. o oordinasi dan Sinkronisasi . - oordinasi dan Sinkronisasi
1) Sinkronisasi Perencanaan 1 8 L 759.500.000| 1) Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan 1 8L 759.500.000
) SINGKAWANG ) Perencanaan Penggunaan Tanah aporan ) 88 SINGKAWANG ) Perencanaan Penggunaan Tanah aporan

Penggunaan Tanah

dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Tanah

dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota




el An

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No A q . a - q q q )
Urusan/Bidang Urusan Pemer'lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemer.lntahan lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai ‘oA ;mkrovn;Iasvl_?ntu: mebnetavp;an <ub Kesiatan Pemetann Zona Niai ‘oA ;mkro‘n’i‘s.?s‘l?ntu: met’netép;an
{
2) Tanah Kewenangan onast Nilal Tanah sebagal Dasar | g 1\ men 825.000.000| 1) € 1) <‘onasiNiallanahsebagal Dasar| g0\ men 825.000.000
Kabupaten/Kota SINGKAWANG Pelayanan Informasi Nilai Tanah Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota SINGKAWANG Pelayanan Informasi Nilai Tanah
dan Pelayanan Pertanahan dan Pelayanan Pertanahan
Lainnya Lainnya
Sub Kegiatan Koordinasi dan KOTA J;";Iah Polﬁupm:enkKoordmas\ dan Sub Kegiatan Koordinasi dan KOTA J;n:(lah Poku:lenkKoordmasu dan
nkroni naan nkroni naan
3) Sinkronisasi Pelaksanaan 1) inkro llsa§| elaksanaa 1 Dokumen 75.000.000| 1) Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi 1) ! D‘Isas‘l elaksanaa 1 Dokumen 75.000.000
. SINGKAWANG Konsolidasi Tanah Kewenangan SINGKAWANG Konsolidasi Tanah Kewenangan
Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Tanah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jasa Konsultansi Perorangan KOTA Jumlar‘\( Dokudmen survey, Jasa Konsultansi Perorangan KOTA Jumlal:( Dokudmen survey,
Pengukuran dan pemetaan _ pengu .urar\ an pemetaan 1 Dokumen 75.000.000| - Pengukuran dan pemetaan - pengu ‘ura? an pemetaan 1 Dokumen 75.000.000
. SINGKAWANG Konsolidasi Tanah/Tenaga o SINGKAWANG Konsolidasi Tanah/Tenaga
Konsolidasi Tanah . Konsolidasi Tanah .
Konsultansi Perorangan Konsultansi Perorangan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
e Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan i Target Capaian | Pagu Dana Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan q " N . Target Capaian | Kebutuhan Dana i
/! 5 N fokas] Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 P 8 /! 8 ) lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan 8 P / Penting
Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp) Daerah dan Program / Kegiatan 2022 (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 o) 10 11 12
JUMLAH 48.904.840.875 JUMLAH 48.904.840.875




LAMPIRAN

Tabel 3.4 (Form Tabel T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bi P intahan D h
Kode Urusan/ 'd:::::,us::n /er;:ri':::n an Daera Indikator Kinerja Program ( ) K (Output) Catatan Penting
8! 8! lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber . Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
1. |[04. 48.904.840.875 31.445.653.660
PERMUKIMAN
Sekretariat Dinas Per han, Permuki dan Per 9.186.799.999 7.340.896.268
1. |oa | o1 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH cet ’ ! Urusan Pemerintah DISPERKIMTA 100% 9.186.799.999 100% 7.340.896.268
DAERAH Daerah
1. loa | 01| 201 1 Kegiatan Pe.re!\can.aan, Penggangaran Cakuparl l?oku.men Perencanaan, Penganggaran, dan DISPERKIMTA 100% 110.000.000 APBD 100% 70.000.000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
1. |04. 01 [ 2.01 | 0001 8 v 1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DISPERKIMTA (Renja/Renja 20.000.000 APBD (Renja/Renja 8.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah
Perubahan) Perubahan)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
1. |04. 01 2.01 0002 2 1 DISPERKIMTA APBD 1 Dok 5.000.000
) Dokumen RKA-SKPD ) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen (RKA) 5.000.000 okumen
. N Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan R L 1 Dokumen 1 Dokumen
1. (04. 01 2.01 | 0003 3) Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1) ?:;:;Koordlnaﬂ Penyusunan Dokumen Perubahan RKA: DISPERKIMTA (Perubahan RKA) 5.000.000 APBD (Perubahan RKA) 5.000.000
1. |oa. | o1 | 2.01 | o004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil DISPERKIMTA 1 Dokumen (DPA) 5.000.000 APBD 1 Dokumen (DPA) 5.000.000
Dokumen DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen
1. |(04. 01 2.01 0005 s V! 1) Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- DISPERKIMTA 5.000.000 APBD 1 Dokumen 5.000.000
Dokumen Perubahan DPA-SKPD SKPD (Perubahan DPA)

el An




Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode / d gP / Kegiat Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Kinerja SKPD (.13n L.aporar;Hasll(IhK.oordlnals.l Pe.ny.usur\an
1. |oa. | 01| 2.01 | 0006 | 6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1) Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja DISPERKIMTA 8 Laporan 40.000.000 APBD 8 Laporan 20.000.000
. i SKPD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJANKIN,
- - DISPERKIMTA 8 Laporan 40. X APBD 8 Laporan 20.000.000
PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN) Realisasi PERJANKIN) P 0.000.000 P
i D
1. (04. | o1 | 2.01 | 0007 | 7) Sub Keglatan Penyusunan Dokumen 1) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DISPERKIMTA 5 Laporan 30.000.000 APBD 5 Laporan 22.000.000
Evaluasi Perangkat Daerah
- Laporan LAKIP/LKT - Jumlah Laporan LAKIP/LKT DISPERKIMTA 1 Laporan 7.000.000 APBD 1 Laporan 5.000.000
- Laporan PMPRB - Jumlah Laporan PMPRB DISPERKIMTA 1 Laporan 6.000.000 APBD 1 Laporan 4.500.000
. Lapor?n Evaluasi Jabatan Struktural dan . Jumlalh Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan' DISPERKIMTA 1 Laporan 5.500.000 APBD 1 Laporan 4.000.000
Fungsional Fungsional/Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan
- Laporan Standar Kompetensi Jabatan - Jumlah Laporan SPIP DISPERKIMTA 1 Laporan 6.000.000 APBD 1 Laporan 4.500.000
Laporan Inovasi Daerah - Jumlah Laporan Inovasi Daerah DISPERKIMTA 1 Laporan 5.500.000 APBD 1 Laporan 4.000.000
. - . 1Ak Ad rasi K
1 |oa | o1 202 p CEHEmA R [T Ll ast Eerenekey DISPERKIMTA 100% 4.595.184.703 100% 4.698.893.938
Perangkat Daerah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan . . .
1. (04. 01 2.02 | 0001 1) . 1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN DISPERKIMTA 36 Orang/12 Bulan 4.099.197.459 APBD 36 Orang/12 Bulan 4.304.157.332
Tunjangan ASN
1. |oa. 01 2.02 | o002 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi DISPERKIMTA 1 Dokumen 425.987.244 APBD 1 Dokumen 372.236.606
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Jasa administrasi keuangan yang . . N
disediakan (Pengelola Keuangan Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan
“p lola B 8 Panitia P g q - (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia DISPERKIMTA 1 Dokumen 425.987.244] APBD 1 Dokumen 372.236.606
engelola Barang, Fanitia Fenga a.an, X Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi )
PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi )
1. |oa. | o1 | 2.02 | 0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan| ) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan DISPERKIMTA 1 Dokumen 25.000.000 APBD 1 Dokumen 6.000.000)
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Vial Aa



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode dan P / Kegiat Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelak: Jumlah Dok Koordinasi dan Pelak Akuntansi
1. |oa. | o1 | 2.02 | oooa | g)>uP "esiatan Koorcinasican Pelaksanaan |4, Jumiah Dokumen Roordinasi dan Pefaksanaan Akuntansi DISPERKIMTA 1 Dokumen 10.000.000 APBD 1 Dokumen 6.000.000
Akuntansi SKPD SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
1. |04. 01 [ 2.02 | 0005 5) Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan DISPERKIMTA 1 Laporan 15.000.000 APBD 1 Laporan 10.500.000
Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan Pengelolaan dan .
D B
1. |oa. | o1 | 2.02 | 0006 | 6) Penyiapan Bahan Tanggapan 1) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan DISPERKIMTA 1 Dokumen 10.000.000 APBD 0,00 0
X Tindak Lanjut Pemeriksaan
Pemeriksaan
X o Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
1. (04. 01 2.02 | 0007 7) Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1) P X M DISPERKIMTA 2 Laporan 10.000.000 APBD 0,00 0
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Semesteran SKPD
SKPD
1. |oa. 01| 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah DISPERKIMTA 100% 35.000.000 100% 30.700.000
Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Dareah
1. |oa. | 01| 203 | ooo1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan 1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD DISPERKIMTA 1 Dokumen 5.000.000 APBD 1 Dokumen 4.000.000
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan
1. (04. 01 2.03 0003 2 DISPERKIMTA 1L 3.500.000 APBD 1L 3.500.000
) Barang Milik Daerah SKPD Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD aporan aporan
Jumlah L. Usulan Pengh Aset tidak
umiah Laporan tsulan Fenghapusan Aset yang tica DISPERKIMTA 1 Laporan 16.500.000 APBD 1 Laporan 15.000.000
bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1. (04. 01 2.03 0005 3) Penyusunan Laporan Barang Milik 1) p v P DISPERKIMTA 12 Laporan 5.000.000 APBD 12 Laporan 4.200.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD
1 |oa. o1 2.03 0006 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik ) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah DISPERKIMTA 1 Laporan 5.000.000 APBD 1 Laporan 4.000.000
Daerah pada SKPD pada SKPD
1. |oa. 01| 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Cakupan A.dmlnlstraﬂ Kepegawaian dan Disiplin DISPERKIMTA 100% 360.000.000 100% 116.000.000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
1. |oa. 01 2.05 | 0001 Sub keglatan.P.erngkatan S.arana dan Jumlah FJnlt Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin DISPERKIMTA 1 unit 10.000.000 APBD 0 0
Prasarana Disiplin Pegawai Pegawai




Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

1. (04. | 01 | 2.05 | 0002 2) ) 1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan DISPERKIMTA 1 paket 150.000.000 APBD 0 0
beserta Atribut Kelengkapannya
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/Bld:ng:rusan P/e;\er.mttahan Daerah Indikator Kinerja Program ( )/ K (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
0009 3 DISPERKIMTA 48 Oran, 200.000.000 APBD 48 Oran, 116.000.000
) Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan e 8
1. |oa. o1 | 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat DISPERKIMTA 100% 1.536.570.829 100% 752.239.421
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan komponen Jumiah Paket K Instalasi Listrik/P
1. |04 | 01| 2.06 | 0001 | 1) instalasi listrik/penerangan bangunan 1) Jumiah Faket fomponen Tnstalast Listrik/Fenerangan DISPERKIMTA 1 Paket 30.226.691 APBD 1 Paket 31.738.026
K Bangunan Kantor yang Disediakan
antor
1 loa o1 206 | 0002 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Jl,!mlalh Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DISPERKIMTA 2 Paket 578.158.981 APBD 2 Paket 192.316.930|
perlengkapan kantor Disediakan
Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DISPERKIMTA 100% 578.158.981 APBD 100% 192.316.930
disediakan
- ATK Perkantoran - Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan DISPERKIMTA 1 Paket 78.158.981 APBD 1 Paket 82.066.930
- Peralatan dan Perlengkapan kantor - Jumiah Paket Perala.tanldan Perlengkapan Kerja DISPERKIMTA 1 Paket 500.000.000 APBD 1 Paket 110.250.000]
Perkantoran yang disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan -
1. |(04. 01 2.06 | 0003 3) Rumah Tangga 1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan DISPERKIMTA 1 Paket 106.030.697 APBD 1 Paket 48.332.233
1 |oa. o1 206 | 0005 2 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan Jl.,mla‘h Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DISPERKIMTA 1 Paket 54.353.459 APBD 1 Paket 36.071.132
dan penggandaan Disediakan
1 |oa. o1 2.06 0006 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacafxn d‘an Peraturan DISPERKIMTA 1 Dokumen 9.801.000 APBD 1 Dokumen 10.781.100|
dan peraturan perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
1 |oa. o1 2.06 0009 Sub K§g|at.an Penvelengg.araan Rapat 1) Jumlah La‘poran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan DISPERKIMTA 12 Laporan 600.000.000 APBD 12 Laporan 425.000.000
koordinasi dan konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
1 |oa. o1 206 | o010 Sljlb Keglatan Penatausahaan Arsip 1) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada DISPERKIMTA 1 Dokumen 4.000.000 APBD 1 Dokumen 4.000.000
Dinamis pada SKPD SKPD
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan o
Jumlah Dok ‘Aplikasi Duk Pelak 1 Dok dan1
1. |04. 01 2.06 | 0011 8) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1) l_Jma ° umen/ prikast u unean e.a sanaan DISPERKIMTA © un'?en . an 154.000.000 APBD 1 Dokumen 4.000.000|
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Aplikasi
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem
- DISPERKIMTA 1 Dok X X APBD 1 Dok 4.000.000
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD okumen 4.000.000 okumen

el An




_ Jumlah Aplikasi Sstem informasi Leader Monitoring DISPERKIMTA 1 Aplikasi 150.000.000 APBD o o
(SILEMON)
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/Bld:ng;Jrusan P/e;\er.mttahan Daerah Indikator Kinerja Program ( )/ K (Output) Catatan Penting
an Program / Kegiatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber . Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
E e P aentadaaniBranE MK Cakupan Pengadaan Prasarana sarana
1. |04. 01 | 2.07 6 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah . . B . DISPERKIMTA 100% 850.000.000 100% 130.000.000
operasional/kendaraan operasional Perangkat Daerah
Daerah
) ) Di } L
1 loa o1 207 | 0002 1) Sl:lb Kegiatan .Pengadaan Kendaraan 1) Jumlah.Unllt Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DISPERKIMTA 6 Unit 800.000.000 6 Unit 30.000.000)
Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
1. |04 01 | 2.07 | 0005 2) Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur 1) Jumlah Mebel yang diadakan DISPERKIMTA 5 unit 50.000.000 5 Unit 50.000.000}
Kegi P di P : "
1. |oa. | o1 | 2.08 7 ve —— (CET D (el G T e (et s (e DISPERKIMTA 100% 911.748.645 100% 860.322.616
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
1. |04 01 | 2.08 | 0001 1) f::nl;i?;tan Penyediaan jasa surat 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat DISPERKIMTA 12 Laporan 4.253.004 APBD 12 Laporan 4.678.304
Sub Kegiatan P diaan j Jumlah L. P diaan Jasa K ikasi, Sumb
1. |oa. | o1 | 208 | oopz2 | o) >ubfeslatanPenvediaanjasa - 1) Umian taporan Fenyediaan fasa fomunikasl, Sumber DISPERKIMTA 12 Laporan 351.906.576 APBD 12 Laporan 296.001.905,
komunikasi, sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1 oa. o1 208 | 0004 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporaln P(lenyedlaan Jasa Pelayanan Umum DISPERKIMTA 12 Laporan 555.589.065 APBD 12 Laporan 559.642.406
Umum Kantor Kantor yang Disediakan
Cfakulean Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 100% 555.589.065 APBD 100% 559.642.406
disediakan
. P'I'I'/jl'e.naga.Kontrz.ik—Jasa Pendukung . Jumlah Orang Jasa I.’end.ukung Administrasi/teknis DISPERKIMTA 16 Orang/12 Bulan) 474.522.240 APBD 16 Orang/12 474.522.240)
Administrasi/Teknis Perkantoran Perkantoran yang disediakan Bulan
Jumlah Paket Mak: dan Mi T Rapat
- Makanan dan Minuman Rapat/Tamu - dl::e];ak; et Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang DISPERKIMTA 1 Paket/12 Bulan 81.066.825 APBD 1 Paket/12 Bulan 85.120.166
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik - 1H A
1. |oa. | o1 | 2.09 8 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan e horasnBaron s MITEDas ISh Eenupiang DISPERKIMTA 100% 788.295.822 APBD 100% 682.740.294
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. (04. 01 2.09 0002 DISPERKIMTA .587. APBD . .
2) Kendaraan Dinas Operasional atau ) yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 337.587.125 5 Unit 337.862.750
Lapangan
Jumlah Kend: P Di tau Kend:
- u.m an fendaraan eroréngan Inas'a au en ar_aan 1 unit /12 Bulan 50.000.000 APBD 1 unit /12 Bulan 50.000.000
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya _ .
(12 Kali) (12 Kali)

il A




: Jumlah Kel.'\daraan Dinas Operasional atau Lapangan 4 unit/ 12 _Bulan 282.074.625 APBD 4 unit/ 12 _Bulan 282.074.625
yang dipelihara (60 Kali) (60 Kali)
. Jumlah Kendaraan I?lnas Opera.5|.onal atau Lapangan 4 Unit 5.512.500 APBD 4 Unit 5788.125
yang dibayarkan pajak dan perizinannya
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bi P intahan D h
Kode Urusan/ |d:ng:rusan /er;er.mtta an Daera Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yan
1. |04 | 01| 2.09 | 0009 | 3) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7) ume 'Ng Rantor d 8 va yang DISPERKIMTA 1 Unit 363.599.197 APBD 1 Unit 284.912.569
Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
1. |04. 01 2.09 | 0010 4) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1) Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang DISPERKIMTA 80 Unit 87.109.500 APBD 80 Unit 59.964.975
atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
1. | 04. 36.071.472.734 20.937.304.027
PERMUKIMAN
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 16.281.208.450 11.972.300.701
PROGRAMIPENGEMBANGAN Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana
1. [ 04.| 02 1. PERUMAHAN 1 dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang KOTA SINGKAWANG 100% 522.907.748 APBD 100% 899.000.000
ditangani
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
1. | 04.| 02 2.01 1 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 1 Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KOTA SINGKAWANG 100% 187.907.748 APBD 100% 284.000.000
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan P .
Jumlah Dok Data Identifikasi Lah Pot |
1.| 04.| 02| 2.01 | 0002 | 1) Potensial sebagai Lokasi Relokasi 1) Jumah bokumen Data ldentitikasi Lanan yang Fotensia KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 25.000.000 APBD 1 Dokumen 30.000.000
Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Perumahan
1.| 0a.| 02 | 2.01 | oooa Sub Kegiatan Pendataan Tingkat 1) Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 22.000.000 APBD 1 Dokumen 25.000.000
Kerusakan Rumah Akibat Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Jumlah Dok Data R hs Milik M Kt
1.| 0a.| 02 | 2.01 | 0006 | 3) Milik Masyarakat, Rumah Susun dan 1) umian okumen Data Ruman Sewa Willk Masyarakat, KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 92.907.748 APBD 1 Dokumen 95.000.000
Rumah Khusus Rumah Susun, dan Rumah Khusus

el An




Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Jumlah Dok Data R h di Lokasi B tensi
1. | 0a.| 03| 2.01 | 0007 | 4) Berpotensi Terkena Relokasi Program 1) umian Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 12.500.000 APBD 1 Dokumen 55.000.000
Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah
1.(04.| 03 | 2.01 | 0008 5) Rumah bagi Masyarakat yang Terkena 1) bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 11.500.000 APBD 1 Dokumen 11.500.000
Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/Blddanng:rusrar;‘P/erI?erimtta:an Daerah Indikator Kinerja Program ( )/ K (Output) Catatan Penting
an Progra eglata lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
i ifikasi i D Dx iL i B
1. | 0a| 02| 2.01| ooo9 6) Sub Kfeglatan Identifikasi Perumahan di 1) Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 12.500.000 APBD 1 Dokumen 55.000.000
Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/BM:ng;Jrusan P/er:er.mttahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Jumlah Dok Data Bakal Calon P . R h
1.| 04| 02 | 2.01 | 0010 | 7) Penerima Rumah bagi Korban Bencana 1) ,umiah Pokumen ata Bakal Lalon Fenerima Ruman KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 11.500.000 APBD 1 Dokumen 12.500.000
bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
Kabupaten/Kota
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
1. | 04. 02 2.03 2 Rumah Korban Bencana atau Relokasi 2 Korban Bencana atau Relokasi Program KOTA SINGKAWANG 100% 335.000.000 APBD 100% 615.000.000
Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1. | 04| 02 | 203 | ooo1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang KOTA SINGKAWANG 6 Unit Rumah 105.000.000 APBD 6 Unit Rumah 105.000.000)
Korban Bencana Terehabilitasi
1. 0a.| 02| 203 | oooa | ) SubKegiatan Pembangunan Rumah bagi Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota KOTA SINGKAWANG 2 Unit Rumah 115.000.000 APBD 2 Unit Rumah 115.000.000)
Korban Bencana yang Terbangun
e . . Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban
1. |04.| 02 [ 2.03 | 0007 v e 1) Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi KOTA SINGKAWANG 1 Rumah Tangga 5.000.000 APBD 1 Rumah Tangga 5.000.000
Bencana Kabupaten/Kota P di R h
enyediaan Ruma

el An




FS{L:Jl:nIZethaatain’\::?I;traasklalier;\i]ed.:—a;zam K Jumlah Rumah Tangga yang terdampak Relokasi
1. | 04.| 02 2.03 | 0008 4) . & v y g P 1) Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang KOTA SINGKAWANG 1 Rumah Tangga 5.000.000 APBD 1 Rumah Tangga 5.000.000
Relokasi Program Pemerintah - .
mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah .
. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat
Khusus beserta PSU bagi masyarakat X . .
1.|04.| 02 2.03 | 0011 . 1) yangTerkena relokasi Program Kabupaten/Kota yang KOTA SINGKAWANG 1 Unit Rumah 35.000.000 APBD 5 Unit Rumah 192.500.000
yang terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota Terbangun
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Jumlah R h Kkh beserta PSU bagi Korban B
1.|o04.| 02 | 203 | 0012 | &) Khusus beserta PSU bagi korban Bencana umiah Rumah Bhusus beserta agi Rorban Bencana KOTA SINGKAWANG 2 Unit Rumah 70.000.000 APBD 5 Unit Rumah 192.500.000)
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
1. | 04.| 05 2. ! 1 Lingk [ k han F bang) yan KOTA SINGKAWANG 15.758.300.702 APBD 71,51% 11.073.300.701
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) ! SO (per VRN SELIES °
ditangani
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Cakupan Per Pemb [Peningkatan
1. | 04.| 05 | 2.01 1 Pefumahan U 88 1 Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan KOTA SINGKAWANG 100% 15.758.300.702 APBD 100% 11.073.300.701
Perumahan
Sub Kegiatan P P di Jumlah Dok P P di PSU
1| 04| 05| 201 | opor | ) P "eslatan Ferencanaan Fenyediaan 1) Jumiah Dokumen Ferencanaan Fenyediaan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 Dokumen 150.000.000
PSU Perumahan Perumahan
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
U Bid U P intahan D h
Kode rusan/Bi :ngp rusan /ev:er.mta an Daera Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Frogram / Reglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perencanaan Penyediaan PSU _ Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 Dokumen 150.000.000
Perumahan Perumahan

Vel an




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode dan P Kegiat Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,

1.|04.| 05| 2.01 [ 0002 2) Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 1) Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi KOTA SINGKAWANG 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702 APBD 20 Lokasi/Paket 10.723.300.701
untuk Menunjang Fungsi Hunian Hunian
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaa Cakupan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan

n Prasarana gan Sarana Llrlgkungan . Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan KOTA SINGKAWANG 100% 15.408.300.702 APBD 100% 10.723.300.701
Perumahan (jalan dan drainase (Perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan
Lingkungan Perumahan) Aset PSU) yang terfasilitasi PSU
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaa
« 1 Prasarana dan Sarana Lingkungan Jumiah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan KOTA SINGKAWANG 63 Lokasi/Paket 15.408.300.702 APBD 20 Lokasi/Paket 10.723.300.701

Perumahan (jalan dan drainase Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara
Lingkungan Perumahan)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam Rangka Penyediaan Prasarana Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam

1. | 04.| 05| 2.01 | 0003 Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1) rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas KOTA SINGKAWANG 1 Laporan 25.000.000 APBD 1 Laporan 25.000.000

Umum Perumahan

Sub Kegiatan Verifikasi dan P h Jumlah L Hasil Serah Teri PSU P h

1. 0a.| 05| 2,01 | o010 | g4)>uP fegtatan Veritikasican Fenyerahan 1) Jurmah taporan fasti>erah ferima erumanan yang KOTA SINGKAWANG 1 Laporan 175.000.000 APBD 1 Dokumen 175.000.000
PSU Perumahan dari Pengembang Terverifikasi dari Pengembang

Vit aa




Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bi P intahan D h
Kode Urusan/ |ddang:rusan /e:\er.lnta an Daera Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | oa URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
) ) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN 19.790.264.284 8.965.003.326
B, o 5
1(04| 03 3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 11 Lua.san N . Kur.nuh KOTA SINGKAWANG 65,14% 19.150.264.284 83,51% 8.325.003.326
(dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani
Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak
1.2 Layak Huni pada K Permuki Kumuh (d 50% 890.000.000 75% 892.000.000
luas dibawah 10 Ha)
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan Cakupan Izin/| Kebijakan Pemt unan dan
1| 04| 03 |2.01 1. dan Pengembangan Kawasan 1 F b K Permukil serta Kota Singkawang 100% 10.000.000 APBD 100% 50.000.000
Permukiman Permukiman Kumuh
11 oa| 03 |201 0004 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Slnkrolnlsam 1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi daln Sinkronisasi Kota Singkawang 1 Laporan 10.000.000 APBD 1 Laporan 50.000.000
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Kegiatan Penataan dan Peningkatan .
1| 0a| 03 |202 2 kualitas K Permukiman Kumuh Cakupan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Singkawang 100% 20.000.000 APBD 100% 200.000.000
) dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan " .
Jumlah Dok Kebijakan Bid PKP
1| 04| 03 |2.02 0008 1) Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan 1) umian 9o ume.n evljakan _I a.ng vang Kota Singkawang 1 Dokumen 10.000.000 APBD 0 0
N Tersusun/Tereview /Terlegalisasi
Bidang PKP
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi .
1| 04| 03 (202 0014 2) dan Permukiman Kumuh 1) Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Singkawang 1 Dokumen 10.000.000 APBD 1 Dokumen 200.000.000
HegEEn [ e (R s Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstrukt
1| o0a| 03 |203 3 Permukiman Kumuh dengan Luas di 1.p -uasPermukiman fumun yang Ditingkatkan Infrstrultur |\ i singkawang 2Ha 19.120.264.284 APBD 2,44 Ha 8.075.003.326
Kawasan Permukimannya
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi MBR pada
21 K Per Kumuh (d luas dibawah 10 |Kota Singkawang 100% 890.000.000 APBD 100% 892.000.000
Ha)

Vel an




Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode / d gP / Kegiat Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3] 4 5 6 7 8 9 10
Kegi P ikan R h Tidak
1| o0a| 03 [203 o002 1) f::akeﬁf:n erbaikan Rumah Tida 1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Kota Singkawang 42Unit Rumah £90.000.000 APBD 12 Unit Rumah 892.000.000
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang
- mendapatkan bantuan Rehabilitasi pada Kawasan Kota Singkawang 42 Unit Rumah 840.000.000 APBD 12 Unit Rumah 842.000.000
Permukiman Kumuh (DAU)
1
Jumlah Fasiltasi/Monitoring Rumah Rumah Tidak Layak . 1 .
- Kota Singkawan| . 50.000.000 APBD Dokumen/kegiata 50.000.000
Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU) 8 8 Dokumen/kegiatan n/ &
Sub Kegiatan Kerja sama Perbaikan Jumlah Dokumen kesepakatan Kerja Sama dalam
1 (04| 03 |203 0003 2 1 Kota Singk: 10 DOKUMEN 2.060.000.000 APBD 23 DOKUMEN 5.566.000.000
) Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU ) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beseta PSU ota Singkawang
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pl;n eer?;ZI?ann Po;r elr::l :rr;a;n ronisast Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
1] 04| 03 2.03 0004 8 v X g8 . 1) Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan |Kota Singkawang 1 Laporan 110.000.000 APBD 1 Laporan 120.000.000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman .
Permukiman Kumuh
Kumuh
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yan
1 04 | 03 2.03 0007 4) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman e s yang Kota Singkawang 1 Dokumen 10.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000
Terverifikasi
Kumuh
Sub Kegiatan Fasilitasi P di
ub Reglatan rastitasl enye 1aan Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi
Perumahan Sementara bagi Masyarakat N di P han S ¢ bagi M at
1 04 | 03 2.03 0010 5) yang terkena Program Peremajaan 1) enyediaan Ferumanan emen. ara bagl a.svara a Kota Singkawang 1 Rumah Tangga 100.000.000 APBD 1 Rumah Tangga 150.000.000
. . yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh dengan Luas di dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
bawah 10 (Sepuluh) Ha 8 P

Vel an




Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran

1| 04| 03 2.03 0013 R 1) Luas Permukiman Kumuh Yang Dipugar Kota Singkawang 2 Ha 15.950.264.284 APBD 2,44 Ha 1.297.003.326
Permukiman Kumuh
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/Blddanng:rusrar:nP/er:er;ntta:an Daerah Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Catatan Penting
an Progra eglata lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 g 10
Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan
1|04 04 B UM AHAN DN 1.1 Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan KOTA SINGKAWANG 10,81% 640.000.000 16,21% 640.000.000
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH i " N
Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani
Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak
2.2 Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh 7,57% 640.000.000 11,36% 640.000.000
(dengan luas dibawah 10 Ha)
Keei i LTRSS WEmeER Luas Area P h han dan K
1|04 04|20t 1. Kawasan Permukiman Kumuh pada 11 - o ) Kota Singkawang 5 Ha 640.000.000 APBD 5Ha 640.000.000
Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Penanganan jumlah Unit RTLH bagi MBR
untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya
1.2 _ ) : 100% 640.000.000 APBD 100% 640.000.000
Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman
kumuh
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
1| o] 0a 200 |01 Tumbuh dan Berkembangnya Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Per Kota Singkawang 27 Unit 640.000.000 APBD 27 Unit 640.000.000
Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh di Luar K Per Kumuh deng:
Permukiman Kumuh dengan Luas di Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat Kota Singkawang 27 Unit 540.000.000 APBD 27 Unit 540.000.000
bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru
Jumlah Fasiltasi/Monitoring dan BOP Rumah Tidak 1 1
- Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Kota Singkawang . 100.000.000 APBD Dokumen/Kegiata 100.000.000
- Dokumen/Kegiatan
Rehabilitasi/Pembangunan baru n

Vil g




Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode Urusan/Blddang;Jrusan P/er:er.mttahan Daerah Indikator Kinerja Program (; )/ K (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2| 10| 04| 201 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang KOTA SINGKAWANG 100% 106.000.000 APBD 100% 120.900.000
Garapan dalam Daerah/ Kota. difasilitasi/ditangani
Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, "
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1
2| 10| 04| 201 | 0001 | 1) Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 | 1) oo Jore >engketa, fontlik dan Feriara dalam KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 40.000.000 APBD 1 Dokumen 45.000.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
(satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus 1 Dokumen/Berita 1 Dokumen/Berita
2 (10| o4 201 0002 2) Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) 1) Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) KOTA SINGKAWANG 66.000.000 APBD 75.900.000
Acara Acara
Daerah Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota
- :_‘I.’tri':::;)[’c’kume" Pendampiangan Hukum (Litigasi/Non KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 66.000.000 APBD 1 Dokumen 75.900.000

Kegi: Penyel lah Ganti
2| 10| o5 201 Kerugian dan Santunan Tanah untuk Cakupan Peny Ganti Rugi/ KOTA SINGKAWANG 100% 1.416.000.000 APBD 100% 1.459.600.000
pembangunan oleh Pemerintah Daerah Tanah untuk Pembangunan
Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan Penetapan Daftar Jumlah Keput Bupati/Wali Kota Tent Penet
2 (10| 05 201 0001 1) Masyarakat Penerima Santunan Tanah 1) um a' eputuisan Bupati/ivall Rota Tentang Fenetapan KOTA SINGKAWANG 2 Dokumen 80.000.000 APBD 2 Dokumen 80.000.000
Penerima Santunan Tanah
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- SK Tim Pengadaan Tanah Kewenangan Kota KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 30.000.000 APBD 1 Dokumen 30.000.000

Vit e



- SK Tim Pengadaan Tanah Pendelegasian Provinsi KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/Blddang;J rusan P/er:er.mttahan Daerah Indikator Kinerja Program ( )/ K (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Keglafan Koordinasi dar.1 Slnkr?msasn Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan
2| 10| 05 201 0002 2) Santunan Tanah untuk Pembangunan 1) v s N KOTA SINGKAWANG 5 Dokumen 1.336.000.000 APBD 5 Dokumen 1.379.600.000
. Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota. P
Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang KOTA SINGKAWANG 100% 1.336.000.000 APBD 100% 1.379.600.000
terdampak Pembangunan
- Jumlah dokumen Ganti Rugi/Santunan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 900.000.000 APBD 1 Dokumen 900.000.000
Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
- Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 200.000.000 APBD 1 Dokumen 220.000.000
Percepatan Pengadaan Tanah
- Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 66.000.000 APBD 1 Dokumen 72.600.000
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 70.000.000 APBD 1 Dokumen 77.000.000
- Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Alas Hak Tanah KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 100.000.000 APBD 1 Dokumen 110.000.000

Vil an



Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Cakupan Terinventarisasinya Tanah Ulayat/Tanah Kas
2|10 07| 201 1. Lokasinya dalam Daerah pa " ¥: Y KOTA SINGKAWANG 36,84% 80.000.000 APBD 78,94% 100.000.000
Desa di Kota Singkawang
Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan/Bld:ng;Jrusan P/e;\er.mtahan Daerah Indikator Kinerja Program ( )/ K (Output) Catatan Penting
an Program / Kegiatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah
2 (10 07 201 0001 1) Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat 1) P KOTA SINGKAWANG 7 Laporan 80.000.000 APBD 7 Laporan 100.000.000
Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 10| os a PROGRAM PENGELOLAAN TANAH Persentase Luas Pote“rlsn Pema_nfa_atan atas tanah KOTA SINGKAWANG 33,33% 310.000.000 APBD 66,66% 356.500.000
KOSONG kosong yang sudah diinventarisasi
2| 10! o8 201 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Cakupan Koordinasi Penyelesaian Masalah Tanah KOTA SINGKAWANG 100% 60.000.000 APBD 100% 69.000.000
Kosong Kosong
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian
2| 10| 08 201 0001 1) Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 Tanah KosZn g v KOTA SINGKAWANG 10 Laporan 60.000.000 APBD 10  Laporan 69.000.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota. 8
2| 10| o8| 202 Kegiatan isasi dan F Cakupan Inventarisasi/terdata dan kebijakan KOTA SINGKAWANG 100% 250.000.000 APBD 100% 287.500.000
Tanah Kosong Pemanfaatan Tanah Kosong
2 (10 08 202 0002 1) Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong 1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 250.000.000 APBD 1 Dokumen 287.500.000
2 2
- Jumlah Laporan Pendukung Pemanfaatan Tanah Kosong KOTA SINGKAWANG 3.000 M?/1 250.000.000 APBD 3.000 /1 287.500.000
Laporan Laporan

Vil 4=




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Vel an

Kode dan P / Kegiat Indikator Kinerja Program ( )/ K (Output) Catatan Penting
an Program / Keglatan lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber ) Kebutuhan Dana /
Target Capain
Kinerja Dana Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2|10 09| 201 Kegiatan Penertiban lzin Membuka 1 Cakupan Ter va/Tertib Administrasi Data KOTA SINGKAWANG 100% 75.068.143 APBD 100% 93.203.364
Tanah Per ™M 1zin N\ Tanah Negara
2| 10| oo 201 0001 Sub Keg‘latan‘Koordmam dan Sinkronisasi 1) Jumlah Dokumen Keglétan !(oordlnam dan Sinkronisasi KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 53.200.794 APBD 1 Dokumen 68.150.413
Pemberian Izin Membuka Tanah. dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah
- Jumlah Lahan yang telah dilaksanakan Pendaftaran KOTA SINGKAWANG 150 persi 37.500.000 APBD 200 Persi 50.000.000
Tanah Sismatis Lengkap (PTSL)
. J\fmlah Pgrsena yang memahami Pendaftaran Tanah KOTA SINGKAWANG 50 orang/26 15.790.794 APBD 50 orang/26 18.159.413
Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Kelurahan
2| 10| o9 201 0002 Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 21.777.349 APBD 1 Dokumen 25.043.951
Tanah Negara. Tanah Negara
- Jumlah Dokumen Pengukuran Pertanahan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 10.350.000 APBD 1 Dokumen 11.902.500
- Jumlah Dokumen Pemetaan Pertanahan KOTA SINGKAWANG 1 Dokumen 11.427.349 APBD 1 Dokumen 13.141.451




Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode "’"“"’B“;::;:;‘:;“""“::'" Daerah |y dikator Kineria Program( ) Keglatan (Output) Catatan Penting
o lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Sumber Target Capain Kebutuhan Dana /
Kinerja Dana Pagu Indikatif
p RN Ve

5

Kegiatan Penggunaan Tanah yang
24{10] 10 201 1 dalam satu h 1 Cakupan Penggu ¥ fi Tanah KOTA SINGKAWANG 100% 1.659.500.000 APBD 100% 1.037.250.000
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumiah Laporan/Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
2 {10 10 | 201 1) ® 1) Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) KOTASINGKAWANG 8 Laporan 759.500.000 APBD 8 Laporan 482.250.000
Perencanaan Penggunaan Tanah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemetaan Zons Nial Tanah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk
2|10 30| 200 g) THe Mol Fostash eent 1) menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan|  KOTASINGKAWANG 8 Dokumen 825.000.000 APBD 8 Dokumen 480.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota Ry . .
Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumiah Dokurmen Koordinasi dan Sinkronisasi
2 (10| 20| 200 3) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 1} Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan KOTASINGKAWANG 1 Dokumen 75.000.000 APBD 1 Dokumen 75.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
: ok
s STEIESERC FeREE S U Survey, pengukuran dan ' KOTASINGKAWANG 1 Dokumen 75.000.000 APBD 1 Dokumen 75.000.000
dan pemetaan Konsolidasi Tanah Konsolidasi Tanah/Tenaga Konsultansi Perorangan
JUMLAH 48.904.840.875 31.445.653.660
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Juni 2023

7 Pembina Utama Muda




50

Tabel. 5.1

MAPING/PERSANDINGAN DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
RENJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

(BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889

NO. KOD NO. KODE PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN KET
E TAHUN 2021)
SEKRETARIAT DISPERKIMTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG
1 |1.04.01 PEMERINTAHAN DAERAH 1 1.04.01 giggﬁuPEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
|0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah o) EORALE Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
J1.04.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 11.04.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
PerencanaanPerangkat Daerah PerencanaanPerangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
-11.04.01.2.01.02 DokumenRKA-SKPD - 1.04.01.2.01.0002 DokumenRKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
[104-01.20103 15 imenPerubahan RKA-SKPD [ 104.01.2.01.0003 DokumenPerubahan RKA-SKPD
-/1.04.01.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan - 1.04.01.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-
DokumenDPA-SKPD
SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
13:04:01.201.05 150 imenPerubahan DPA-SKPD | 1:04.01.2.01.0005 PerubahanDPA- SKPD
11.04.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 11.04.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD SKPD
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi
-|1.04.01.2.01.07 |Perangkat Daerah - 1.04.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2)|1.04.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2)|1.04.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah Daerah
-|1.04.01.2.02.01 |Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan -11.04.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN ASN
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi
1.04.01.2.02.02 PelaksanaanTugas ASN 1.04.01.2.02.0002 PelaksanaanTugas ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
| 1:04.01.2.02.03 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | %:04.01.2.02.0003 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan
-[1.04.01.2.02.04 |AkuntansiSKPD -11.04.01.2.02.0004 AkuntansiSKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
-|1.04.01.2.02.05 |Laporan -/ 1.04.01.2.02.0005 LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
-|1.04.01.2.02.06 |BahanTanggapan Pemeriksaan -/ 1.04.01.2.02.0006 Tanggapan Pemeriksaan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
-|1.04.01.2.02.07 |Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ -/ 1.04.01.2.02.0007 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD Semesteran SKPD
3)[1.04.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 3)|1.04.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada

padaPerangkat Daerah

Perangkat Daerah

1.04.01.2.03.01

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan
KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD

-1.04.01.2.03.0001

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan
KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD
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1.04.01.2.03.03

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian
BarangMilik Daerah SKPD

-11.04.01.2.03.0003

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang
MilikDaerah SKPD

1.04.01.2.03.05

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan
LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD

-11.04.01.2.03.0005

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan
LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD

1.04.01.2.03.06

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik
Daerahpada SKPD

-11.04.01.2.03.0006

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik
Daerahpada SKPD

4

1.04.01.2.05

Kegiatan Administrasi Kepegawaian
PerangkatDaerah

4)

1.04.01.2.05

Kegiatan Administrasi Kepegawaian
PerangkatDaerah

1.04.01.2.05.01

Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan
PrasaranaDisiplin Pegawai

-11.04.01.2.05.0001

Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan
PrasaranaDisiplin Pegawai

1.04.01.2.05.02

Pengadaan Mesin /Kartu Absensi berbasis online

-11.04.01.2.05.0002

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
AtributKelengkapannya

1.04.01.2.05.09

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
AtributKelengkapannya

-11.04.01.2.05.0009

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5)(1.04.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 5)|1.04.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah Daerah
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BERDASARKAN KEPMENDAGRI -
NO. KODE ( S GRI 050-5889 NO. KODE PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN KET
TAHUN 2021)
11.04.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi {1.04.01.2.06.0001 S_ub_Keglatan Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.04.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan {1.04.01.2.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
perlengkapankantor PerlengkapanKantor
-11.04.01.2.06.03 [ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah -{1.04.01.2.06.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Tangga
11.04.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan barang {1.04.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang
cetakan danpenggandaan Cetakan danPenggandaan
11.04.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan {1.04.01.2.06.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
peraturanperundang-undangan PeraturanPerundang-undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
. -11.04.01.2.06. .
1.04.01.2.06.09 dankonsultasi SKPD 04.01.2.06.0009 danKonsultasi SKPD
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis
1.04.01.2.06.10 padaSKPD 1.04.01.2.06.0010 padaSKPD
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem
1.04.01.2.06.11 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.04.01.2.06.0011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
6)1.04.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6)/1.04.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
{1.08.01.2.07.02 |3UP Kegiatan Pengadaan Kendaraan 1{1.04.01.2.07.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
DinasOperasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
-11.04.01.2.07.05 [Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur -{1.04.01.2.07.0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
7)1.04.01.2.08 Kegiatan Pen){edlaan Jasa Penunjang 7) 1.04.01.2.08 Keglata.n Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
UrusanPemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
-/1.04.01.2.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 41.04.01.2.08.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.04.01.2.08.02 Sub Kegiatan E’enyed}aan jasa komunikasi, {1.04.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Pgnyedlagn Qasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik SumberDaya Air dan Listrik
11.04.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan {1.04.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
UmumKantor UmumKantor
8)1.04.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 8) 1.04.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.04.01.2.09.01

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas
Jabatan

-11.04.01.2.09.0001

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan

1.04.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atauLapangan

-11.04.01.2.09.0002

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan

1.04.01.2.09.09

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
GedungKantor dan Bangunan Lainnya

-11.04.01.2.09.0009

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
GedungKantor dan Bangunan Lainnya
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1.04.01.2.09.10

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

-11.04.01.2.09.0010

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
(BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889

NO. KODE NO. KODE PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN KET
TAHUN 2021)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 |1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2 1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan
@ RehabilitasiRumah Korban Bencana atau e RehabilitasiRumah Korban Bencana atau
)|1.04.02.2.0 Relokasi Program Kabupaten/Kota )1.04.02.2.0 Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan d.' Lokasi Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi
RawanBencana atau Terkena Relokasi Program ) .
1.04.02.2.01.01 1.04.02.2.01.0007 yang Berpotensi Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi
1.04.02.2.01.0009 RawanBencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan
1.04.02.2.01.02 ; ! . 1.04.02.2.01.0002 i i i )
04.02.2.01.0 sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 04.02.2.01.000 Potensialsebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan
1.04.02.2.01.03 RumahAkibat Bencana 1.04.02.2.01.0004 RumahAkibat Bencana
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon
Penerima Rumah bagi Korban Bencana Penerima Rumah bagi Masyarakat yang
1.04.02.2.01.04 Alam atau Terkena Relokasi Program 1.04.02.2.01.0008 TerkenaRelokasi Program Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon
1.04.02.2.01.0010 Penerima Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa
1.04.02.2.01.05 [Milik Masyarakat, Rumah Susun dan 1.04.02.2.01.0006 Milik Masyarakat, Rumah Susun dan
Rumah Khusus Rumah Khusus
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi
2)|1.04.02.2.03 RumahKorban Bencana atau Relokasi 2)1.04.02.2.03 Rumahbagi korban bencana atau relokasi
Program Kabupaten/Kota program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban
1.04.02.2.03.01 |Bencana 1.04.02.2.03.0001 Bencana
Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau
DetailEngi ing Desi DED iR h
104.02.203.02 | et@IENgineering Design (DED) bagi Ruma TIDAK DITEMUKAN di SIPD-RI
Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban
1.04.02.2.03.04 |Bencana 1.04.02.2.03.0004 Bencana
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus
1.04.02.2.03.05 besertaPSU bagi Korban Bencana atau 1.04.02.2.03.0011 besertalPSU bagi Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus
1.04.02.2.03.0012 .
besertaPSU bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
3 |1.0a.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 3 |1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
T SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) T SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1)|1.04.05.2.01. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan 1)/ 1.04.05.2.01 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan

PSUPerumahan

PSUPerumahan

1.04.05.2.01.01

Sub Kegiatan Perencanaan
Penyediaan PSUPerumahan

1.04.05.2.01.0001

Sub Kegiatan Perencanaan
Penyediaan PSUPerumahan

1.04.05.2.01.02

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
untuk Menunjang Fungsi Hunian

1.04.05.2.01.0002

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum di Perumahan untuk
Menunjang FungsiHunian
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1.04.05.2.01.03

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam Rangka Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan UtilitasUmum Perumahan

1.04.05.2.01.0003

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana,
dan UtilitasUmum Perumahan

04.05.2.01.03.05

Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU
Permukiman dari Pengembang

1.04.05.2.01.0010

Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU
Perumahan dari Pengembang

4 |1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan
1)[1.04.03.2.01 danPengembangan Kawasan 1) 1.04.03.2.01 danPengembangan Kawasan
Permukiman Permukiman
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BERDASARKAN KEPMENDAGRI -
NO. KODE ( S GRI 050-5889 NO. KODE PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN KET
TAHUN 2021)
Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review
sertalLegalisasi Rencana Pengembangan
dan Pengembangan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01.02 |dan TIDAK DITEMUKAN di SIPD-RI
Permukiman Kumuh
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
1.04.03.2.01.03 Pengendalian Pembangunan dan_ 1.04.02.2.06.0003 Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan
PengembanganKawasan Permukiman dan Perumahan
Permukiman Kumuh
Kegiatan Penataan dan Peningkatan kualitas Kegiatan Penataan dan Peningkatan
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
2)/1.04.03.2.02 diBawah 10 (Sepuluh) Ha 2 1.04.03.2.02 dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi
Perumahan dan Permukiman Kumuh Perumahandan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.01 1.04.03.2.02.0014
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
danPeningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Pengendalian Penyelenggaraan
1.04.03.2.02.05 |dan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.03.0004 Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Kegiatan Peningkatan Kualiatas Kawasan Kegiatan Peningkatan Kualiatas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
3)(1.04.03.2.03 10(Sepuluh) Ha 3)( 1.04.03.2.03 10(Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site
Plan)dan Detail Engineering Design (DED) TIDAK DITEMUKAN di SIPD-RI
1.04.03.2.03.01 |Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh ! B
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak
LayakHuni ) ) ) .
1.04.03.2.03.02 1.04.03.2.03.0002 Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak
TidakLayak Huni Beserta PSU Layak Huni Beserta PSU
1.04.03.2.03.023 1.04.03.2.03.0003
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan Pengendalian Penyelenggaraan
1.04.03.2.03.04 |Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.03.0004 Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa
RumahTinggal Sementara Bagi Masyarakat yang TIDAK DITEMUKAN di SIPD-RI
1.04.03.2.03.05 |Terkena Program Peremajaan Permukiman ' B
Kumuh
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan
Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
1.04.03.2.03.06 1.04.03.2.03.0013
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.07 1.04.03.2.03.0007
Kumuh Kumuh
5 |1.04.0a PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN s |1.0a.08 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN
o PERMUKIMAN KUMUH o PERMUKIMAN KUMUH BARU
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan
1)1.04.04.2.01 Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 1) 1.04.04.2.01 Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota
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1.04.04.2.01.01

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah

10 (Sepuluh) Ha

1.04.04.2.01.0001

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah

10 (Sepuluh) Ha

1.04.04.2.01.02

Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah
TidakLayak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10

(Sepuluh) Ha

TIDAK DITEMUKAN di SIPD-RI

URUSAN PEMERI

NTAHAN BIDANG PERTANAHAN

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA

L TANAH GARAPAN L 2.10.04 TANAH GARAPAN
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah
1))2.10.04.2.01 Garapandalam Daerah/ Kota. 1)/2.10.04.2.01 Garapandalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan
12.10.04.2.01.01 Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah 1 2.10.04.2.01.0001 Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa
2.10.04.2.01.02 [TanahGerapan dalam 1 (satu) Daerah 2.10.04.2.01.0002 TanahGarapan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
NO. KODE (BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 NO. KODE PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN KET
TAHUN 2021)
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI ROGRAM PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
2 |2.10.05 2 2.10.05
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugiandan Santunan Tanah untuk Kerugian dan Santunan Tanah untuk
e DR pembangunan olehPemerintah Daerah ) [PRIBIEALE Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat
PenerimaSantunan Tanah dalam 1 (satu) PenerimaSantunan Tanah dalam 1 (satu)
1%10:05.201.01 1p o rah Kabupaten/Kota. {10-05.2.01.0001 Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
2.10.05.2.01.02 |Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 2.10.05.2.01.0002 Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota
3|2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 3| 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang
1)(2.10.07.2.01 Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1) 2.10.07.2.01 Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei
dan dan
-(2.10.07.2.01.01 -/2.10.07.2.01.0001
Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu)
DaerahKabupaten/Kota DaerahKabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH PROGRAM PENGELOLAAN TANAH
4|2.10.08 KOSONG 4/2.10.08 KOSONG
1)|2.10.08.2.01 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah 1)(2.10.08.2.01 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah
Kosong Kosong
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
-|2.10.08.2.01.01 |Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) -] 2.10.08.2.01.0001 Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu)
DaerahKabupaten/Kota. DaerahKabupaten/Kota
Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan
2)(2.10.08.2.02 TanahKosong 2) 2.10.08.2.02 TanahKosong

2.10.08.2.02.02

Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong

2.10.08.2.02.0002

Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
(BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889

NO. KODE NO. KODE PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN KET
TAHUN 2021)
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA
5/2.10.09 TANAH 5(2.10.09 TANAH
1)(2.10.09.2.01 . . . 1) 2.10.09.2.01 X . .
Kegiatan Penertiban I1zin Membuka Tanah Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
2100920001 150 perianizin Membuka Tanah. |%10.09-2.01.0001 Pemberianizin Membuka Tanah
12.10.09.2.01.02 Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah 12.10.00.2.01.0002 Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan
Negara. TanahNegara
6/2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 6/2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Kegiatan Penggunaan Tanah yang
1)(2.10.10.2.01 Hamparannyadalam satu Daerah 1)/ 2.10.10.2.01 Hamparannyadalam satu Daerah

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

2.10.10.2.01.01

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Penggunaan Tanah

2.10.10.2.01.0001

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
PerencanaanPenggunaan Tanah

2.10.10.2.01.02

Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.10.10.2.01.0002

Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai
TanahKewenangan Kabupaten/Kota

2.10.10.2.01.03

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
PelaksanaanKonsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

2.10.10.2.01.0003

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
PelaksanaanKonsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
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